BUPATI BANYUMAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS

Menimbang

TAHUN 2011 - 2031

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

bahwa untuk mengarahkan pembangunan di wilayah
Kabupaten Banyumas, pemanfaatan ruang wilayah yang
meliputi darat, laut, dan udara serta sumber daya alam yang
terkandung di dalamnya merupakan satu kesatuan perlu
dikelola secara terpadu antar sektor, daerah, dan
masyarakat, untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman,
nyaman, produktif, dan berkelanjutan secara serasi, selaras,
seimbang, berdaya guna, dan berhasil guna dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan

keamanan maka perlu disusun rencana tata ruang wilayah;

bahwa  dalam rangka  mewujudkan keterpaduan
pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat, maka
rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi
investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah,

masyarakat dan/atau dunia usaha;



Mengingat

bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26
Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional, maka perlu disusun rencana tata

ruang wilayah kabupaten;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢ perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Banyumas Tahun 2011 — 2031;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus
1950);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor
22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3274),

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3419);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan

dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3469);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem
Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3478);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3881);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun
1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4412);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan
Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4152);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4169);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
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Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4247);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya
Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4377);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4411);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
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132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4444),

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang
Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan
dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5025);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang
Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5052);
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5059);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5068);

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang
Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor
132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3776);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat
Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3934);

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan
Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4242);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang
Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara
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Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun
2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4624);

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4655);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata
Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta
Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007
tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan
Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
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Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4858);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air
Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4859);

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang
Rehabilitasi Dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang
Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4987);

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5097);
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Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang
Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5110);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan
Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5111);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5112);

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk
Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor

118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5160);

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang

Pengelolaan Kawasan Lindung;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun
2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung di Provinsi
Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2003 Nomor 134);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun
2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46 Seri E Nomor 7);
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Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun
2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2010
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa

Tengah Nomor 28);

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyumas
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008
Nomor 5 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Tahun 2009 Nomor 4 Seri E,Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

Menetapkan

dan

BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2011- 2031

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyumas.
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Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

Bupati adalah Bupati Banyumas.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas.

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara,
termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia
dan makhluk lain hidup melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan

hidupnya.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas yang selanjutnya disebut
RTRW Kabupaten adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang
wilayah Kabupaten Banyumas yang menjadi pedoman bagi penataan ruang
wilayah Kabupaten Banyumas yang merupakan dasar dalam penyusunan

program pembangunan.
Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan
prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial

ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang
meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk

fungsi budidaya.

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang,

pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan,

pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.

Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi
pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penataan ruang.
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Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan
ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan

masyarakat.

Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang
melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan

pengendalian pemanfaatan ruang.

Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan
ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang

dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.

Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola
ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan

program beserta pembiayaannya.

Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata

ruang.
Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap
unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek

administratif dan/atau aspek fungsional.
Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama
melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam,

sumber daya buatan.

Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk
dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya

manusia, dan sumber daya buatan.

Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian

termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan

12



25.

26.

27.

28.

29.

30.
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32.

33.

sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan,
pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan
pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman
perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa permukiman perkotaan,
pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan

kegiatan ekonomi.

Kawasan peruntukan industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi
kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan
oleh Pemerintah Daerah.

Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri satu atau lebih pusat
kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan
pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya
keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan

sistem agrobisnis.

Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional

yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.

Kawasan minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi
utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran

komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya.

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber
daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam
lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh

Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok
menproduksi hasil hutan.

Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai

perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah
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banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara

kesuburan tanah.

Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang
memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan
administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari rencana tata ruang

nasional.

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan,
termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang termasuk bangunan
pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang
berada pada permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air,

kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling
menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang
berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.

Sistem Informasi Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat SITRW
adalah perangkat keras dan perangkat lunak yang dikembangkan sebagai

media penyajian informasi RTRW Kabupaten secara mudah dan mutakhir.

Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah sistem dan proses
dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan
membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan

kawasannya secara berkelanjutan.

Lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang
ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna
menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan

pangan nasional.

Lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan adalah lahan potensial yang
dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap
terkendali untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan

pada masa yang akan datang.
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Objek dan daya tarik wisata yang selanjutnya disingkat ODTW adalah
perwujudan dari ciptaan manusia, tata hidup, seni budaya serta sejarah bangsa
dan tempat atau keadaan alam yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi

wisatawan.

Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya
diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional
terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi,
sosial, budaya dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan

sebagai warisan dunia.

Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya
diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup

provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

Kawasan strategis kabupaten atau kota adalah wilayah yang penataan
ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam
lingkup kabupaten atau kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau

lingkungan.

Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan
perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa
kabupaten/kota.

Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL, adalah kawasan
perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau

beberapa kecamatan.

Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK, adalah kawasan
perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau

beberapa desa.

Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL, adalah pusat
permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang atau jalur dan/atau mengelompok,
yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang

tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
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50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

S7.

58.

Daerah aliran sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah
daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak
sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang
berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di
darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah
perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL, adalah
sarana atau unit pengolahan air limbah yang berfungsi untuk menurunkan kadar
pencemar yang terkandung dalam air limbah hingga batas tertentu sesuai

perundang-undangan.

Terminal Barang adalah merupakan prasarana transportasi jalan untuk
keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan/atau

antar moda transportasi.

Terminal Penumpang adalah merupakan prasarana transportasi jalan untuk
keperluan menurunkan dan menaikan penumpang, perpindahan antar intra
dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan

keberangkatan kendaraan penumpang umum.

Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan

pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap

pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.

Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk mencegah, membatasi
pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata

ruang.
Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.

Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk
mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan

antar keduanya.
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59.

60.

61.

62.

Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk
menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke

dalamnya.

Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Banyumas, yang
selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad hoc yang dibentuk untuk
mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang di Kabupaten Banyumas dan mempunyai fungsi membantu
pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di Kabupaten

Banyumas.

Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat
hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain

dalam penataan ruang.

Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata

ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

BAB Il
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup RTRW Kabupaten meliputi:

a.

b.

tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah;

rencana struktur ruang wilayah;

rencana pola ruang wilayah;

. penetapan kawasan strategis;

arahan pemanfaatan ruang wilayah dan indikasi program pembangunan;

arahan pengendalian ruang wilayah yang berisi ketentuan umum peraturan
zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif serta arahan

sanksi;
peran masyarakat dalam penataan ruang; dan

kelembagaan.
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BAB Il
TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH

Bagian Pertama

Tujuan

Pasal 3
Penataan ruang wilayah Kabupaten bertujuan mewujudkan Kabupaten sebagai
pusat pertumbuhan ekonomi regional yang berbasis pertanian, pariwisata, serta

perdagangan dan jasa didukung pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan.

Bagian Kedua
Kebijakan dan Strateqgi

Pasal 4
Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan kebijakan perencanaan ruang wilayah meliputi:

a. pengembangan kegiatan pertanian sebagai sektor pertumbuhan ekonomi utama

Kabupaten;
b. pengembangan pariwisata berwawasan lingkungan dan berbasis kerakyatan;

c. pengembangan fungsi kegiatan perdagangan dan jasa berskala lokal dan

regional;
d. pengembangan pusat kegiatan yang terintegrasi dan terpadu;

e. pengembangan sistem jaringan prasarana utama dan sistem jaringan prasarana

lainnya sebagai pendukung potensi wilayah;
f. pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan lindung;

g. pengembangan kawasan budidaya melalui pengelolaan dan pemanfaatan

sumber daya alam secara berkelanjutan;
h. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara; dan

I. pengembangan dan pengendalian kawasan strategis sesuai dengan

penetapannya.
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(1)

(@)

3)

Pasal 5

Pengembangan kegiatan pertanian sebagai sektor pertumbuhan ekonomi

utama Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dengan

strategi meliputi:

a.

b.

e.

f.

menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
mengembangkan kawasan pertanian;

mempertahankan luasan lahan pertanian pangan yang telah ditetapkan

sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan;

mengembangkan irigasi setengah teknis atau sederhana menjadi sawah

beririgasi teknis;
mengembangkan kawasan agropolitan dan sistem agribisnis pertanian; dan

mengembangkan sektor peternakan dan perkebunan.

Pengembangan pariwisata berwawasan lingkungan dan berbasis kerakyatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dengan strategi meliputi:

a.

b.

d.

mengembangkan dan meningkatkan daya tarik wisata;
mengembangkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pariwisata,

mengendalikan pengembangan lahan terbangun pada kawasan pariwisata;
dan

mengembangkan pariwisata dengan keterlibatan masyarakat.

Pengembangan fungsi kegiatan perdagangan dan jasa berskala lokal dan

regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf ¢ dengan strategi meliputi:

a. mengembangkan fungsi kawasan perdagangan dan jasa berskala regional,

lokal, dan lingkungan;
mendorong fungsi kawasan perdagangan dan jasa berskala nasional; dan

mengembangkan sarana dan prasarana pendukung kawasan perdagangan

dan jasa.
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(4)

(5)

Pengembangan pusat kegiatan yang terintegrasi dan terpadu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dengan strategi meliputi:

a. mendorong pengembangan pusat kegiatan di kawasan perkotaan berskala

regional;

b. mendorong pengembangan pusat pelayanan berskala kecamatan atau

beberapa desa;
c. mendorong pengembangan pusat pelayanan berskala antar desa; dan

d. meningkatkan interaksi antara pusat kegiatan perdesaan dan perkotaan

secara berjenjang.

Pengembangan sistem jaringan prasarana utama dan sistem jaringan
prasarana lainnya sebagai pendukung potensi wilayah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 huruf e dengan strategi meliputi:

a. mengembangkan jaringan jalan penghubung perdesaan dan perkotaan

sesuai fungsi jalan;

b. mengembangkan dan meningkatkan sarana transportasi wilayah meliputi

terminal penumpang dan terminal barang;
c. mengembangkan jaringan energi dan sumber daya energi alternatif;

d. meningkatkan jangkauan pelayanan jaringan telekomunikasi ke seluruh

wilayah;
e. meningkatkan sistem jaringan prasarana sumberdaya air;
f.  meningkatkan penanganan sampah perkotaan dan pedesaan terpadu;

g. mengembangkan jaringan transportasi sungai sebagai pendukung sarana

wisata;

h. mengembangkan dan meningkatkan sarana dan prasarana transportasi

kereta api;

I.  mengembangkan sistem jaringan air limbah dan drainase; dan

J.  mengembangkan jalur evakuasi bencana pada kawasan rawan bencana

alam.
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(6)

(7)

Pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan lindung sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dengan strategi meliputi:

a.

b.

h.

menetapkan kawasan lindung sesuai fungsinya,;
mengembalikan fungsi hutan lindung yang mengalami kerusakan;

membatasi kegiatan budidaya yang dapat mengganggu fungsi kawasan

lindung;
mempertahankan dan melestarikan kawasan resapan air;
mengendalikan secara ketat pemanfaatan sumber air baku;

melestarikan habitat dan ekosistem khusus pada kawasan suaka alam,

pelestarian alam, dan cagar budaya;

membatasi kegiatan pariwisata pada radius pengamanan kawasan pada

kawasan perlindungan setempat;

mengembangkan kawasan ruang terbuka hijau;

i. meningkatkan fungsi kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar

budaya sebagai tempat wisata, dan obyek penelitian;

mengembangkan tanaman konservasi di kawasan rawan bencana tanah

longsor; dan

mengembangkan sistem peringatan dini, jalur, dan ruang evakuasi

bencana.

Pengembangan kawasan budidaya melalui pengelolaan dan pemanfaatan

sumber daya alam secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

huruf g dengan strategi meliputi:

a.

menetapkan kawasan budidaya sesuai fungsinya berdasarkan daya dukung

dan daya tampung lingkungan hidup;

mengendalikan dampak negatif kegiatan budidaya agar tidak menurunkan

kualitas lingkungan hidup;

mengembangkan kawasan budidaya melalui peningkatan nilai ekonomis

kawasan dan fungsi sosial;

21



(8)

9)

d. mengembangkan sektor kehutanan dan pengolahan hasil hutan;
e. mengembangkan sentra produksi dan usaha berbasis perikanan;

f. mengendalikan secara ketat pengelolaan lingkungan kawasan peruntukan

pertambangan;

g. mengembangkan kawasan peruntukan industri pada jalur transportasi

regional dan nasional;

h. mengembangkan dan memberdayakan industri berbasis bahan baku lokal

dari hasil pertanian, peternakan, perkebunan, dan hasil tambang; dan
I. mengembangkan kawasan peruntukan permukiman terpadu.

Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h dengan strategi meliputi:

a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus

pertahanan dan keamanan;

b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar
Kawasan Strategis Nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan

keamanan;

c. mengembangkan kawasaan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak
terbangun di sekitar Kawasan Strategis Nasional yang mempunyai fungsi
khusus Pertahanan dan Keamanan dengan kawasan budidaya terbangun;

dan
d. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan.

Pengembangan dan pengendalian kawasan strategis sesuai dengan
penetapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i dengan strategi

meliputi:

a. menetapkan kawasan strategis sesuai dengan nilai strategis dan

kekhususannya,

b. mengembangkan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi

masyarakat;
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c. mengembangkan hasil produksi pada kawasan sentra ekonomi unggulan

dan sarana prasarana pendukung perekonomian;

d. membatasi alih fungsi lahan kawasan strategis pada sentra unggulan

berbasis potensi pertanian;

e. menetapkan, mengembangkan, dan mempertahankan luasan lahan pada

kawasan minapolitan;

f.  melindungi dan melestarikan kawasan dalam mempertahankan karakteristik

nilai sosial dan budaya kawasan,;

g. memanfaatkan kawasan bagi kegiatan dengan nilai ekonomi dan
meningkatkan identitas sosial budaya kawasan;

h. mengendalikan kegiatan sesuai tujuan pemanfaatan kawasan dalam
wilayah kerja pertambangan panas bumi dengan tetap memperhatikan

fungsi lindung kawasan;

i. memanfaatkan kawasan bagi penelitian dan pendidikan yang berbasis
lingkungan hidup; dan

j.  mempertahankan keanekaragaman hayati pada kawasan suaka alam dan

hutan lindung.

k. mengendalikan pemanfaatan ruang di sekitar kawasan Gunung Slamet

yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6
(1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten terdiri atas:
a. sistem pusat kegiatan; dan

b. sistem jaringan prasarana wilayah.
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(2) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan
dalam peta dengan tingkat ketelitian 1: 50.000 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran | yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Sistem Pusat Pelayanan

Pasal 7
Sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a terdiri
atas:

a. sistem perkotaan; dan
b. sistem perdesaan.

Paragraf 1
Sistem Perkotaan
Pasal 8
(1) Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:

a. pusat kegiatan; dan
b. fungsi pelayanan.

(2) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. PKW di Perkotaan Purwokerto;

b. PKL meliputi:
1. perkotaan Banyumas;
2. perkotaan Ajibarang;
3. perkotaan Sokaraja; dan
4. perkotaan Wangon.
c. PPK meliputi:
1. perkotaan Jatilawang;
2. perkotaan Sumpiuh;
3. perkotaan Patikraja;

4. perkotaan Baturaden;
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5. perkotaan Cilongok;

6. perkotaan Lumbir;

7. perkotaan Gumelar;

8. perkotaan Pekuncen;

9. perkotaan Purwojati;
10. perkotaan Rawalo;

11. perkotaan Kemranjen;
12. perkotaan Tambak;

13. perkotaan Sumbang;
14. perkotaan Kembaran;
15. perkotaan Karanglewas;
16. perkotaan Kebasen;

17. perkotaan Somagede;
18. perkotaan Kedungbanteng; dan
19. perkotaan Kalibagor.

(3) Fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. PKW Purwokerto dengan fungsi pelayanan utama berupa perdagangan
berskala regional, pemerintahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan
perbankan meliputi:

1. Kecamatan Purwokerto Utara;
2. Kecamatan Purwokerto Timur;
3. Kecamatan Purwokerto Selatan;
4. Kecamatan Purwokerto Barat;
5. sebagian Kecamatan Sumbang;
6. sebagian Kecamatan Baturaden;

7. sebagian Kecamatan Kedungbanteng;
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(1)

(@)

8. sebagian Kecamatan Kembaran;

9. sebagian Kecamatan Karanglewas;
10. sebagian Kecamatan Sokaraja; dan
11. sebagian Kecamatan Patikraja.

PKL Perkotaan Banyumas dengan fungsi pelayanan utama berupa
pemerintahan dan kesehatan di Kecamatan Banyumas;

PKL Perkotaan Ajibarang dengan fungsi pelayanan utama berupa
kesehatan, transportasi, industri, dan perdagangan skala kabupaten di

Kecamatan Ajibarang;

PKL Perkotaan Sokaraja dengan fungsi pelayanan utama berupa
pendidikan, kesehatan, perdagangan skala kabupaten, dan industri di

Kecamatan Sokaraja;

PKL Perkotaan Wangon dengan fungsi pelayanan utama berupa
perdagangan skala kabupaten, transportasi, dan industri di Kecamatan

Wangon; dan

PPK dengan fungsi pelayanan pemerintahan, pendidikan, dan kesehatan

yang melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.

Paragraf 2
Sistem Perdesaan

Pasal 9

Sistem perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas:

a. pusat kegiatan perdesaan; dan

b.

fungsi pelayanan.

Pusat kegiatan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa

PPL meliputi:

a. Desa Cihonje di Kecamatan Gumelar;

b.

C.

Desa Tipar di Kecamatan Rawalo;

Desa Paningkaban di Kecamatan Gumelar;
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d. Desa Jompo Kulon di Kecamatan Sokaraja; dan
e. Desa Sidamulya di Kecamatan Kemranjen.

(3) Fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada PPL
dengan fungsi pelayanan utama pendidikan dan perdagangan dan jasa yang

melayani kegiatan skala antar desa.
Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

Pasal 10
Sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)
huruf b terdiri atas:

a. sistem jaringan prasarana utama; dan
b. sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Prasarana Utama
Pasal 11
Sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a
terdiri atas:
a. sistem jaringan transportasi darat; dan

b. sistem jaringan transportasi perkeretaapian.

Pasal 12
Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a

terdiri atas:
a. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
b. angkutan sungai, danau, dan penyeberangan.

Pasal 13
Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf
a terdiri atas:

a. jaringan jalan;
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b. jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; dan

c. jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.

(1) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri atas:
a.
b.

C.

Pasal 14

jaringan jalan nasional pada wilayah Kabupaten;

jaringan jalan provinsi pada wilayah Kabupaten; dan

jaringan jalan Kabupaten.

(2) Jaringan jalan nasional pada wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a meliputi:

a. pengembangan jalan arteri primer meliputi:

b.

1.

2.

5.

6.

jalan penghubung Karangpucung — Wangon;

jalan penghubung Rawalo — Sampang;

jalan penghubung Sampang — Buntu;

jalan penghubung Wangon — Batas Banyumas Tengabh;
jalan penghubung Purwokerto — Patikraja; dan

jalan penghubung Patikraja — Rawalo.

pengembangan jalan kolektor primer meliputi:

1.

2.

jalan penghubung Wangon — Menganti;

jalan penghubung Menganti — Rawalo;

jalan penghubung Buntu — Banyumas;

jalan penghubung Banyumas — Batas Banyumas Utara;
jalan penghubung Batas Banyumas Tengah — Klampok;
jalan penghubung Batas Kabupaten Tegal — Ajibarang;
jalan penghubung Ajibarang — Wangon;

jalan penghubung Ajibarang — Batas Perkotaan Purwokerto;

jalan penghubung Batas Perkotaan Purwokerto — Sokaraja;
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10. jalan penghubung Sokaraja — Kaliori;
11. jalan penghubung Kaliori — Banyumas;
12. Jalan Pattimura;

13. Jalan Yos Sudarso;

14. Jalan Sudirman;

15. Jalan Gerilya; dan

16. Jalan Veteran.

(3) Jaringan jalan provinsi pada wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada

(4)

ayat (1) huruf b berupa pengembangan kolektor primer dan/atau jalan strategis

provinsi meliputi:

a.

b.

g.
h.

jalan penghubung Purwokerto — Baturaden;
jalan penghubung Sokaraja — Purbalingga,;
jalan penghubung Kaliori — Patikraja;

jalan penghubung Menganti — Kesugihan;
Jalan Dr. Gumbreg;

Jalan Raden Patah;

Jalan Sunan Bonang; dan

Jalan Sunan Ampel.

Jaringan jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

meliputi:

a.

b.

pengembangan jalan lingkar utara dan jalan lingkar selatan Sokaraja;
peningkatan jalur jalan lingkar Tambak — Sumpiuh;
pengembangan jalan Pegalongan — Gunung Tugel — Purwokerto Selatan;

pengembangan akses jalan dan jembatan ruas Sokaraja — Kalibagor —

Bandara Wirasaba Kabupaten Purbalingga;

peningkatan jalan penghubung jalan Jenderal Sudirman — jalan Gerilya;
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(1)

(@)

3)

f. peningkatan akses jalan menuju kawasan pengembangan pertambangan

Panas Bumi Baturaden; dan
g. pengembangan jalan Dukuhwaluh — Kembaran — Sumbang — Purbalingga.

Pasal 15
Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 13 huruf b terdiri atas:
a. terminal penumpang; dan
b. terminal barang.
Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. pengembangan terminal penumpang Tipe A di Perkotaan Purwokerto;
b. pengembangan terminal penumpang Tipe B meliputi :
1. Kecamatan Ajibarang; dan
2. Kecamatan Wangon;
c. pengembangan terminal penumpang Tipe C meliputi:
1. Kecamatan Sokaraja;
2. Kecamatan Patikraja;
3. Kecamatan Karanglewas;
4. Kecamatan Purwojati; dan
5. Kecamatan Banyumas.
Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. Kecamatan Patikraja;
b. Kecamatan Ajibarang;
c. Kecamatan Wangon;
d. Kecamatan Kemranjen; dan

e. terminal barang terintegrasi dengan Stasiun Notog di Kecamatan Patikraja.
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Pasal 16
Jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13 huruf ¢ meliputi:

a. angkutan umum Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) melayani Perkotaan

Purwokerto, kabupaten lain dan/atau kota-kota lain di luar Provinsi Jawa Tengah,;

b. angkutan umum Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) melayani Perkotaan
Purwokerto ke kabupaten lain dan/atau kota-kota lain di dalam Provinsi Jawa

Tengah; dan
c. angkutan pedesaan.

Pasal 17
Angkutan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12 huruf b meliputi:
a. pengembangan dermaga penyeberangan Wisata Sungai Serayu River Voyage;
dan
b. pengembangan sarana penyeberangan Wisata Sungai Serayu River Voyage.
Pasal 18
(1) Sistem jaringan transportasi perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 huruf b terdiri atas:
a. pengembangan prasarana kereta api;

b. pengembangan sarana kereta api; dan
c. peningkatan pelayanan kereta api.

(2) Pengembangan prasarana kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a meliputi:
a. pembukaan jalur kereta api komuter Purwokerto — Slawi, Purwokerto —

Kutoarjo, dan Purwokerto — Wonosobo;
b. pengembangan jalur ganda Cirebon — Kroya,;
c. pengembangan jalur ganda Kroya — Kutoarjo; dan

d. penertiban perlintasan sebidang yang tidak resmi pada jalur ganda Cirebon

— Kroya — Kutoarjo.
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(4)

Pengembangan sarana kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b berupa pengembangan stasiun kereta api melalui peningkatan stasiun
eksisting di wilayah Kabupaten.

Peningkatan pelayanan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
¢ meliputi:

a. peningkatan akses terhadap layanan kereta api; dan
b. jaminan keselamatan dan kenyamanan penumpang.
Paragraf 2
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 19

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b

terdiri atas:

a.

b.

(9]

sistem jaringan prasarana energi;
sistem jaringan telekomunikasi;

. Sistem jaringan sumberdaya air; dan

d. jaringan prasarana wilayah lainnya.

(1)

(@)

Pasal 20
Sistem jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf
a terdiri atas:

a. jaringan pipa minyak dan gas bumi;
b. jaringan transmisi tenaga listrik; dan
c. tenaga listrik.

Jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a berupa pengembangan jaringan pipa Maos-Jogyakarta melalui:
a. Kecamatan Kebasen;

b. Kecamatan Kemranjen;

c. Kecamatan Sumpiuh; dan

d. Kecamatan Tambak.
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(3) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
berupa pengembangan jaringan saluran udara tegangan tinggi (SUTT) 150
(seratus lima puluh) kilo volt dan saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET)

500 (lima ratus) kilo volt meliputi:

a. Kecamatan Tambak;

b. Kecamatan Sumpiuh;

c. Kecamatan Somagede;

d. Kecamatan Kemranjen;

e. Kecamatan Rawalo;

f. Perkotaan Purwokerto;

g. Kecamatan Kedungbanteng;

h. Kecamatan Karanglewas;

I. Kecamatan Cilongok;

j. Kecamatan Ajibarang; dan

k. Kecamatan Pekuncen.

(4) Tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ meliputi:
a. pembangkit listrik; dan
b. gardu induk.
(5) Pembangkit listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:

a. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi meliputi:
1. Kecamatan Baturaden;
2. Kecamatan Cilongok;
3. Kecamatan Pekuncen; dan

4. Kecamatan Karanglewas.
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b. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di wilayah tidak terjangkau

sambungan jaringan listrik meliputi :
1. Kecamatan Kebasen;
2. Kecamatan Cilongok;
3. Kecamatan Pekuncen; dan
4. Kecamatan Sumpiuh.

c. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro meliputi:
1. Kecamatan Cilongok;
2. Kecamatan Karanglewas;
3. Kecamatan Kebasen;
4. Kecamatan Kedungbanteng;
5. Kecamatan Baturaden; dan
6. Kecamatan Pekuncen.
(6) Gardu induk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
a. Kecamatan Rawalo; dan
b. Kecamatan Purwokerto Selatan.

Pasal 21
(1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b
terdiri atas:

a. pembangunan jaringan telepon kabel; dan
b. pembangunan jaringan telepon nirkabel.

(2) Pembangunan jaringan telepon kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dengan pengembangan jaringan telepon kabel di seluruh wilayah
Kabupaten.

(3) Pengembangan jaringan telepon nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b meliputi:

a. pengembangan jaringan telepon nirkabel menjangkau wilayah terisolir;
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b. pembangunan menara telekomunikasi bersama; dan
c. pengembangan jaringan akses internet di seluruh wilayah Kabupaten.

Pasal 22
Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf
c terdiri atas:

a. sistem wilayah sungai;
b. sistem jaringan irigasi; dan
c. sistem pengelolaan air baku.

Sistem wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. pengelolaan Wilayah Sungai Serayu — Bogowonto dan Wilayah Sungai

Citanduy;

b. peningkatan pengelolaan DAS Serayu, DAS ljo, dan DAS Tipar di Wilayah

Sungai Serayu — Bogowonto;
c. peningkatan pengelolaan DAS Cimeneg di Wilayah Sungai Citanduy;

d. pembuatan embung untuk kebutuhan air baku, pertanian, dan pengendalian

banjir meliputi:

1. Kecamatan Kemranjen;

2. Kecamatan Kalibagor; dan
3. Kecamatan Wangon.

e. pembuatan area resapan air melalui program konversi lahan tidak produkitif;

dan
f. konservasi situ meliputi:
1. Situ Pernasidi di Kecamatan Cilongok;
2. Situ Bamban di Kecamatan Jatilawang;
3. Situ Randegan di Kecamatan Wangon;
4. Situ Karanganyar di Kecamatan Jatilawang;

5. Situ Gununglurah di Kecamatan Cilongok; dan
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(4)

(5)

(1)

6. Situ Tapak di Kecamatan Kemranjen.

Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. mengoptimalkan wilayah potensial pada daerah irigasi agar lebih fungsional,

b. pengembangan dan pembangunan sistem irigasi primer dan sekunder; dan

c. pengembangan dan pembangunan sistem irigasi tersier oleh perkumpulan

petani pemakai air.

Sistem pengelolaan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

meliputi:

a. pemanfaatan air permukaan dan air tanah sebagai sumber air baku;

b. pembangunan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan sarana dan

prasarana pengelolaan air baku untuk air minum;

c. pengembangan jaringan perpipaan air minum dalam memperluas jangkuan

pelayanan;

d. peningkatan dan pemeliharaan kualitas dan kuantitas produksi sumber air

baku; dan

e. pengembangan bantuan teknis pengembangan sarana dan prasarana air

minum terhadap wilayah yang belum terlayani.

Daerah irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam

Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah

ini.
Pasal 23

Jaringan prasarana wilayah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

huruf d terdiri atas:

a. sistem persampahan;

b. sistem jaringan air limbah;

c. sistem jaringan drainase;

d. jalur dan ruang evakuasi bencana alam dan bencana geologi; dan

e. sistem pelayanan fasilitas umum dan sosial.
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Sistem persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. pengelolaan persampahan rumah tangga berbasis masyarakat dengan

konsep 3R meliputi:
1. Reduce (mengurangi);
2. Reuse (menggunakan kembali); dan
3. Recyle (mendaur ulang).
b. pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah meliputi:
1. Desa Kaliori di Kecamatan Kalibagor; dan
2. Desa Tipar Kidul di Kecamatan Ajibarang.

c. pembangunan Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan/atau Tempat

Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di lokasi strategis; dan
d. peningkatan prasarana pengelolaan persampahan.

Sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
meliputi:
a. pengembangan sistem pengelolaan limbah terpadu baik on site maupun off

site pada kawasan perkotaan; dan

b. pengembangan IPAL untuk penanganan air buangan industri pada

kawasan peruntukan industri.

Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c di
kawasan perkotaan meliputi:

a. Iinventarisasi saluran yang berfungsi sebagai jaringan drainase;
b. pembuatan rencana induk drainase di seluruh wilayah Kabupaten;

c. penertiban dan perlindungan jaringan drainase untuk menghindari

terjadinya penyempitan dan pendangkalan; dan

d. pengembangan sumur resapan air hujan dan biopori di kawasan perkotaan.
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(5) Jalur dan ruang evakuasi bencana alam dan bencana geologi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
a. Jalur evakuasi bencana letusan gunung berapi melalui 5 (lima) kecamatan
meliputi:
Kecamatan Sumbang;
Kecamatan Baturaden;

Kecamatan Kedungbanteng;

w0 NP

Kecamatan Karanglewas; dan
5. Kecamatan Cilongok.

b. jalur evakuasi bencana banjir berupa jalan-jalan desa menuju pada lokasi
yang tidak terkena bahaya banjir meliputi:

Kecamatan Sumpiuh;

Kecamatan Kemranjen;

Kecamatan Wangon;

A

Kecamatan Jatilawang; dan
5. Kecamatan Tambak.

c. jalur evakuasi bencana tanah longsor berupa ruas jalan yang ada dan/atau
ruas jalan darurat menuju ruang evakuasi;

d. ruang evakuasi bencana alam dan bencana geologi meliputi:

1. lapangan terbuka;

2. sekolah;

3. kantor-kantor pemerintah; dan
4. puskesmas.

e. Jalur dan ruang evakuasi bencana alam dan bencana geologi digambarkan
dalam peta jalur dan ruang evakuasi bencana alam dan bencana geologi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(6) Sistem pelayanan fasilitas umum dan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf e, dikembangkan di setiap kecamatan sesuai dengan hirarki pusat

kegiatan dan skala pelayanannya.

38



BAB V
RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 24
(1) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten terdiri atas :
a. kawasan lindung; dan
b. kawasan budidaya.
(2) Rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1: 50.000 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung

Pasal 25
Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a terdiri
atas:
kawasan hutan lindung;
kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
kawasan perlindungan setempat;
kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;

kawasan rawan bencana alam;

-~ o o o0 T p

kawasan lindung geologi; dan

g. kawasan lindung lainnya.
Paragraf 1
Kawasan Hutan Lindung

Pasal 26
Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf a seluas

kurang lebih 9.121 (sembilan ribu seratus dua puluh satu) hektar meliputi:
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Kecamatan Jatilawang;
Kecamatan Rawalo;
Kecamatan Kebasen;
Kecamatan Banyumas;
Kecamatan Patikraja;
Kecamatan Purwoijati;
Kecamatan Ajibarang;
Kecamatan Gumelar;

Kecamatan Pekuncen;

J. Kecamatan Cilongok;

k. Kecamatan Karanglewas;

|. Kecamatan Kedungbanteng;

m. Kecamatan Baturaden; dan

n. Kecamatan Sumbang.

Paragraf 2

Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 27

(1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b berupa kawasan resapan air.

(2) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.

-~ ® o o0 T
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Kecamatan Baturaden;

Kecamatan Sumbang;

Kecamatan Kedungbanteng;

sebagian kecil wilayah Kecamatan Pekuncen;
sebagian kecil wilayah Kecamatan Ajibarang;
sebagian kecil wilayah Kecamatan Purwojati;
sebagian kecil wilayah Kecamatan Somagede;
sebagian kecil wilayah Kecamatan Kalibagor;
sebagian kecil wilayah Kecamatan Sokaraja; dan

sebagian kecil wilayah Kecamatan Kembaran.
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Paragraf 3
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 28

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf

c terdiri atas:

a.
b.

C.

kawasan sekitar mata air;
kawasan sempadan sungai; dan

ruang terbuka hijau (RTH) kawasan perkotaan.

Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

meliputi:

a. Kecamatan Sumbang;

b. Kecamatan Baturaden;

c. Kecamatan Banyumas;

d. Kecamatan Karanglewas;

e. Kecamatan Pekuncen;

f. Kecamatan Ajibarang;

g. Kecamatan Cilongok; dan

h. Kecamatan Purwojati.

Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

meliputi:

a. ruang sepanjang tepian sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan
dengan lebar minimal 5 (lima) meter dari tepi tanggul;

b. ruang sepanjang tepian sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan
dengan lebar minimal 3 (tiga) meter dari tepi tanggul;

C. ruang sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan
permukiman dengan lebar minimal 100 (seratus) meter dari tepi sungai;

d. ruang sepanjang tepian sungai kecil tidak bertanggul di luar kawasan
permukiman dengan lebar minimal 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai;

€. ruang sepanjang tepian sungai tak bertanggul yang mempunyai kedalaman

kurang dari 3 (tiga) meter di dalam kawasan perkotaan dengan lebar
minimal 10 (sepuluh) meter dari tepi sungai;
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ruang sepanjang tepian sungai tak bertanggul yang mempunyai kedalaman

3 - 20 (tiga sampai dua puluh) meter di dalam kawasan perkotaan dengan

lebar minimal 15 (lima belas) meter dari tepi sungai; dan

ruang sepanjang tepian sungai tak bertanggul yang mempunyai kedalaman

lebih besar dari 20 (dua puluh) meter di dalam kawasan perkotaan dengan

lebar minimal 30 (tiga puluh) meter dari tepi sungai.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 5.421 (lima ribu empat ratus dua puluh

satu) hektar meliputi:

a.

b.

perkotaan Purwokerto;
perkotaan Banyumas;
perkotaan Ajibarang;
perkotaan Sokaraja;
perkotaan Wangon,;
perkotaan Jatilawang;
perkotaan Sumpiuh;
perkotaan Patikraja;
perkotaan Baturaden;
perkotaan Cilongok;
perkotaan Lumbir;

perkotaan Gumelar,;

. perkotaan Pekuncen;

perkotaan Purwojati;
perkotaan Rawalo;
perkotaan Kemranjen;
perkotaan Tambak;

perkotaan Sumbang;
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s. perkotaan Kembaran;
t. perkotaan Karanglewas;
u. perkotaan Kebasen;
v. perkotaan Somagede;
w. perkotaan Kedungbanteng; dan
X. perkotaan Kalibagor.
Paragraf 4
Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya

Pasal 29
Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 huruf d terdiri atas:
a. kebun raya; dan
b. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
Kawasan kebun raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa
Kebun Raya Baturaden di Kecamatan Baturaden.
Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b meliputi:
a. Kecamatan Wangon;
b. Kecamatan Banyumas;
c. Kecamatan Karanglewas;
d. Perkotaan Purwokerto; dan
e. Kecamatan Sumbang.
Paragraf 5

Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 30

(1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e

terdiri atas:
a. kawasan rawan bencana tanah longsor;

b. kawasan rawan bencana banjir; dan
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c. kawasan rawan bencana angin topan.

(2) Kawasan rawan bencana tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a meliputi:

1. Kecamatan Pekuncen;

2. Kecamatan Gumelar,;

3. Kecamatan Lumbir;

4. Kecamatan Wangon;

5. Kecamatan Ajibarang;

6. Kecamatan Cilongok;

7. Kecamatan Purwojati;

8. Kecamatan Banyumas;
9. Kecamatan Somagede,;
10.Kecamatan Kemranjen;
11.Kecamatan Kebasen;
12.Kecamatan Patikraja;
13.Kecamatan Kedungbanteng;
14.Kecamatan Sumpiuh;
15.Kecamatan Jatilawang;
16.Kecamatan Tambak; dan
17.Kecamatan Rawalo.

(3) Kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

meliputi:

1. Kecamatan Sumpiuh;
2. Kecamatan Kemranjen;
3. Kecamatan Wangon;

4. Kecamatan Jatilawang; dan
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5. Kecamatan Tambak.

Kawasan rawan bencana angin topan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf ¢ meliputi:
1. Kecamatan Kedungbanteng;
2. Kecamatan Karanglewas;
3. Kecamatan Baturaden; dan
4. Kecamatan Sumbang.
Paragraf 6
Kawasan Lindung Geologi

Pasal 31
Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f terdiri
atas:
a. kawasan imbuhan air; dan
b. kawasan rawan bencana geologi.
Kawasan imbuhan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. Cekungan Air Tanah Purwokerto-Purbalingga;
b. Cekungan Air Tanah Kroya; dan
c. Cekungan Air Tanah Cilacap.
Kawasan rawan bencana geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
berupa kawasan rawan bencana alam lentusan gunung berapi di sekitar
Gunung Slamet meliputi:
a. Kecamatan Baturaden;
b. Kecamatan Sumbang;
c. Kecamatan Karanglewas;
d. Kecamatan Kedungbanteng; dan
e

Kecamatan Cilongok.
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Paragraf 7
Kawasan Lindung Lainnya

Pasal 32

(1) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf g terdiri
atas:
a. kawasan lindung plasma nutfah; dan
b. kawasan lindung yang dikelola masyarakat.

(2) Kawasan lindung plasma nutfah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
di Kecamatan Baturaden.

(3) Kawasan lindung yang dikelola masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b meliputi:

Kecamatan Lumbir;

Kecamatan Wangon;

Kecamatan Jatilawang;

Kecamatan Rawalo;

Kecamatan Kebasen;
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Kecamatan Kemranjen;

Kecamatan Sumpiuh;
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Kecamatan Tambak;

Kecamatan Somagede;

j. Kecamatan Banyumas;

k. Kecamatan Patikraja;

|.  Kecamatan Purwojati;

m. Kecamatan Ajibarang;

n. Kecamatan Gumelar;

0. Kecamatan Pekuncen;

p. Kecamatan Cilongok;

g. Kecamatan Karanglewas;
r. Kecamatan Kedungbanteng;
s. Kecamatan Baturaden; dan
t. Kecamatan Sumbang.
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Bagian Ketiga
Kawasan Budidaya

Pasal 33
Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b terdiri
atas:
kawasan peruntukan hutan produksi;
kawasan hutan rakyat;
kawasan peruntukan pertanian;
kawasan peruntukan perikanan;

kawasan peruntukan pertambangan;
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kawasan peruntukan pariwisata;

kawasan peruntukan industri;
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kawasan peruntukan permukiman; dan

kawasan peruntukan lainnya.

Paragraf 1
Kawasan Peruntukan Hutan Produksi
Pasal 34
(1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33

huruf a terdiri atas:
a. kawasan hutan produksi terbatas; dan
b. kawasan hutan produksi tetap.

(2) Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
seluas kurang lebih 13.949 (tiga belas ribu sembilan ratus empat puluh

sembilan) hektar meliputi:

Kecamatan Lumbir;
Kecamatan Wangon;
Kecamatan Rawalo;
Kecamatan Ajibarang;

Kecamatan Gumelar;
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Kecamatan Pekuncen;
Kecamatan Cilongok;
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h. Kecamatan Patikraja;
I. Kecamatan Baturaden;

Kecamatan Sumbang;

—

k. Kecamatan Kebasen;

Kecamatan Banyumas;
Kecamatan Somagede;
Kecamatan Sumpiuh;
Kecamatan Tambak;

Kecamatan Karanglewas; dan
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Kecamatan Kedungbanteng;
(3) Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
seluas kurang lebih 5.592 (lima ribu lima ratus sembilan puluh dua) hektar

meliputi:

Kecamatan Lumbir;
Kecamatan Jatilawang;
Kecamatan Purwojati;
Kecamatan Ajibarang;
Kecamatan Cilongok;
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Kecamatan Patikraja;

Kecamatan Rawalo;
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Kecamatan Kebasen;

Kecamatan Wangon; dan
J.  Kecamatan Gumelar.
Paragraf 2
Kawasan Hutan Rakyat

Pasal 35
Kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b meliputi :
a. Kecamatan Sumbang;
b. Kecamatan Baturaden;
c. Kecamatan Kedungbanteng;
d. Kecamatan Cilongok;
e

. Kecamatan Karanglewas;
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Kecamatan Pekuncen;

Kecamatan Gumelar;

> @

Kecamatan Ajibarang;

Kecamatan Lumbir;

J. Kecamatan Wangon,;
k. Kecamatan Jatilawang;

Kecamatan Purwoijati;
. Kecamatan Rawalo;

Kecamatan Kebasen; dan

© =2 3

Kecamatan Banyumas.

Paragraf 3
Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 36
(1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf ¢
terdiri atas:

a. kawasan peruntukan tanaman pangan;

b. kawasan peruntukan hortikultura;

o

kawasan peruntukan perkebunan; dan
d. kawasan peruntukan peternakan.

(2) Kawasan peruntukan pertanian ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan seluas kurang lebih 36.616 (tiga puluh enam ribu enam ratus

enam belas) hektar meliputi:

Kecamatan Wangon;
Kecamatan Jatilawang;
Kecamatan Rawalo;
Kecamatan Kebasen;

Kecamatan Kemranjen;
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Kecamatan Lumbir;

g. Kecamatan Sumpiuh;
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h. Kecamatan Tambak;
I. Kecamatan Patikraja;
j. Kecamatan Ajibarang;
k. Kecamatan Gumelar;

|. Kecamatan Somagede;

3

. Kecamatan Kalibagor;
Kecamatan Banyumas;
Kecamatan Purwojati;

Kecamatan Pekuncen;
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Kecamatan Cilongok;

-

Kecamatan Karanglewas;
s. Kecamatan Kedungbanteng;
t. Kecamatan Baturaden;
u. Kecamatan Sumbang;
v. Kecamatan Kembaran; dan
w. Kecamatan Sokaraja.
Pasal 37
(1) Kawasan peruntukan tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36
ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. pertanian lahan basah; dan
b. pertanian lahan kering.

(2) Pertanian lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas
kurang lebih 32.310 (tiga puluh dua ribu tiga ratus sepuluh) hektar meliputi:
a. Kecamatan Kemranjen;

Kecamatan Sumpiuh;

Kecamatan Tambak;

Kecamatan Kebasen;

Kecamatan Rawalo;
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Kecamatan Jatilawang;

Kecamatan Purwojati;

> @

Kecamatan Ajibarang;

Kecamatan Cilongok;

50



j. Kecamatan Kembaran;
k. Kecamatan Sokaraja;
|. Kecamatan Patikraja; dan
m. Kecamatan Wangon.

(3) Pertanian lahan kering sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas
kurang lebih 13.623 (tiga belas ribu enam ratus dua puluh tiga) hektar meliputi:
a. Kecamatan Kalibagor;

Kecamatan Baturaden;

Kecamatan Pekuncen;

Kecamatan Ajibarang;

Kecamatan Gumelar;
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Kecamatan Lumbir;

Kecamatan Kemranjen;

> @

Kecamatan Rawalo;

Kecamatan Cilongok;
j. Kecamatan Purwojati;
k. Kecamatan Kedungbanteng;
|. Kecamatan Karanglewas; dan
m. Kecamatan Tambak.
Pasal 38
Kawasan peruntukan hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1)
huruf b dikembangkan secara terpadu dengan memanfaatkan lahan kering potensial
tanaman hortikultura tersebar di wilayah Kabupaten.
Pasal 39
Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1)
huruf ¢ meliputi:
Kecamatan Kemranjen;

Kecamatan Sumpiuh;

Kecamatan Sokaraja;

a

b

c. Kecamatan Tambak;
d

e Kecamatan Kembaran;
f.

Kecamatan Sumbang;
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(@)

3)

(4)

(5)

(6)

Kecamatan Baturaden;
Kecamatan Rawalo;
Kecamatan Purwojati;
Kecamatan Jatilawang; dan
Kecamatan Wangon.
Pasal 40
Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d
terdiri atas:
a. ternak besar;
b. ternak kecil;
C. unggas; dan
d. aneka ternak.
Ternak besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. ternak sapi potong dan sapi perah;
b. ternak kerbau; dan
c. ternak kuda.
Ternak kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. ternak kambing dan domba; dan
b. ternak babi.
Ternak unggas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ meliputi:
a. ternak ayam ras;
b. ternak ayam bukan ras; dan
c. ternakitik.
Aneka ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
a. ternak puyuh; dan
b. ternak kelinci.
Ternak sapi potong dan sapi perah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
a meliputi:
a. Kecamatan Wangon;
b. Kecamatan Jatilawang;
c. Kecamatan Rawalo;
d

Kecamatan Kebasen;
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e. Kecamatan Kemranjen;

—h

Kecamatan Lumbir;

Kecamatan Sumpiuh;

> @

Kecamatan Tambak;

Kecamatan Patikraja;
J.  Kecamatan Ajibarang;
k. Kecamatan Gumelar;

|.  Kecamatan Somagede;

m. Kecamatan Kalibagor;
n. Kecamatan Banyumas;
0. Kecamatan Purwojati;
p. Kecamatan Pekuncen;
g. Kecamatan Cilongok;

-

Kecamatan Karanglewas;

s. Kecamatan Kedungbanteng;

t. Kecamatan Baturaden;

u. Kecamatan Sumbang;

v. Kecamatan Kembaran; dan

w. Kecamatan Sokaraja.
(7) Ternak kerbau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
Kecamatan Lumbir;

Kecamatan Sumpiuh;

a
b
c. Kecamatan Pekuncen;
d. Kecamatan Cilongok;
e. Kecamatan Karanglewas;
f. Kecamatan Kedungbanteng; dan
g. Kecamatan Sumbang.
(8) Ternak kuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ meliputi:
a. Kecamatan Kemranjen;
b. Kecamatan Tambak;
c. Kecamatan Kalibagor;
d

Kecamatan Banyumas; dan



e. Kecamatan Karanglewas.
(9) Ternak kambing dan domba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a
meliputi:
Kecamatan Lumbir;

Kecamatan Wangon;

a
b

c. Kecamatan Jatilawang;
d. Kecamatan Rawalo;

e. Kecamatan Kebasen;
f. Kecamatan Tambak;

Kecamatan Sumpiuh;

> @

Kecamatan Kemranjen;

Kecamatan Somagede;

j.  Kecamatan Kalibagor;

k. Kecamatan Banyumas;

|.  Kecamatan Patikraja;

. Kecamatan Purwojati;
Kecamatan Ajibarang;

m
n

0. Kecamatan Gumelar;
p. Kecamatan Pekuncen;
q

Kecamatan Karanglewas;

-

Kecamatan Kedungbanteng;
s. Kecamatan Baturaden;
t. Kecamatan Sumbang;
u. Kecamatan Kembaran;
v. Kecamatan Sokaraja; dan
w. Kecamatan Cilongok.
(10) Ternak babi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b di Kecamatan
Wangon.
(11) Ternak ayam ras sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
a. Kecamatan Jatilawang;
b. Kecamatan Rawalo;

c. Kecamatan Patikraja;
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(12)

> @ &

3
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-

S.
t.

Kecamatan Purwojati;
Kecamatan Ajibarang;
Kecamatan Wangon;
Kecamatan Kebasen;
Kecamatan Kemranjen;
Kecamatan Sumpiuh;
Kecamatan Tambak;
Kecamatan Somagede;
Kecamatan Kalibagor;
Kecamatan Sokaraja;
Kecamatan Gumelar;
Kecamatan Pekuncen;

Kecamatan Cilongok;

Kecamatan Karanglewas;
Kecamatan Kedungbanteng;

Kecamatan Kembaran; dan

Kecamatan Sumbang.

Ternak ayam bukan ras sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:

a
b
C.
d
e
f.

> @

Kecamatan Lumbir;
Kecamatan Wangon;
Kecamatan Jatilawang;
Kecamatan Rawalo;
Kecamatan Kebasen;
Kecamatan Kemranjen;
Kecamatan Sumpiuh;
Kecamatan Tambak;
Kecamatan Somagede;
Kecamatan Kalibagor;
Kecamatan Banyumas;

Kecamatan Patikraja;

. Kecamatan Purwojati;

Kecamatan Ajibarang;
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Kecamatan Gumelar;

Kecamatan Pekuncen;

2 T o

Kecamatan Cilongok;

-

Kecamatan Karanglewas;

s. Kecamatan Kedungbanteng;

t. Kecamatan Baturaden;

u. Kecamatan Sumbang;

v. Kecamatan Kembaran; dan

w. Kecamatan Sokaraja.
(13) Ternak itik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf ¢ meliputi:
Kecamatan Wangon;

Kecamatan Jatilawang;

a
b

c. Kecamatan Kebasen;

d. Kecamatan Tambak;

e. Kecamatan Sumpiuh;

f. Kecamatan Kemranjen;

Kecamatan Banyumas;

> @

Kecamatan Kembaran; dan
I. Kecamatan Rawalo.
(14) Ternak puyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi:
a. Kecamatan Sumpiuh;
b. Kecamatan Tambak;
c. Kecamatan Kedungbanteng;
d. Kecamatan Baturaden; dan
e. Kecamatan Sumbang.
(15) Ternak kelinci sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
Kecamatan Wangon;
Kecamatan Kebasen;
Kecamatan Tambak;
Kecamatan Pekuncen;

Kecamatan Cilongok; dan
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Kecamatan Kembaran.



Paragraf 4
Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 41
(1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d
terdiri atas:
a. budidaya perikanan;
b. pengolahan ikan; dan

c. pemasaran hasil perikanan.

(2) Budidaya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas
kurang lebih 432 (empat ratus tiga puluh dua) hektar dengan komoditas
unggulan berupa Ikan Gurame dan lkan Lele meliputi:

Kecamatan Baturaden;

Kecamatan Kedungbanteng;

a
b
c. Kecamatan Karanglewas;
d. Kecamatan Cilongok;

e. Kecamatan Sumbang;

f. Kecamatan Kembaran;

Kecamatan Kemranjen;

> @

Kecamatan Somagede;

Kecamatan Rawalo;
j. Kecamatan Sokaraja;
k. Kecamatan Kebasen;
|.  Kecamatan Banyumas; dan
m. Kecamatan Patikraja.
(3) Pengolahan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
Kecamatan Jatilawang;
Kecamatan Sumpiuh;

Kecamatan Purwokerto Utara;

a
b
c. Kecamatan Tambak;
d
e. Kecamatan Purwokerto Timur;
f.

Kecamatan Purwokerto Barat; dan
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g. Kecamatan Purwokerto Selatan.
(4) Pemasaran hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

berupa pemasaran hasil perikanan di seluruh wilayah Kabupaten.

Paragraf 5
Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pasal 42
Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e
terdiri atas:
a. kawasan pertambangan mineral; dan
b. kawasan pertambangan panas bumi.
Pasal 43
(1) Kawasan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf
a terdiri atas:
a. kawasan pertambangan mineral logam;
b. kawasan pertambangan mineral bukan logam; dan
c. kawasan pertambangan mineral batuan.
(2) Kawasan pertambangan mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a meliputi:
Kecamatan Lumbir;
Kecamatan Gumelar;
Kecamatan Pekuncen;
Kecamatan Ajibarang;

Kecamatan Wangon;
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Kecamatan Cilongok;

Kecamatan Purwojati;

= «Q

Kecamatan Karanglewas;

Kecamatan Patikraja;
j. Kecamatan Banyumas;
k. Kecamatan Rawalo;

.  Kecamatan Kebasen;
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Kecamatan Somagede;
Kecamatan Kemranjen;
Kecamatan Sumpiuh;

Kecamatan Jatilawang;
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Kecamatan Kalibagor;
Kecamatan Baturaden;

=

s. Kecamatan Kedungbanteng; dan

t. Kecamatan Tambak.

Kawasan pertambangan mineral bukan logam dan batuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ¢ meliputi:
Kecamatan Lumbir;

Kecamatan Gumelar;

Kecamatan Pekuncen;

Kecamatan Ajibarang;

Kecamatan Wangon;
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Kecamatan Cilongok;

Kecamatan Karanglewas;
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Kecamatan Kedungbanteng;
Kecamatan Baturaden;

Kecamatan Sumbang;

—

k. Kecamatan Kembaran;

Kecamatan Jatilawang;
Kecamatan Purwojati;
Kecamatan Rawalo;
Kecamatan Patikraja;

Kecamatan Kebasen:;
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Kecamatan Sokaraja;

=

Kecamatan Kalibagor;

s. Kecamatan Banyumas;
t. Kecamatan Somagede;
u. Kecamatan Kemranjen;

v. Kecamatan Sumpiuh; dan
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(4)

(1)

(2)

(1)

(@)

w. Kecamatan Tambak.
Kawasan pertambangan mineral ditetapkan dalam Wilayah Pertambangan oleh
pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah.
Pasal 44

Kawasan pertambangan panas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42
huruf b direncanakan pada wilayah kerja pertambangan panas bumi.
Wilayah kerja pertambangan panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
seluas kurang lebih 15.490 (lima belas ribu empat ratus sembilan puluh) hektar
meliputi:

Kecamatan Sumbang;

Kecamatan Baturaden;

a

b

c. Kecamatan Karanglewas;

d. Kecamatan Kedungbanteng;
e. Kecamatan Cilongok; dan

f.

Kecamatan Pekuncen.

Paragraf 6
Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 45

Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf f

terdiri atas:

a. kawasan wisata alam;

b. kawasan wisata buatan; dan

c. kawasan wisata budaya.

Kawasan wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
Lokawisata Baturraden di Kecamatan Baturaden;

Wana Wisata dan Bumi Perkemahan Baturraden di Kecamatan Baturaden:;

Curug Gede di Kecamatan Baturaden;

a

b

c. Curug Cipendok di Kecamatan Cilongok;
d

e. Telaga Sunyi di Kecamatan Baturaden;
f.

Curug Ceheng di Kecamatan Sumbang;
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g. Situ Pernasidi di Kecamatan Cilongok;
h. Curug Gumawang di Kecamatan Kemranjen;
I. Desa Wisata Desa Ketenger di Kecamatan Baturaden;
j.  Gua Gong Kali Salak di Kecamatan Kebasen,;
k. Curug Penganten di Desa Cirahab Kecamatan Lumbir;
|.  Curug Dadap di Desa Sunyalangu Kecamatan Karanglewas; dan
m. Curug Gomblang di Desa Windujaya Kecamatan Kedungbanteng.
(3) Kawasan wisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. Wisata Sungai Serayu River Voyage meliputi:
Kecamatan Rawalo;
Kecamatan Kebasen;
Kecamatan Patikraja;

Kecamatan Kalibagor; dan
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Kecamatan Banyumas.

b. Wisata Buatan Kali Logawa dan Kali Mengaji di Kecamatan Karanglewas;
c. Taman Rekreasi Kota Andhang Pangrenan di Perkotaan Purwokerto;

d. Wisata Husada Kalibacin di Kecamatan Patikraja;

e. Monumen Pangsar Jendral Sudirman di Kecamatan Karanglewas;

f.  Museum BRI di Kecamatan Purwokerto Barat;

g. Taman Hutan Raya di Kecamatan Pekuncen; dan

h. Wisata belanja dan kuliner dikembangkan sebagai lokasi wisata yang

menjajakan makanan dan buah tangan khas Banyumas meliputi:
1. Desa Sokaraja Kulon di Kecamatan Sokaraja;
2. Desa Sokaraja Tengah di Kecamatan Sokaraja; dan
3. Kelurahan Kedungwuluh di Kecamatan Purwokerto Barat.
(4) Kawasan wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ meliputi:
a. Wisata Kota Lama Banyumas di Kecamatan Banyumas;
b. Masjid Saka Tunggal di Kecamatan Wangon,;
c. Wisata Religi Syekh Magdum Ali di Desa Pasir Kulon Kecamatan
Karanglewas;
d. Museum Wayang Sendangmas Banyumas di Kecamatan Banyumas;

e. Makam Bupati Desa Dawuhan di Kecamatan Banyumas;
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(5)

> a -

j.

K.

Wisata Religi Gunung Mahameru di Desa Watuagung Kecamatan Tambak;
Desa tradisional di Desa Plana Kecamatan Somagede;

Wisata budaya di Desa Gerduren Kecamatan Purwojati;

Wisata budaya Goa Maria di Desa Kaliori Kecamatan Kalibagor;

Situs Bonokeling di Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang;

Wisata budaya Gunung Putri di Desa Kalitapen Kecamatan Purwojati; dan

Wisata budaya Singadipa di Desa Rancamaya Kecamatan Cilongok.

Rencana pengembangan kawasan peruntukan pariwisata berdasarkan

kesamaan karakteristik meliputi:

a. kawasan ODTW | meliputi wisata alam dan agrowisata dengan orientasi

pengembangan di Lokawisata Baturraden meliputi:

1. Kecamatan Baturaden; dan

2. Kecamatan Sumbang.

kawasan ODTW Il meliputi wisata alam dan agrowisata dengan orientasi
pengembangan di Curug Cipendok meliputi:

1. Kecamatan Karanglewas;

2. Kecamatan Kedungbanteng;

3. Kecamatan Cilongok; dan

4. Kecamatan Pekuncen.

kawasan ODTW Il meliputi wisata ritual, budaya, teknologi budaya, dan
minat khusus dengan orientasi pengembangan di Masjid Saka Tunggal
Kecamatan Wangon meliputi:

Kecamatan Gumelar;

Kecamatan Ajibarang;

Kecamatan Lumbir;

Kecamatan Wangon;

Kecamatan Jatilawang; dan
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Kecamatan Purwojati.

kawasan ODTW IV meliputi wisata kota kuliner dan buatan dengan
orientasi pengembangan di Perkotaan Purwokerto meliputi:

1. Perkotaan Purwokerto;

2. Kecamatan Kembaran;
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3. Kecamatan Sokaraja; dan
4. Kecamatan Kalibagor.

e. kawasan ODTW V meliputi wisata air, budaya, seni, dan sejarah dengan
orientasi pengembangan di Kota Lama dan Serayu River Voyage
Kecamatan Banyumas meliputi:

Kecamatan Rawalo;

Kecamatan Kebasen;

Kecamatan Patikraja;

Kecamatan Banyumas; dan

A

Kecamatan Somagede.

f. kawasan ODTW VI meliputi wisata agrowisata, rawa, kuliner, dan ritual
dengan orientasi pengembangan di Depresi Continental Kecamatan
Sumpiuh meliputi:

1. Kecamatan Kemranjen;
2. Kecamatan Sumpiuh; dan

3. Kecamatan Tambak.

Paragraf 7
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 46
Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf g terdiri
atas:

a. industri besar;
b. industri menengah; dan
c. industri kecil dan mikro.

Pasal 47
(1) Industri besar dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a

dan huruf b seluas kurang lebih 580 (lima ratus delapan puluh) hektar meliputi:
a. Kecamatan Kemranjen;

b. Kecamatan Sokaraja;
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c. Kecamatan Wangon; dan
d. Kecamatan Ajibarang.

(2) Industri besar dan menengah dapat dikembangkan di luar kecamatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria industri yang
menggunakan bahan baku lokal dan tidak menghasilkan limbah yang
berkategori Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), meliputi:

a. Kecamatan Lumbir;

b. Kecamatan Gumelar;

c. Kecamatan Pekuncen;

d. Kecamatan Cilongok;

e. Kecamatan Karanglewas;
f.Kecamatan Kedungbanteng;
g. Kecamatan Baturaden;

h. Kecamatan Sumbang;

I. Kecamatan Kembaran;

j. Kecamatan Jatilawang;

k. Kecamatan Purwojati;

|. Kecamatan Rawalo;

m. Kecamatan Patikraja;

n. Kecamatan Tambak;

0. Kecamatan Kebasen;

p. Kecamatan Kalibagor;

g. Kecamatan Banyumas;
r.Kecamatan Somagede;

s. Kecamatan Sumpiuh;

t.Kecamatan Purwokerto Utara;
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u. Kecamatan Purwokerto Timur;
v. Kecamatan Purwokerto Selatan;dan
w. Kecamatan Purwokerto Barat.

(3) Industri kecil dan mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c di

setiap kecamatan.

(4) Industri dapat dilaksanakan di wilayah perkotaan dengan syarat tidak

menghasilkan limbah yang berkategori Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
Paragraf 8
Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 48
Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf h
terdiri atas:

a. kawasan perkotaan; dan
b. kawasan perdesaan.

Pasal 49
(1) Kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a, memiliki
fungsi utama berupa pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan,
pelayanan sosial, perdagangan, dan jasa maupun permukiman dengan ciri
perkotaan.

(2) Kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. perkotaan Purwokerto;
b. perkotaan Banyumas;
c. perkotaan Ajibarang;
d. perkotaan Sokaraja;
e. perkotaan Wangon;
f. perkotaan Jatilawang;

g. perkotaan Sumpiuh;
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h. perkotaan Patikraja;

I. perkotaan Baturaden;

j- perkotaan Cilongok;

k. perkotaan Lumbir;

|. perkotaan Gumelar,

m. perkotaan Pekuncen;
n. perkotaan Purwojati;
0. perkotaan Rawalo;

p. perkotaan Kemranjen;
g. perkotaan Tambak;

r. perkotaan Sumbang;

S. perkotaan Kembaran;
t. perkotaan Karanglewas;
u. perkotaan Kebasen;
v. perkotaan Somagede;
w. perkotaan Kedungbanteng; dan
X. perkotaan Kalibagor.

Rencana pengembangan kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi :
a. melengkapi kawasan yang tumbuh menjadi kawasan perkotaan baru

dengan sarana dan prasarana yang memadai;

b. melengkapi kawasan perkotaan dengan RTH dan/atau taman kota

sesuai perundang-undangan; dan

C. pengaturan izin lokasi untuk pengembang perumahan diarahkan ke

kawasan yang mulai tumbuh dengan penanganan yang agregatif.
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(5)

Kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b memiliki
fungsi utama pertanian dengan karakteristik kegiatan yang sentralistik, tradisi
dan budaya yang kental berciri pedesaan, meliputi kawasan yang termasuk
dalam PPL.

Kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terletak
diluar kawasan perkotaan meliputi:
Kecamatan Lumbir;
Kecamatan Wangon;
Kecamatan Jatilawang;
Kecamatan Rawalo;

Kecamatan Kebasen;

-~ ® a0 T p

Kecamatan Kemranjen;

Kecamatan Sumpiuh;

= «Q

Kecamatan Tambak;

Kecamatan Somagede;

Kecamatan Kalibagor;

—

K. Kecamatan Banyumas;

Kecamatan Patikraja;
Kecamatan Purwojati;
Kecamatan Ajibarang;
Kecamatan Gumelar;

Kecamatan Pekuncen;

L2 T o 5 3

Kecamatan Cilongok;

=

Kecamatan Karanglewas;

S. Kecamatan Kedungbanteng;
t. Kecamatan Baturaden;

u. Kecamatan Sumbang;

V. Kecamatan Kembaran; dan

W. Kecamatan Sokaraja.
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(1)

(@)

Rencana pengembangan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) meliputi :
a. pengembangan kawasan permukiman diarahkan menyebar terutama pada

simpul kegiatan (nodes);

b. membuka hubungan pusat kegiatan dengan kantong permukiman

perdesaan; dan

c. menciptakan pola permukiman yang mampu menampung kegiatan

pengolahan pertanian berupa kerajinan, industri kecil, dan pariwisata.

Paragraf 9
Kawasan Peruntukan Lainnya

Pasal 50

Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf i
berupa kawasan pertahanan dan keamanan negara.
Kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi:
a. Instalasi Militer meliputi:

1. Korem 071 Wijayakusuma di Kecamatan Sokaraja;

2. Kodim 0701/Banyumas di Kecamatan Purwokerto Barat; dan

3. Yonif 405 Suryakusuma di Kecamatan Wangon.
b. Instalasi Militer Kodim 0701/Banyumas meliputi:

1. Koramil 01 Kecamatan Purwokerto Utara;

2. Koramil 02 Kecamatan Baturaden,;
Koramil 03 Kecamatan Patikraja;
Koramil 04 Kecamatan Sokaraja;
Koramil 05 Kecamatan Sumbang;
Koramil 06 Kecamatan Kembaran;
Koramil 07 Kecamatan Banyumas;

Koramil 08 Kecamatan Kalibagor;

© 0 N o O b~ W

Koramil 09 Kecamatan Somagede;
10. Koramil 10 Kecamatan Sumpiuh;
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(@)

11. Koramil 11 Kecamatan Kemranjen;

12. Koramil 12 Kecamatan Tambak;

13. Koramil 13 Kecamatan Ajibarang;

14. Koramil 14 Kecamatan Gumelar;

15. Koramil 15 Kecamatan Pekuncen;

16. Koramil 16 Kecamatan Rawalo;

17. Koramil 17 Kecamatan Kebasen;

18. Koramil 18 Kecamatan Purwojati;

19. Koramil 19 Kecamatan Wangon;

20. Koramil 20 Kecamatan Lumbir;

21. Koramil 21 Kecamatan Jatilawang;

22. Koramil 22 Kecamatan Karanglewas;

23. Koramil 23 Kecamatan Cilongok;

24. Koramil 24 Kecamatan Kedungbanteng; dan

25. Koramil 25 Kecamatan Purwokerto Selatan.
c. Kantor Polisi Resor (Polres) di Kecamatan Purwokerto Utara; dan

d. Kantor Polisi Sektor (Polsek) di seluruh kecamatan.

BAB VI
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 51
Kawasan strategis Kabupaten terdiri atas:
a. kawasan strategis provinsi di wilayah Kabupaten; dan
b. kawasan strategis Kabupaten.
Rencana kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan
dalam peta dengan tingkat ketelitian 1: 50.000 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah

ini.
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Bagian Kedua
Kawasan Strategis Provinsi Di Wilayah Kabupaten

Pasal 52
Kawasan strategis provinsi di wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 51 ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
b. kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam
dan/atau teknologi tinggi; dan
c. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan
hidup.

Paragraf 1
Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

Pasal 53
Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 52 huruf a berupa kawasan perdagangan dan jasa pada

kawasan Perkotaan Purwokerto dan sekitarnya.

Paragraf 2

Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Pendayagunaan Sumberdaya Alam

Dan/Atau Teknologi Tinggi

Pasal 54
Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam
dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b berupa

Kawasan Panas Bumi Baturaden.
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Paragraf 3

Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Fungsi Dan Daya Dukung Lingkungan
Hidup
Pasal 55
Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf ¢ meliputi:
a. Kawasan Kebun Raya Baturaden; dan

b. Kawasan Gunung Slamet.

Bagian Ketiga
Kawasan Strategis Kabupaten

Pasal 56
Kawasan strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf
b terdiri atas:
a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya;
C. kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya
alam dan/atau teknologi tinggi; dan
d. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung
lingkungan hidup.
Paragraf 1

Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

Pasal 57
(1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 56 huruf a meliputi:
a. kawasan Perkotaan Purwokerto;
b. kawasan agropolitan;
c. kawasan minapolitan; dan
d

kawasan perbatasan.
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(2) Kawasan Perkotaan Purwokerto sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a

meliputi :

a. Kecamatan Purwokerto Utara;
b. Kecamatan Purwokerto Timur;
c. Kecamatan Purwokerto Selatan;
d. Kecamatan Purwokerto Barat;
e. sebagian Kecamatan Sumbang;

—

.sebagian Kecamatan Baturaden;
g. sebagian Kecamatan Kedungbanteng;
h. sebagian Kecamatan Kembaran;
I. sebagian Kecamatan Karanglewas;
j. sebagian Kecamatan Sokaraja; dan
k. sebagian Kecamatan Patikraja.
(3) Kawasan agropolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

Kecamatan Cilongok;

a
b. Kecamatan Ajibarang;

c. Kecamatan Jatilawang; dan
d

Kecamatan Wangon.
(4) Komoditas unggulan yang diprioritaskan untuk dikembangkan di kawasan

agropolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :

a. padi sawah, kacang panjang, gula kelapa, ayam kampung, ayam pedaging,

dan ikan gurami di Kecamatan Cilongok;

b. jamur, durian, gula kelapa, sapi potong, ikan tawes, karper, nilam, dan nila di

Kecamatan Ajibarang;

c. padi, alpokat, sawo, jambu biji, kelapa dalam, kambing, domba, ayam

kampung, ikan tawes, karper, dan nila di Kecamatan Jatilawang; dan

d. jamur, semangka, sawo, rambutan, jambu biji, gula kelapa, sapi potong, ikan

tawes, karper, dan nila di Kecamatan Wangon.
(5) Kawasan minapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ meliputi:

a. Kecamatan Kedungbanteng;

72



b. Kecamatan Sumpiuh;
c. Kecamatan Ajibarang; dan
d. Kecamatan Sokaraja.
e. Kecamatan Karanglewas;
f.Kecamatan Baturaden;
g. Kecamatan Kembaran;
h. Kecamatan Sumbang;
i. Kecamatan Kemranjen; dan
J- Kecamatan Cilongok.
(6) Kawasan perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
a. Kecamatan Wangon;
b. Kecamatan Sokaraja;
c. Kecamatan Sumbang;
d. Kecamatan Somagede;
e. Kecamatan Kemranjen;
f.Kecamatan Lumbir;
g. Kecamatan Gumelar;
h. Kecamatan Pekuncen; dan

i. Kecamatan Tambak.

Paragraf 2

Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Sosial Dan Budaya
Pasal 58
Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 56 huruf b meliputi:

a. kawasan Kota Lama Banyumas;
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b. kawasan Masjid Saka Tunggal di Desa Cikakak, Kecamatan Wangon;
c. kawasan Desa Tradisional di Desa Plana, Kecamatan Somagede; dan

d. kawasan Budaya Tradisional Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang.

Paragraf 3

Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Pendayagunaan Sumberdaya Alam
Dan/Atau Teknologi Tinggi
Pasal 59
Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam
dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf ¢ berupa

Kawasan Pariwisata Baturaden.

Paragraf 4

Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Fungsi Dan Daya Dukung Lingkungan
Hidup
Pasal 60
Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf d berupa Kawasan Gunung Slamet
meliputi :
a. Kecamatan Sumbang;
b. Kecamatan Baturaden;
c. Kecamatan Kedungbanteng;
d. Kecamatan Cilongok; dan
e

Kecamatan Pekuncen.
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BAB VII
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 61
Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten merupakan perwujudan rencana
tata ruang yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama penataan dan/atau
pengembangan wilayah Kabupaten dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima)

tahunan sampai akhir tahun perencanaan.

Indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. indikasi program perwujudan rencana struktur ruang;
b. indikasi program perwujudan rencana pola ruang; dan

c. indikasi program perwujudan kawasan strategis.

Bagian Kedua

Perwujudan Rencana Struktur Ruang

Pasal 62
Indikasi program perwujudan rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a terdiri atas:
a. pengembangan pusat kegiatan; dan
b. pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah.
Pengembangan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
meliputi:
a. pengembangan PKW,
b. pengembangan PKL;
c. pengembangan PPK; dan
d. pengembangan PPL.
Pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. sistem jaringan prasarana utama; dan

b. sistem jaringan prasarana lainnya.
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(5)

(1)

(@)

3)

Pengembangan sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf a meliputi:
a. pengembangan sistem jaringan transportasi darat; dan
b. pengembangan sistem jaringan transportasi perkeretaapian.
Pengembangan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf b meliputi:
a. pengembangan sistem jaringan prasarana energi;
b. pengembangan sistem jaringan telekomunikasi;
c. pengembangan sistem jaringan sumberdaya air; dan
d. pengembangan jaringan prasarana wilayah lainnya.
Pasal 63

Pengembangan PKW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf a
diwujudkan dengan indikasi program meliputi:

. pengembangan fasilitas pendidikan tinggi;

. pengoptimalan rumah sakit kelas B pendidikan;

a
b
c. pengoptimalan fungsi perbankan;
d. pengembangan kawasan wisata buatan dan wisata budaya;
e. pengembangan fasilitas perdagangan berskala regional; dan
f. peningkatan pelayanan jasa pemerintahan.
Pengembangan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf b
diwujudkan dengan indikasi program meliputi:
pengembangan fasilitas pendidikan;

. peningkatan pelayanan jasa pemerintahan;

a.
b
c. pengembangan pusat perbelanjaan skala kabupaten;
d. pengoptimalan rumah sakit kelas B pendidikan;

e. peningkatan puskesmas rawat inap menjadi rumah sakit kelas C; dan

f. peningkatan rumah sakit kelas C menjadi kelas B.

Pengembangan PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf c
diwujudkan dengan indikasi program meliputi:

a. pengembangan fasilitas pendidikan;

b. peningkatan pelayanan jasa pemerintahan skala kecamatan;

c. pengembangan pusat perbelanjaan skala kecamatan; dan
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(1)

d. pengembangan puskesmas rawat inap.

Pengembangan PPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf d

diwujudkan dengan indikasi program meliputi:

a. pengembangan fasilitas pendidikan;

. peningkatan pelayanan jasa pemerintahan desa,;

b
c. pengembangan pasar desa; dan
d

. pengembangan puskesmas pembantu.

Pasal 64

Pengembangan sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 62 ayat (4) huruf a diwujudkan dengan indikasi program meliputi:

a. peningkatan jalan arteri primer yang berstatus jalan nasional meliputi:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

b. peningkatan jalan kolektor primer yang berstatus jalan nasional meliputi:
1.

2.

3.

8.

9.

jalan penghubung Karangpucung — Wangon;

jalan penghubung Rawalo — Sampang;

jalan penghubung Sampang — Buntu;

jalan penghubung Wangon — Batas Banyumas Tengah;
jalan penghubung Purwokerto — Patikraja; dan

jalan penghubung Patikraja — Rawalo.

jalan penghubung Wangon — Menganti;

jalan penghubung Menganti — Rawalo;

jalan penghubung Buntu — Banyumas;

jalan penghubung Banyumas — Batas Banyumas utara;
jalan penghubung Batas Banyumas Tengah — Klampok;
jalan penghubung Batas Kabupaten Tegal — Ajibarang;
jalan penghubung Ajibarang — Wangon;

jalan penghubung Ajibarang — Batas Perkotaan Purwokerto;

jalan penghubung Batas Perkotaan Purwokerto — Sokaraja;

10. jalan penghubung Sokaraja — Kaliori;
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

jalan penghubung Kaliori — Banyumas;
Jalan Pattimura;

Jalan Yos Sudarso;

Jalan Sudirman;

Jalan Gerilya; dan

Jalan Veteran.

. pengembangan jalan kolektor primer dan/atau jalan strategis provinsi yang

berstatus jalan provinsi meliputi:

1.

2.

3.

7.

8.

jalan penghubung Purwokerto — Baturaden;
jalan penghubung Sokaraja — Purbalingga;
jalan penghubung Kaliori — Patikraja;

jalan penghubung Menganti — Kesugihan;
Jalan Dr. Gumbreg;

Jalan Raden Patah;

Jalan Sunan Bonang; dan

Jalan Sunan Ampel.

. peningkatan dan pengembangan jalan berstatus jalan kabupaten meliputi:

1.

2
3.
4

pengembangan jalan lingkar utara dan jalan lingkar selatan Sokaraja;
peningkatan jalur jalan lingkar Tambak — Sumpiuh;

pengembangan jalan Pegalongan — Gunung Tugel — Purwokerto Selatan;
pengembangan ruas jalan Sokaraja — Kalibagor — Bandara Wirasaba
Kabupaten Purbalingga dan jembatan penghubung di Desa Petir
Kecamatan Kalibagor;

peningkatan jalan penghubung jalan Jenderal Sudirman — jalan Gerilya;
peningkatan akses jalan menuju kawasan pengembangan pertambangan
Panas Bumi Baturaden; dan

pengembangan jalan Dukuhwaluh - Kembaran - Sumbang -

Purbalingga.
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e. pengembangan terminal penumpang Tipe A di Perkotaan Purwokerto;

f.pengembangan terminal penumpang Tipe B di Kecamatan Ajibarang dan
Kecamatan Wangon;

g. pengembangan terminal penumpang Tipe C meliputi:

1. Kecamatan Sokaraja;

2. Kecamatan Patikraja;

3. Kecamatan Karanglewas;
4. Kecamatan Purwojati; dan
5. Kecamatan Banyumas.

h. penyediaan terminal barang meliputi:
1. Kecamatan Patikraja;
2. Kecamatan Ajibarang;
3. Kecamatan Wangon; dan
4. Kecamatan Kemranjen;
i. penyediaan terminal barang terintegrasi dengan stasiun Notog di Kecamatan
Patikraja;
J. penyediaan angkutan umum,;
k. pengembangan dermaga penyeberangan Wisata Sungai Serayu River
Voyage; dan
l. pengembangan sarana penyeberangan Wisata Sungai Serayu River Voyage.
Pengembangan sistem jaringan transportasi perkeretaapian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4) huruf b diwujudkan dengan indikasi program
meliputi:
a. pembukaan jalur kereta api komuter Purwokerto — Slawi;
b. pembukaan jalur kereta api komuter Purwokerto — Kutoarjo;
c. pengembangan jalur ganda kereta api Cirebon — Kroya;
d. pengembangan jalur ganda kereta api Kroya — Kutoarjo; dan
e

. peningkatan stasiun kereta api eksisting di wilayah kabupaten.

Pasal 65
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Pengembangan sistem jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 62 ayat (5) huruf a diwujudkan dengan indikasi program meliputi:

a. pemeliharaan jaringan pipa minyak dan gas bumi Maos-Jogyakarta melalui:

1.
2.
3.
4.

Kecamatan Kebasen;
Kecamatan Kemranjen;
Kecamatan Sumpiuh; dan
Kecamatan Tambak.

b. pengembangan jaringan transmisi dan distribusi di seluruh Kabupaten;

c. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi meliputi:

4.

1. Kecamatan Baturaden;
2.
3. Kecamatan Pekuncen; dan

Kecamatan Cilongok;

Kecamatan Karanglewas.

d. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di wilayah yang tidak

terjangkau oleh sambungan jaringan listrik meliputi:

1. Kecamatan Kebasen;

2.

3. Kecamatan Pekuncen; dan
4.

Kecamatan Cilongok;

Kecamatan Sumpiuh.

e. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro meliputi:

a s wdh e

6.

Kecamatan Cilongok;
Kecamatan Karanglewas;
Kecamatan Kebasen;
Kecamatan Kedungbanteng;
Kecamatan Baturaden; dan
Kecamatan Pekuncen.

f. pemeliharaan gardu induk meliputi:

1.
2.

Kecamatan Rawalo; dan
Kecamatan Purwokerto Selatan.

Pasal 66

80



Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

62 ayat (5) huruf b diwujudkan dengan indikasi program meliputi:

a.

penyediaan fasilitas pelayanan dan perluasan jangkauan telekomunikasi di

seluruh wilayah Kabupaten;
penyediaan dan pengendalian menara telekomunikasi bersama; dan
penyediaan fasilitas internet di seluruh wilayah Kabupaten.

Pasal 67

Pengembangan sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 62 ayat (5) huruf ¢ diwujudkan dengan indikasi program meliputi:

a.

b.

f.

g.

pembangunan tebing pengaman di wilayah sungai Serayu — Bogowonto;
normalisasi sungai di wilayah sungai Serayu — Bogowonto;
pembuatan embung meliputi:

1. Kecamatan Kemranjen;

2. Kecamatan Kalibagor; dan

3. Kecamatan Wangon.

. konversi lahan tidak produktif;

konservasi situ meliputi:
1. Situ Pernasidi di Kecamatan Cilongok;
2. Situ Bamban di Kecamatan Jatilawang;
3. Situ Randegan di Kecamatan Wangon,;
4. Situ Karanganyar di Kecamatan Jatilawang;
5. Situ Gununglurah di Kecamatan Cilongok; dan
6. Situ Tapak di Kecamatan Kemranjen.

penyediaan instalasi pengolahan air permukaan;

pemanfaatan sumur air dalam sesuai kapasitas terpasang meliputi:
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1. Sumur dalam I, Il Kalibagor;

2. Sumur dalam | Kutasari;

3. Sumur dalam Il Kedungmalang;

4. Sumur dalam Sokajati, Pasir Muncang;
5. Sumur dalam Purwokerto Lor; dan

6. Sumur dalam Rempoah.

. pelaksanaan reboisasi pada kawasan di sekitar sumber air baku;

pemeliharaan kawasan di sekitar sumber air baku dari pencemaran air;

pembangunan jaringan pipa distribusi dan transmisi air minum dalam perluasan

jangkauan pelayanan;
pemeliharaan sarana dan prasarana distribusi air minum;

pemeriksaan kualitas sumber air minum tradisional secara berkala;

. penyediaan hidrant umum dan kran umum pada wilayah yang belum terlayani air

minum;

. rehabilitasi sistem jaringan irigasi yang dalam kondisi rusak berat, rusak sedang,

dan rusak ringan;

peningkatan fungsi jaringan irigasi dari irigasi setengah teknis menjadi irigasi
teknis dan dari irigasi non-teknis menjadi irigasi setengah teknis; dan

pelaksanaan pelatihan keterampilan bagi perkumpulan petani pemakai air dalam

pengelolaan irigasi, pertanian, dan kelembagaan.

Pasal 68

Pengembangan jaringan prasarana wilayah lainnya sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 62 ayat (5) huruf d diwujudkan dengan indikasi program meliputi:

a.

b.

penyediaan sistem pengolahan limbah mandiri dan komunal,

pengelolaan sampah berbasis masyarakat dengan konsep 3R vyaitu Reduce

(mengurangi), Reuse (menggunakan kembali), dan Recyle (mendaur ulang);

pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir dengan sistem Sanitary Landfill;
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d. pembangunan Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan/atau Tempat
Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di lokasi strategis;

e. penambahan fasilitas persampahan di setiap wilayah Kabupaten meliputi:
1. tempat sampah di perkotaan;
2. gerobak sampabh;
3. kontainer; dan
4. truk sampah.
f. pembuatan dan pengembangan IPAL,;
g. penyusunan masterplan drainase perkotaan;
h. pembuatan sumur resapan air hujan dan biopori di kawasan perkotaan;
I. pembuatan saluran drainase perkotaan; dan

j- pemeliharaan jalur dan ruang evakuasi bencana alam.

Bagian Ketiga
Perwujudan Rencana Pola Ruang
Pasal 69
Indikasi program perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 61 ayat (2) huruf b terdiri atas:

a. indikasi program perwujudan kawasan lindung; dan
b. indikasi program perwujudan kawasan budidaya.

Pasal 70
(1) Indikasi program perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 69 huruf a terdiri atas:

a. rencana pola ruang kawasan hutan lindung;

b. rencana pola ruang kawasan yang memberikan perlindungan terhadap

kawasan bawahannya;

c. rencana pola ruang kawasan perlindungan setempat;
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(@)

3)

(4)

(5)

d. rencana pola ruang kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar

budaya;
e. rencana pola ruang kawasan rawan bencana alam;
f. rencana pola ruang kawasan lindung geologi; dan
g. rencana pola ruang kawasan lindung lainnya.

Rencana pola ruang kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a diwujudkan dengan indikasi program meliputi:

a. penetapan dan pengukuran batas kawasan hutan lindung; dan
b. rehabilitasi dan revitalisasi kawasan hutan lindung.

Rencana pola ruang kawasan yang memberikan perlindungan terhadap
kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
diwujudkan dengan indikasi program pengendalian pemanfaatan kawasan

resapan air.

Rencana pola ruang kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢ diwujudkan dengan indikasi program meliputi:

a. pemeliharaan, rehabilitasi, dan revitalisasi kawasan sekitar mata air;
b. penataan kawasan sekitar sempadan sungai;

c. penertiban bangunan di sempadan sungai;

d. pengembangan RTH pada pekarangan rumah dan bangunan umum;

e. pembangunan jalur hijau pada sempadan sungai, tepi jalan dan/atau

median jalan;

f. pengembangan hutan kota, taman kota, dan taman lingkungan pada
kawasan perkotaan; dan

g. mempertahankan luasan ruang terbuka hijau pada kawasan perkotaan.

Rencana pola ruang kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diwujudkan dengan indikasi

program meliputi:
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(6)

(7)

(8)

(1)

a. pelestarian fungsi kawasan Kebun Raya Baturaden; dan
b. rencana tata bangunan dan lingkungan kawasan yang berfungsi wisata.

Rencana pola ruang kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e diwujudkan dengan indikasi program meliputi:
a. penanaman tanaman konservasi pada kawasan rawan bencana tanah

longsor; dan
b. revitalisasi rumah panggung pada kawasan rawan bencana banijir.

Rencana pola ruang kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf f diwujudkan dengan indikasi program meliputi:
a. pelestarian Cekungan Air Tanah Purwokerto-Purbalingga;
b. pelestarian Cekungan Air Tanah Kroya,;
c. pelestarian Cekungan Air Tanah Cilacap; dan
d. pembuatan jalur evakuasi dan penyediaan tempat penampungan bagi
pengungsi bencana letusan gunung berapi.
Rencana pola ruang kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf g diwujudkan dengan indikasi program meliputi:
a. pelestarian keanekaragaman hayati pada kawasan lindung plasma Nutfah;
dan
b. penetapan batas kawasan lindung yang dikelola masyarakat.
Pasal 71
Indikasi program perwujudan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 69 huruf b terdiri atas:

a. rencana pola ruang kawasan peruntukan hutan produksi;
b. rencana pola ruang kawasan hutan rakyat;

c. rencana pola ruang kawasan peruntukan pertanian;

d. rencana pola ruang kawasan peruntukan perikanan;

e. rencana pola ruang kawasan peruntukan pertambangan;
f. rencana pola ruang kawasan peruntukan pariwisata;

g. rencana pola ruang kawasan peruntukan industri;
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(@)

3)

(4)

(5)

h. rencana pola ruang kawasan peruntukan permukiman; dan
I.  rencana pola ruang kawasan peruntukan lainnya.

Rencana pola ruang kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan dengan indikasi program meliputi:

a. rehabilitasi sumberdaya alam;
b. penanaman dan penebangan secara bergilir; dan
c. pola kemitraan pengelolaan hutan produksi.

Rencana pola ruang kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b diwujudkan dengan indikasi program pengembangan komoditas
hutan rakyat.

Rencana pola ruang kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢ diwujudkan dengan indikasi program meliputi:

a. studi penetapan sawah pertanian pangan berkelanjutan;
b. pemeliharaan saluran irigasi pada kawasan pertanian lahan basah;

c. perluasan areal tanam dan pengolahan lahan dengan menggunakan

teknologi yang sesuai;
d. peningkatan produktivitas pertanian dan perbaikan Nilai Tukar Petani;

e. mencegah konversi lahan pertanian lahan basah untuk penggunaan diluar

pertanian;

f. penambahan sarana dan prasarana pendukung serta pengolahan hasil

pertanian;
g. peningkatan mutu intensifikasi - perbaikan varietas dan diversifikasi;
h. pengembangan teknologi dan informasi pertanian; dan

i. peningkatan mutu produksi dan perbaikan pemasaran.

Rencana pola ruang kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d diwujudkan dengan indikasi program meliputi:

a. pengembangan dan peningkatan mutu perikanan; dan
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(6)

(7)

(8)

(9)

b. peningkatan mutu produksi dan perbaikan pemasaran.

Rencana pola ruang kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e diwujudkan dengan indikasi program meliputi:

a. inventarisasi potensi bahan tambang mineral,
b. pengembangan komoditas hasil tambang yang bernilai ekonomi;

C. penetapan kawasan pertambangan mineral dalam WP yang berupa WUP
dan WPR;

d. pengembangan kawasan pertambangan yang ramah lingkungan;
e. pengembangan panas bumi Baturaden; dan
f.  penyusunan petunjuk teknis pertambangan bahan galian mineral batuan.

Rencana pola ruang kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf f diwujudkan dengan indikasi program meliputi:

a. pengembangan kawasan wisata air Serayu River Voyage;

b. penyediaan sarana dan prasarana berstandar sesuai tingkat layanan obyek

wisata;
c. menyusun rancangan induk pengembangan kawasan pariwisata;
d. pembentukan pola jalur wisata intra dan inter Kabupaten; dan

e. pengembangan pusat pelayanan wisata dan informasi wisata secara

terpadu.

Rencana pola ruang kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf g diwujudkan dengan indikasi program meliputi:

a. penyusunan rencana tata ruang rinci kawasan peruntukan industri; dan

b. pembinaan dan pembentukan kelompok industri kecil dan mikro dan/atau

menengabh.

Rencana pola ruang kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf h diwujudkan dengan indikasi program meliputi:

a. studi perencanaan permukiman berlantai banyak;

b. pengembangan sarana lingkungan perkotaan;

87



c. pengembangan rumah sehat huni; dan

d. pengembangan IPAL Komunal.

(10) Rencana pola ruang kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf i diwujudkan dengan indikasi program meliputi:
a. penataan dan pengelolaan kawasan pertahanan dan keamanan; dan
b. pemenuhan syarat-syarat standar kebutuhan militer dan keamanan bagi

permukiman penduduk di sekitarnya.

Bagian Keempat
Perwujudan Kawasan Strategis

Pasal 72

Indikasi program perwujudan kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal

61 ayat (2) huruf ¢ meliputi:

a.

b.

rencana kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
rencana kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya;

rencana kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya

alam dan/ atau teknologi; dan

. rencana kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung

lingkungan hidup.

Pasal 73

(1) Rencana kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a diwujudkan dengan indikasi
program meliputi:
a. penataan kawasan perdagangan dan jasa di Perkotaan Purwokerto dan

sekitarnya,
b. pengembangan infrastruktur pendukung kawasan pertumbuhan ekonomi;
c. penyusunan masterplan kawasan agropolitan; dan

d. penyusunan masterplan kawasan minapolitan.
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(2) Rencana kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 72 huruf b diwujudkan dengan indikasi program meliputi:

a.

b.

inventarisasi bangunan bersejarah Kota Lama Banyumas;

pelestarian Masjid Saka Tunggal di Desa Cikakak, Kecamatan Wangon;

dan

revitalisasi Desa Tradisional di Desa Plana Kecamatan Somagede dan

Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang.

(3) Rencana kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber

daya alam dan/ atau teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf ¢

diwujudkan dengan indikasi program berupa pemanfaatan energi panas bumi

Baturaden.

(4) Rencana kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung

lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf d diwujudkan

dengan indikasi program meliputi:

a.

b.

perlindungan dan konservasi sumberdaya alam;
perlindungan keseimbangan tata guna air;
perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna,
rehabilitasi daerah rawan bencana longsor; dan

penanganan dampak lingkungan.

BAB VIlI
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 74

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan sebagai upaya untuk

mewujudkan tertib tata ruang melalui :

a. ketentuan umum peraturan zonasi;
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b. ketentuan perizinan;

c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan

d. arahan pengenaan sanksi.

(1)

(@)

3)

(4)

Bagian Kedua

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 75
Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74
huruf a untuk pola ruang wilayah adalah ketentuan umum yang mengatur
pemanfaatan ruang/penataan dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan
ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai
dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang

Wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

berfungsi sebagai :

a. landasan bagi penyusunan peraturan zonasi pada tingkatan operasional
pengendalian pemanfaatan ruang bagi kawasan-kawasan fungsional,

meliputi struktur ruang dan pola ruang kabupaten;
b. dasar pemberian izin pemanfaatan ruang; dan

c. salah satu pertimbangan dalam pengendalian dan pengawasan
pemanfaatan ruang/pembangunan pada tiap ruang yang telah ditentukan

fungsinya pada rencana pola ruang.

Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
tercantum dalam buku rencana yang merupakan bagian tak terpisahkan dari

Peraturan Daerah ini.

Ketentuan umum peraturan zonasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf a terdiri atas:
a. ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang;
b. ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang; dan

c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis.
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(5)

(6)

(7)

(1)

Ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) huruf a terdiri atas:
a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem pusat kegiatan; dan
b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana wilayah.

Ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) huruf b terdiri atas:
a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung; dan
b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya.

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis Kabupaten sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) huruf c terdiri atas:

a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis dari sudut

kepentingan pertumbuhan ekonomi;

b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis dari sudut

kepentingan sosial dan budaya,;

c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis dari sudut
kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi;

dan

d. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung

lingkungan hidup.

Pasal 76
Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pusat kegiatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 75 ayat (5) huruf a terdiri atas:

a. ketentuan umum peraturan zonasi PKW,
b. ketentuan umum peraturan zonasi PKL;
c. ketentuan umum peraturan zonasi PPK; dan

d. ketentuan umum peraturan zonasi PPL.
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(@)

3)

(4)

Ketentuan umum peraturan zonasi PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a disusun dengan ketentuan:

a.

diperbolehkan kegiatan permukiman dengan tingkat pemanfaatan ruang
menengah hingga tinggi, perbankan, kawasan wisata buatan dan budaya,
perdagangan skala regional, jasa pemerintahan, dan prasarana
transportasi;

diperbolehkan terbatas pembangunan perdagangan modern dengan syarat
tidak memperlemah pertumbuhan dan perkembangan perdagangan skala

kecil dan pasar tradisional;

aturan intensitas pemanfaatan ruang ditentukan luas lahan terbangun pada
kawasan permukiman sebesar maksimal 60 (enam puluh) persen, luas
lahan terbangun pada kawasan perdagangan dan jasa sebesar maksimal
80 (delapan puluh) persen, dan kepadatan penduduk diarahkan pada

kepadatan menengah hingga tinggi; dan

diwajibkan menyediakan areal parkir dan ruang terbuka hijau pada kapling

pada setiap kegiatan perdagangan dan jasa.

Ketentuan umum peraturan zonasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b disusun dengan ketentuan:

a.

diperbolehkan kegiatan permukiman, pendidikan, jasa pemerintahan, pusat

perbelanjaan skala kabupaten, dan kesehatan.

diperbolehkan terbatas pembangunan perdagangan modern dengan syarat
tidak memperlemah pertumbuhan dan perkembangan perdagangan skala

kecil dan pasar tradisional;

aturan intensitas pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan

permukiman dengan intensitas kepadatan rendah hingga menengah; dan

diwajibkan menyediakan areal parkir dan ruang terbuka hijau pada kapling

pada setiap kegiatan perdagangan dan jasa.

Ketentuan umum peraturan zonasi PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf ¢ disusun dengan ketentuan:
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(5)

(1)

diperbolehkan kegiatan pendidikan, jasa pemerintahan skala kecamatan,

pusat perbelanjaan skala kecamatan, dan puskesmas;

diperbolehkan terbatas pembangunan perdagangan modern dengan syarat
tidak memperlemah pertumbuhan dan perkembangan perdagangan skala

kecil dan pasar tradisional;

diperbolehkan terbatas perdagangan modern seperti minimarket dengan
syarat tidak memperlemah pertumbuhan dan perkembangan perdagangan

skala kecil dan pasar tradisional; dan

aturan intensitas pemanfaatan ruang ditentukan pengembangan kawasan

permukiman dengan intensitas kepadatan rendah.

Ketentuan umum peraturan zonasi PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d disusun dengan ketentuan:

diperbolehkan kegiatan pendidikan dasar hingga menengah, pelayanan

jasa pemerintahan desa, dan perdagangan skala desa,;

diperbolehkan terbatas perdagangan modern seperti minimarket dengan
syarat tidak memperlemah pertumbuhan dan perkembangan perdagangan

skala kecil dan pasar tradisional; dan

aturan intensitas pemanfaatan ruang ditentukan pengembangan kawasan

permukiman dengan intensitas kepadatan rendah.

Pasal 77

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana wilayah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (5) huruf b terdiri atas:
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(@)

3)

(1)

a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar sistem jaringan

prasarana utama; dan

b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar sistem jaringan

prasarana lainnya.

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar sistem jaringan prasarana

utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar sistem jaringan

transportasi darat; dan

b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar sistem jaringan

perkeretaapian.

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar sistem jaringan prasarana

lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar sistem jaringan energi,

b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar sistem jaringan

telekomunikasi;

c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar sistem jaringan sumber
daya air; dan

d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar jaringan prasarana

wilayah lainnya.

Pasal 78
Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar sistem jaringan transportasi
darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf a disusun dengan
ketentuan:
a. diperbolehkan bagi pengembangan prasarana pelengkap jalan dan sistem

jaringan prasarana lainnya pada ruang sempadan jalan sesuai fungsi jalan;
b. pada jalan arteri dan kolektor dibatasi dan diatur persimpangan sebidang;

c. diperbolehkan kegiatan pendirian bangunan dengan syarat memperhatikan

garis sempadan bangunan meliputi:

1. jalan arteri garis sempadan bangunan minimal 20 (dua puluh) meter;
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2. jalan kolektor garis sempadan bangunan minimal 15 (lima belas) meter;
3. jalan lokal garis sempadan bangunan minimal 12 (dua belas) meter;

4. jalan lingkungan dengan lebar jalan lebih dari 6 (enam) meter garis

sempadan bangunan minimal 3 (tiga) meter dari tepi jalan; dan

5. Jalan lingkungan dengan lebar jalan kurang dari atau sama dengan 6

(enam) meter garis sempadan bangunan minimal satu kali lebar jalan.

d. diperbolehkan pengembangan bangunan di atas jalan dengan syarat tidak
mengganggu kelancaran arus lalu lintas kendaraan, orang, maupun barang
serta tetap memperhatikan keserasian bangunan terhadap lingkungannya;
dan

e. diperbolehkan pengembangan pada kegiatan yang menimbulkan bangkitan
dan tarikan lalu lintas dengan syarat menyusun dokumen analisis dampak

lalu lintas.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar sistem jaringan
perkeretaapian sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal

77 ayat (2) huruf b disusun dengan ketentuan:

a. diperbolehkan terbatas pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur
kereta api dengan syarat memperhatikan garis sempadan bangunan di sisi
jaringan jalur kereta api;

b. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang di sekitar pengawasan jalur kereta
api terdapat ketentuan pelarangan pemanfaatan lahan yang dapat
mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi
perkeretaapian;

c. perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan dibatasi; dan

d. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api
dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan
jaringan jalur kereta api.

Pasal 79
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Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar sistem jaringan energi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) huruf a disusun dengan ketentuan:

a.

pengembangan kegiatan dan bangunan disekitar pembangkit listrik tenaga
panas bumi dibatasi bagi penyediaan infrastruktur dan fasilitas pembangkit

tenaga listrik;

diperbolehkan terbatas pendirian bangunan pada daerah SUTT dan SUTET
dengan syarat memenuhi ketentuan ruang bebas SUTT dan SUTET sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan dan bangunan disekitar jaringan
pipa minyak dan gas bumi yang dapat merusak jaringan dan membahayakan

keselamatan penggunanya.

Pasal 80

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar sistem jaringan telekomunikasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) huruf b disusun dengan ketentuan:

a.

diarahkan pengembangan pemanfaatan ruang untuk penempatan menara
pemancar telekomunikasi diarahkan bagi pada penggunaan menara bersama

telekomunikasi; dan

diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk penempatan menara pemancar
telekomunikasi dengan memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan

aktivitas kawasan di sekitarnya.

Pasal 81

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar sistem jaringan sumberdaya air

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) huruf ¢ disusun dengan ketentuan:

a.

diperbolehkan kegiatan pendirian bangunan dengan syarat memenuhi
ketentuan garis sempadan sungai dan saluran sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan;

diperbolehkan bangunan prasarana jalan, jembatan dan bangunan air lainnya
di bawah dan di atas sungai dan saluran irigasi dengan syarat tidak
menimbulkan perubahan arus air yang dapat merusak lingkungan dan tidak

menimbulkan pencemaran;
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(1)

(@)

3)

pemanfaatan ruang disepanjang sungai dan saluran irigasi diarahkan bagi
kegiatan konservasi dan atau kegiatan budidaya yang memiliki fungsi lindung;

tidak diperbolehkan pendirian bangunan gedung yang berfungsi fungsi hunian,
keagamaan, usaha, sosial dan budaya dan campuran di atas sungai dan

saluran irigasi; dan

tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat merusak, mencemari, dan mengurangi

berfungsinya jaringan air bersih.

Pasal 82
Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar jaringan prasarana wilayah

lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) huruf d terdiri atas:
a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar sistem persampahan;

b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar sistem jaringan air

limbah;

c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar sistem jaringan

drainase; dan

d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar jalur dan ruang

evakuasi bencana alam.

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar sistem persampahan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:

a. diperbolehkan pemanfaatan ruang di kawasan TPA dan TPST meliputi
kegiatan yang mengelola persampahan, pertanian, ruang terbuka hijau, dan

kegiatan lain yang mendukung;

b. tidak diperbolehkan kegiatan pembuangan sampah di badan air dan

menimbulkan pencemaran lingkungan;

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar sistem jaringan air limbah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:

a. diperbolehkan pemanfaatan ruang yang menggunakan sistem penanganan

air limbah sesuai rencana sistem jaringan air limbah; dan
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(4)

(5)

(1)

(@)

b.

tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang yang menutup atau menghalangi

akses jaringan air limbah.

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar sistem jaringan drainase

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:

a.

diarahkan pembangunan sumur resapan air hujan pada kegiatan pendirian
bangunan yang bersifat menutup lahan;

diperbolehkan kegiatan pendirian bangunan dengan syarat memenuhi
ketentuan garis sempadan saluran drainase sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan; dan

diperbolehkan pemanfaatan ruang dengan syarat tidak menimbulkan

pencemaran saluran, dan tidak menutup atau merusak jaringan drainase.

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar jalur dan ruang evakuasi

bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan

ketentuan diperbolehkan pemanfaatan ruang pada jalur evakuasi bencana

dengan syarat tidak mengganggu kegiatan evakuasi saat terjadi bencana.

Pasal 83

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 75 ayat (6) huruf a meliputi:

a.

e.

f.

g.

ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung;

ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan
perlindungan terhadap kawasan bawahannya;

ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat;
ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam, pelestarian alam,
dan cagar budaya;

ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam;
ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi; dan

ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung lainnya.

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:

a.

diperbolehkan pengambilan hasil hutan bukan kayu;
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3)

(4)

b.

tidak diperbolehkan semua jenis kegiatan budidaya yang tidak
mendukung fungsi lindung kawasan dan mengancam kelestarian fungsi
kawasan;

diperbolehkan kegiatan penambangan panas bumi dengan syarat telah
ditetapkan sebagai kebijakan nasional dan pemanfaatan hutan lindung
hanya untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas penambangan serta
menerapkan pola penggantian lahan hutan lindung; dan

diperbolehkan kegiatan wisata alam dengan syarat tidak mengubah

bentang alam dan fungsi lindung.

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan

terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

disusun dengan ketentuan:

a.

diperbolehkan kegiatan budidaya dengan jenis tanaman tahunan dan
kegiatan agrowisata atau wisata alam yang tidak mengurangi fungsi lindung
kawasan;

diperbolehkan kegiatan permukiman dengan syarat bagi penduduk asli
dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di
bawah pengawasan ketat;

tidak diperbolehkan kegiatan pertanian semusim dengan kriteria bukan
tanaman keras; dan

tidak diperbolehkan kegiatan budidaya yang bersifat menutup lahan,
menghasilkan bahan pencemar dan mengurangi dan/atau menghalangi
infiltrasi air ke dalam tanah pertambangan terbuka.

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ meliputi:

a.

ketentuan umum peraturan zonasi pada sempadan sungai disusun dengan

ketentuan:

1. tidak diperbolehkan semua kegiatan dan bangunan pada kawasan
sempadan sungai;

2. tidak diperbolehkan untuk semua jenis kegiatan yang menganggu fungsi
resapan air dan menyebabkan penurunan kualitas air dan daya resap air;
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. tidak diperbolehkan semua kegiatan dan bangunan yang mengancam

kerusakan dan menurunkan kualitas sungai;

. diperbolehkan untuk kegiatan hutan produksi, hutan produksi terbatas,

hutan lindung, dan kegiatan pertanian dengan jenis tanaman konservasi;

dan

. pengelolaan badan air atau pemanfaatan air, dan penetapan lebar

sempadan sungai.

ketentuan umum peraturan zonasi pada sempadan saluran irigasi disusun

dengan ketentuan:

1.

tidak diperbolehkan alih fungsi lindung yang menyebabkan kerusakan

kualitas air irigasi;

. tidak diperbolehkan semua kegiatan dan bangunan pada kawasan

sempadan irigasi yang tidak memiliki kaitan dengan pelestarian atau
pengelolaan irigasi; dan

. saluran irigasi yang melintasi kawasan permukiman ataupun kawasan

perdesaan dan perkotaan yang tidak langsung mengairi sawah maka
keberadaannya dilestarikan dan tidak digunakan sebagai saluran

drainase.

ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan sekitar mata air disusun

dengan ketentuan:

1.

diperbolehkan melakukan penghijauan dengan jenis tanaman tahunan

yang produksinya tidak dilakukan dengan cara penebangan pohon;

. diperbolehkan terbatas untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang

memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;

. pengelolaan kawasan sekitar mata air yang berbatasan langsung dengan

sumber mata air dengan jari-jari 200 meter dari kawasan sekitar mata air;

. tidak diperbolehkan kegiatan penggalian atau kegiatan lain yang sifatnya

mengubah bentuk kawasan sekitar mata air dan/atau dapat

mengakibatkan tertutupnya sumber mata air; dan

. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan

sekitar mata air.
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(5)

(6)

d.

ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan sekitar ruang terbuka

hijau (RTH) disusun dengan ketentuan:

1. diperbolehkan semua kegiatan yang berfungsi lindung, konservasi
dan/atau penyangga dan pertanian, taman wisata alam, taman
kelurahan, hutan kota, jalur hijau, makam, dan taman lingkungan; dan

2. diperbolehkan terbatas pada RTH buatan untuk kegiatan rekreasi.

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan

cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan

ketentuan:

a.

diperbolehkan kegiatan wisata alam yang mendukung perlindungan flora,
fauna, dan keanekaragaman hayati khas kawasan;

diperbolehkan terbatas kegiatan penyediaan infrastruktur wisata;

tidak diperbolehkan kegiatan budidaya tidak mendukung fungsi lindung
kawasan dan mengancam kelestarian fungsi kawasan; dan

tidak diperbolenkan kegiatan membongkar bangunan dan merubah
bangunan dengan karakteristik atau ciri bangunan yang tidak sesuai

dengan ciri khas kawasan yang bersangkutan.

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf e disusun dengan ketentuan:

a.

diperbolehkan terbatas pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan
karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;

diperbolehkan penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman
penduduk; dan

diperbolehkan terbatas pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan

pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf f disusun meliputi:

a.

ketentuan umum peraturan zonasi kawasan imbuhan air disusun dengan
ketentuan:

1. diperbolehkan kegiatan kehutanan dan pertanian tanaman tahunan;
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. diperbolehkan kegiatan budidaya terbangun dengan syarat membatasi

pengambilan air tanah, tidak pada lahan dengan kelerengan tinggi, dan

menyediakan ruang bagi infiltrasi air; dan

. tidak diperbolehkan kegiatan budidaya yang menghasilkan bahan

pencemar dan mengurangi dan/atau menghalangi infiltrasi air ke dalam

tanah.

b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana gunung api

disusun dengan ketentuan:

1.

diperbolehkan kegiatan permukiman dan budidaya pertanian yang
bersifat sementara meliputi pertanian tanaman semusim dan pertanian

tanaman tahunan;

. diperbolehkan terbatas untuk kegiatan kehutanan dan budidaya

pertanian tanaman tahunan dan kegiatan permukiman dengan syarat

didukung oleh jalur penyelamatan dan/atau evakuasi;

. tidak diperbolehkan bagi permukiman penduduk dan pengembangan

wisata alam; dan

. tidak diperbolehkan pembangunan prasarana utama kecuali untuk

kegiatan pertambangan panas bumi.

(8) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung lainnya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:

a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung plasma nutfah disusun

dengan ketentuan:

1.

diperbolehkan kegiatan wisata alam yang mendukung perlindungan flora,

fauna, dan keanekaragaman hayati khas kawasan;

. diperbolehkan terbatas kegiatan penyediaan infrastruktur wisata

sehingga tetap mempertahankan ciri khas kawasan; dan

. tidak diperbolehkan kegiatan permukiman, pertanian atau perkebunan

dengan sistem pembukaan lahan, kegiatan pembuangan limbah cair

beracun, pembakaran sampah, dan berburu.

b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung yang dikelola

masyarakat disusun dengan ketentuan:

1.

diperbolehkan pengambilan hasil hutan non kayu;
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(1)

(@)

2. diperbolehkan kegiatan kehutanan dan/atau penanaman tanaman

konservasi;

3. diperbolehkan terbatas bangunan rumah tinggal dengan syarat tidak

melakukan perubahan bangunan, tidak berada pada lahan dengan

kelerengan tinggi, dan tidak mengganggu fungsi kawasan;

4. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengurangi luas tutupan

vegetasi tanaman keras; dan
5. tidak diperbolehkan pengembangan budidaya terbangun dan/atau
pengembangan permukiman penduduk.
Pasal 84

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya sebagaimana dalam

Pasal 75 ayat (6) huruf b meliputi:

a
b
C.
d
e
f.

g.
h.

ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan produksi;
ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan rakyat;

ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian;
ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan;

ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan;

ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata,

ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri;

ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman; dan

I. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya.

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan produksi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:

a. diperbolehkan kegiatan pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan

prinsip-prinsip kelestarian lingkungan;

diperbolehkan terbatas kegiatan tanaman semusim dan/atau bukan
tanaman keras dengan syarat tidak mengurangi fungsi penyangga dan/atau
konservasi kawasan;

diperbolehkan terbatas kegiatan pertambangan dilakukan dengan syarat
tidak berdampak negatif terhadap keseimbangan ekologis; dan

tidak diperbolehkan pemanfaatan lahan untuk fungsi-fungsi yang

berdampak negatif terhadap keseimbangan ekologis.

103



3)

(4)

(5)

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan rakyat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:

a.

diperbolehkan kegiatan pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan
prinsip-prinsip kelestarian lingkungan;

tidak diperbolehkan pengalihan wewenang pengelolaan kawasan hutan
rakyat; dan

tidak diperbolehkan pemanfaatan lahan untuk fungsi-fungsi yang

berdampak negatif terhadap keseimbangan ekologis.

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ disusun dengan ketentuan:

a.

diperbolehkan pada kawasan pertanian lahan basah adalah semua jenis
kegiatan budidaya pertanian tanaman pangan padi secara terus menerus
sesuai dengan pola tanam tertentu;

diperbolehkan terbatas alihfungsi lahan pertanian dengan syarat diluar
lahan irigasi teknis dan setengah teknis serta hanya untuk pembangunan
rumah tinggal sederhana tunggal,

tidak diperbolehkan alih fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan
pertanian pangan berkelanjutan dan penelantaran lahan pertanian untuk
kegiatan lain kecuali untuk pengembangan sistem jaringan prasarana;
diperbolehkan terbatas kegiatan pertambangan dengan syarat memiliki nilai
tinggi, meningkatkan kualitas lahan, mengembalikan lahan sesuai fungsi
semula serta tidak mengganggu keseimbangan lingkungan;

diperbolehkan kegiatan pemanfaatan lahan untuk kegiatan pemeliharaan,
pembiakan, dan penyediaan pakan serta pemanfaatan lahan untuk
kegiatan penelitian dan/atau pengembangan teknologi peternakan; dan
diperbolehkan bagi kegiatan peternakan dengan syarat radius dari kawasan

permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan:

a. diperbolehkan kegiatan pemijahan, pemeliharaan, dan pendinginan ikan

serta pemanfaatan lahan untuk bangunan pendinginan ikan secara
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(6)

(7)

(8)

b.

sementara, penyimpanan pakan ikan dan bangunan penunjang kegiatan
perikanan lainnya; dan
tidak diperbolehkan kegiatan pembuangan limbah berbahaya ke badan air

yang dapat membahayakan fungsi kawasan.

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disusun dengan ketentuan:

a.

diperbolehkan kegiatan penambangan dengan mempertimbangkan potensi
bahan galian, kondisi geologi, dan geohidrologi dalam kaitannya dengan
kelestarian lingkungan, menerapkan kaidah teknik pertambangan yang
baik, dan mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan; dan

tidak diperbolehkan kegiatan penambangan yang mengganggu
produktivitas lahan dan kegiatan pertambangan dengan mengabaikan

keselamatan dan kelestarian lingkungan hidup.

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf f disusun dengan ketentuan:

a.

diperbolehkan kegiatan olah raga dan rekreasi, pertunjukkan dan hiburan,
komersial, pengamatan, pemantauan, penjagaan dan pengawasan, dan
pengelolaan kawasan;

diperbolehkan terbatas pembangunan gardu pemandangan, restoran dan
fasilitas penunjang lainnya, fasilitas rekreasi dan olahraga, tempat
pertunjukan, pasar dan pertokoan serta fasilitas parkir, fasilitas pertemuan,
hotel, dan bangunan lainnya yang dapat mendukung upaya pengembangan
aktivitas kepariwisataan; dan

tidak diperbolehkan kegiatan pendirian bangunan penunjang diluar

kawasan peruntukannya dan menurunkan identitas kawasan wisata.

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf g disusun dengan ketentuan:

a.

diperbolehkan pemanfaatan lahan untuk pembangunan bangunan dan
infrastruktur yang menunjang kegiatan industri;

diperbolehkan kegiatan industri dengan syarat dilengkapi dengan sistem
pengolahan limbah terpadu;
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(9)

(10)

diperbolehkan penyediaan ruang untuk zona penyangga berupa sabuk
hijau (green belt) dan RTH;

diperbolehkan terbatas kegiatan permukiman dibatasi pada radius tertentu
mempertimbangkan dampak lingkungan; dan

tidak diperbolehkan kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan penetapan

fungsi kawasan.

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h disusun dengan ketentuan:

a.

diperbolehkan pembangunan hunian dan/atau tempat tinggal, perdagangan
dan jasa, pendidikan, kesehatan, pelayanan umum, pertahanan keamanan,
RTH Kota, prasarana transportasi, pertanian dan pemerintahan;
diperbolehkan terbatas untuk kegiatan industri rumah tangga dengan
kriteria industri rumah tangga yang tidak menghasilkan limbah berkatagori
B3,

diperbolehkan terbatas kegiatan peternakan rakyat dengan syarat tidak
menimbulkan pencemaran lingkungan, pada permukiman kepadatan
rendah dan hanya dilakukan dalam skala kecil;

diperbolehkan terbatas kegiatan pergudangan dibatasi dengan syarat
berada diluar kawasan pusat kota dan minimal berada pada tepi ruas jalan
kolektor; dan

tidak diperbolehkan untuk kegiatan industri dengan kriteria mengganggu
atau memiliki dampak besar dan/atau industri yang menghasilkan limbah
berkatagori B3.

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf i disusun dengan ketentuan:

a.

b.

diperbolehkan kegiatan dominasi hunian dengan fungsi utama sebagai
kawasan pertahanan dan keamanan;

diperbolehkan kegiatan peningkatan akses menuju pusat kegiatan
pertahanan dan keamanan baik yang terdapat di dalam maupun di luar

kawasan; dan
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(1)

(@)

3)

c. pengendalian disesuaikan dengan kriteria teknik kawasan pertahanan dan

keamanan negara yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan
urusan di bidang pertahanan dan keamanan negara.
Pasal 85

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis dari sudut kepentingan

pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (7) huruf a

meliputi:

a.

e.

diperbolehkan pengembangan sarana dan prasarana penunjang guna

menimbulkan minat investasi;

diperbolehkan perubahan fungsi ruang minimal melalui arahan bangunan

vertikal sesuai kondisi kawasan;
diperbolehkan penyediaan ruang terbuka hijau;

diperbolehkan secara terbatas perubahan atau penambahan fungsi ruang

tertentu pada ruang terbuka di kawasan ini; dan

tidak diperbolehkan perubahan fungsi dasar.

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis dari sudut kepentingan

sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (7) huruf b

meliputi:

a. pembatasan pengembangan bangunan di sekitar kawasan;

b. diperbolehkan penambahan bangunan penunjang kepentingan pariwisata;

c. tidak diperbolehkan perubahan fungsi dasar kawasan untuk kegiatan lain;
dan

d. tidak diperbolehkan bangunan melebihi ketinggian dua pertiga dari tradisi

lokal yang ada.

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis dari sudut kepentingan

pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 75 ayat (7) huruf ¢ meliputi:

a.

diperbolehkan pemanfaatan kawasan untuk kegiatan sesuai peruntukan;

107



(4)

(1)

(@)

dilarang melaksanakan kegiatan budidaya yang fungsinya tidak menunjang
kepentingan kawasan;

diperbolehkan penambahan bangunan penunjang kepentingan pariwisata,

dan

diperbolehan kegiatan lain kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan

dengan syarat tidak mengganggu fungsi dasar kawasan.

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis dari sudut kepentingan

fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal

75 ayat (7) huruf d meliputi:

a.

diperbolehkan kegiatan wisata alam yang mendukung fungsi dan daya

dukung lingkungan hidup;
tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat merusak kelestarian lingkungan;

dan

tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang mengganggu dan/atau

menimbulkan dampak negatif bentang alam.

Bagian Ketiga
Ketentuan Perizinan
Pasal 86

Setiap orang yang akan melakukan kegiatan untuk pemanfaatan ruang waijib

mendapatkan izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Keseluruhan proses administrasi dan teknis harus dipenuhi sebelum kegiatan

pemanfaatan ruang dilaksanakan, untuk menjamin kesesuaian pemanfaatan

ruang dengan rencana tata ruang. Keseluruhan izin tersebut meliputi:

a.
b.
C.
d.

izin lokasi/penetapan lokasi;

izin penggunaan pemanfaatan tanah (IPPT);

izin mendirikan bangunan gedung; dan

izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Pasal 87
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(1)

(@)

3)

(1)

(@)

(1)

(@)

Izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf a merupakan
izin yang diberikan kepada orang atau badan hukum untuk memperoleh
tanah/pemindahan hak atas tanah/menggunakan tanah yang diperlukan dalam

rangka penanaman modal.
Izin lokasi diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. untuk luas 1 (satu) hektar sampai 25 (dua puluh lima) hektar diberikan izin
selama 1 (satu) tahun;

b. untuk luas lebih dari 25 (dua puluh lima) hektar sampai dengan 50 (lima
puluh) hektar diberikan izin selama 2 (dua) tahun; dan

c. untuk luas lebih dari 50 (dua puluh lima) hektar diberikan izin selama 3 (tiga)
tahun.

Ketentuan lebih lanjut mengenai izin lokasi akan ditetapkan dengan peraturan

daerah dan peraturan bupati.

Pasal 88
Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 86 ayat (2) huruf b merupakan izin yang diberikan kepada pengusaha
untuk kegiatan pemanfaatan ruang dengan kriteria batasan luasan tanah lebih
dari 5.000 (lima ribu) m?.

Ketentuan lebih lanjut mengenai izin penggunaan pemanfaatan tanah akan

ditetapkan dengan peraturan daerah dan peraturan bupati.

Pasal 89
Izin Mendirikan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86
ayat (2) huruf ¢ merupakan izin yang diberikan kepada pemilik bangunan
gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi,
dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif

dan persyaratan teknis.

Ketentuan lebih lanjut mengenai izin mendirikan bangunan akan ditetapkan

dengan peraturan daerah dan peraturan bupati.

Pasal 90
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(1)

(@)

Izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 86 ayat (2) huruf d merupakan ketentuan izin usaha
pertambangan, perkebunan, pariwisata, industri, perdagangan dan
pengembangan sektoral lainnya, yang disyaratkan sesuai peraturan

perundangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai izin usaha pengembangan sektoral akan

ditetapkan dengan peraturan daerah dan peraturan bupati.

Bagian Keempat
Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif
Pasal 91

Dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang agar pemanfaatan ruang sesuai dengan

RTRW Kabupaten dapat diberikan insentif dan/atau disinsentif oleh Pemerintah

Daerah.

(1)

(@)

3)

Pasal 92
Ketentuan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91
mengatur tentang pemberian imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang
sesuai dengan kegiatan yang didorong perwujudannya dalam rencana tata

ruang.
Ketentuan pemberian insentif berfungsi sebagai:

a. perangkat untuk mendorong kegiatan dalam pemanfaatan ruang pada

wilayah yang direncanakan yang sesuai dengan rencana tata ruang; dan
b. katalisator perwujudan pemanfaatan ruang.
Ketentuan pemberian insentif disusun berdasarkan:

a. rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah kota dan/atau

rencana detail tata ruang wilayabh;
b. ketentuan umum peraturan zonasi Kabupaten; dan

c. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
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(4)

(5)

(6)

(1)

(@)

3)

Ketentuan insentif dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dalam

wilayah Kabupaten dapat diberikan dalam bentuk:
a. pemberian kompensasi;

b. subsidi silang;

Cc. penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
d. publisitas atau promosi daerah.

Ketentuan insentif dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat umum dapat

diberikan dalam bentuk :

a. pemberian kompensasi;

b. pengurangan retribusi;

c. imbalan;

d. sewa ruang dan urun saham;

e. penyediaan prasarana dan sarana;
f. penghargaan; dan/atau

g. kemudahan perizinan.

Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dilengkapi

dengan besaran dan bentuk insentif yang dapat diberikan.

Pasal 93
Ketentuan pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91
mengatur tentang pengenaan bentuk-bentuk kompensasi dalam pemanfaatan

ruang.

Ketentuan pemberian disinsentif berfungsi sebagai perangkat untuk mencegah,
membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan

rencana tata ruang.

Ketentuan pemberian disinsentif disusun berdasarkan:

a. rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah;

b. ketentuan umum peraturan zonasi Kabupaten; dan
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(4)

(5)

(6)

c. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.

Ketentuan disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dalam
wilayah Kabupaten, dapat diberikan dalam bentuk:

a. pengenaan retribusi yang tinggi; dan/atau
b. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.

Ketentuan disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat umum, dapat
diberikan dalam bentuk:

a. pengenaan pajak/retribusi yang tinggi;
b. pemberian persyaratan khusus dalam proses perizinan; dan/atau
Cc. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur.

Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dilengkapi

dengan besaran dan bentuk disinsentif yang dapat diberikan.

Pasal 94

Tata cara dan mekanisme pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal

92 dan Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 diatur lebih lanjut dengan

Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Arahan Pengenaan Sanksi
Pasal 95

Arahan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf d,

merupakan acuan dalam pengenaan sanksi terhadap:

a.

pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola

ruang;
pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi;

pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan
RTRW Kabupaten;

pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang
diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
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pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan
ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;

pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh

peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan

pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak

benar.

BAB IX
HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Pasal 96

Dalam penataan ruang wilayah, setiap masyarakat berhak:

a.

berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan

pengendalian pemanfaatan ruang;

mengetahui RTRW Kabupaten dan rencana rincinya berupa rencana detail tata

ruang kawasan dan rencana pengembangan sektoral;

menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari

penataan ruang wilayah; dan

mengajukan keberatan, gugatan dan tuntutan pembatalan izin, serta
memperoleh penggantian yang layak atas kegiatan pembangunan terkait

pelaksanaan RTRW Kabupaten.

Pasal 97
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(1)

(@)

(1)

(@)

Untuk mengetahui RTRW Kabupaten dan rencana rincinya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 96 huruf b masyarakat dapat memperoleh melalui:

a. lembaran daerah kabupaten;

b. papan pengumuman di tempat-tempat umum;

c. penyebarluasan informasi melalui brosur;

d. instansi yang menangani penataan ruang; dan/atau

e. SITRW Kabupaten.

SITRW Kabupaten dikembangkan secara bertahap melalui berbagai media
publikasi untuk mempermudah akses informasi tata ruang dan meningkatkan

peran serta masyarakat dalam penataan ruang.

Pasal 98
Untuk menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf ¢ didasarkan pada hak atas
dasar pemilikan, penguasaan atau pemberian hak tertentu yang dimiliki
masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, ataupun atas
hukum adat dan kebiasaaan atas ruang pada masyarakat setempat.
Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang melembaga pada masyarakat
secara turun temurun dapat dilanjutkan sepanjang telah memperhatikan faktor
daya dukung lingkungan, estetika, struktur pemanfaatan ruang wilayah yang
dituju, serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras,
seimbang dan berkelanjutan.

Pasal 99

Dalam hal pengajuan keberatan, gugatan dan tuntutan pembatalan izin, serta hak

memperoleh penggantian atas kegiatan pembangunan terkait pelaksanaan RTRW

Kabupaten, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf d adalah masyarakat

mempunyai hak untuk:

a.

mengajukan keberatan, tuntutan pembatalan izin dan penghentian kegiatan
kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan

RTRW Kabupaten dan rencana rincinya;
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b. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin
apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten

menimbulkan kerugian;

Cc. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak

sesuai dengan RTRW Kabupaten kepada penjabat yang berwenang; dan

d. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat
pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW Kabupaten dan

rencana rincinya.

Pasal 100
Dalam pemanfaatan ruang wilayah, setiap orang wajib:

a. menaati RTRW Kabupaten dan penjabarannya yang telah ditetapkan;
b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diperoleh;

c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang;
dan

d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan

perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 101
(1) Pemberian akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf d adalah
untuk kawasan milik umum, yang aksesibilitasnya memenuhi syarat:
a. untuk kepentingan masyarakat umum; dan
b. tidak ada akses lain menuju kawasan dimaksud.
(2) Kawasan milik umum tersebut, diantaranya adalah sumber air, ruang terbuka
publik dan fasilitas umum lainnya sesuai ketentuan dan perundang-undangan.
Pasal 102
Peran masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan
pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf a
diakomodasi pemerintah daerah dalam proses:

a. penyusunan rencana tata ruang;
b. pemanfaatan ruang; dan

c. pengendalian pemanfaatan ruang
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Pasal 103

Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang berupa:

a.

b.

masukan mengenai:

1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;

3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau

kawasan;
4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
5. penetapan rencana tata ruang.
kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur

masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 104

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dapat berupa:

a.
b.

masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur
masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana
tata ruang yang telah ditetapkan;
peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang
darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan
kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan
meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 105

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa:

a.

masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif

dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
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b.

(1)

(@)

(1)

keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang
yang telah ditetapkan;

pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal
menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan
ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan

pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap

pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

BAB X
KELEMBAGAAN
Pasal 106
Dalam rangka mengoordinasikan penataan ruang dan kerjasama antar
sektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk BKPRD.
Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja BKPRD sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB Xi
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 107
Setiap orang yang melanggar ketentuan Arahan Pengenaan Sanksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf
f, dan huruf g dikenakan sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara kegiatan;
c. penghentian sementara pelayanan umum;
d. penutupan lokasi;
e. pencabutan izin;
f. pembatalan izin;

pembongkaran bangunan;

> @

pemulihan fungsi ruang; dan/atau

denda administratif.
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(@)

Setiap orang yang melanggar ketentuan Arahan Pengenaan Sanksi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf ¢ dikenakan sanksi administratif

berupa:

a.
b
C.
d
e
f.

g.

peringatan tertulis;
penghentian sementara kegiatan;
penghentian sementara pelayanan umum;
penutupan lokasi;
pembongkaran bangunan;
pemulihan fungsi ruang; dan/atau
denda administratif.
Pasal 108

Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 107

meliputi:

a.

peringatan tertulis dapat dilaksanakan dengan prosedur bahwa Pejabat yang

berwenang dalam penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang dapat

memberikan peringatan tertulis melalui penertiban surat peringatan tertulis

sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali;

penghentian sementara kegiatan dapat dilakukan melalui:

1.

penertiban surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat
yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara,
pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat
keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa
terhadap kegiatan pemanfaatan ruang;

pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan
memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi
penghentian kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan
tindakan penertiban oleh aparat penertiban;

berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang
melakukan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan
penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan
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setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang
melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan
tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar
untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang

dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

penghentian sementara pelayanan umum dapat dilakukan melalui:

1.

penertiban surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum
dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran
pemanfaatan ruang (membuat surat pemberitahuan penghentian
sementara pelayanan umum);

apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan,
pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat
keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum
kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-jenis pelayanan umum
yang akan diputus;

pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan
memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi
penghentian sementara pelayanan umum yang akan segera dilaksanakan,
disertai rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;

pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa
pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar,
disertai penjelasan secukupnya,;

penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada
pelanggar; dan

pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara
pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan
umum Kkepada pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi
kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana

tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

penutupan lokasi dapat dilakukan melalui:

1.

penertiban surat perintah penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang

melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
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2. apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat
yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi
penutupan lokasi kepada pelanggar;

3. pejabat yang berwenang melakukan tidnakan penertiban dengan
memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi
penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;

4. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang
dengan bantuan aparat penertiban melakukan penutupan lokasi secara
paksa; dan

5. pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk
memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan
pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan
ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan
ruang yang berlaku.

pencabutan izin dapat dilakukan melalui :

1. menerbitkan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin oleh pejabat
yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;

2. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan,
pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi
pencabutan izin pemanfaatan ruang;

3. pejabat yang berwenang memberitahukan kepada pelanggar mengenai
pengenaan sanksi pencabutan izin;

4. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan
permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan
untuk melakukan pencabutan izin;

5. pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin
menerbitkan keputusan pencabutan izin;

6. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah
dicabut, sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan

ruang secara permanen yang telah dicabut izinnya; dan
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7. apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan
pemanfaatan yang telah dicabut izinnya, pejabat yang berwenang
melakukan penertiban kegiatan tanpa izin sesuai peraturan perundang-
undangan.

pembatalan izin dilakukan melalui :

1. membuat lembar evaluasi yang berisikan dengan arahan pola pemanfaatan
ruang dalam rencana tata ruang yang berlaku;

2. memberitahukan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal rencana
pembatalan izin, agar yang bersangkutan dapat mengambil langkah-
langkah yang diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal akibat pembatalan
izin;

3. menerbitkan surat keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang berwenang
melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;

4. memberitahukan kepada pemegang izin tentang keputusan pembatalan
izin;

5. menerbitkan surat keputusan pembatalan izin dari pejabat yang memiliki
kewenangan untuk melakukan pembatalan izin; dan

6. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah
dibatalkan.

pembongkaran bangunan dilakukan melalui :

1. menerbitkan surat pemberitahuan perintah pembongkaran bangunan dari
pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan
ruang;

2. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan,
pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat
keputusan pengenaan sanksi pembongkaran bangunan,;

3. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan
kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pembongkaran bangunan
yang akan segera dilaksanakan; dan

4. berdasar surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang
berwenangmelakukan tindakan penertiban dengan bantuan aparat

penertiban melakukan pembongkaran bangunan secara paksa.
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h.  pemulihan fungsi ruang dapat dilakukan melalui :

1. menetapkan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-bagian
yang harus dipulihkan fungsinya dan cara pemulihannya;

2. pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan
ruang menerbitkan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang;

3. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan,
pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat
keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang;

4. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban, memberitahukan
kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang
yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu tertentu;

5. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban melakukan
pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang;

6. apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum
melaksanakan pemulihan fungsi ruang, pejabat yang bertanggung jawab
melakukan tindakan penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk
melakukan pemulihan fungsi ruang; dan

7. apabila pelanggar pada saat itu dinilai tidak mampu membiayai kegiatan
pemulihan fungsi ruang, pemerintah dapat mengajukan penetapan
pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh pemerintah atas beban
pelanggar di kemudian hari.

I denda administratif dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama
dengan pengenaan sanksi administratif.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 109
(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 100 huruf a dan huruf b, yang
mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
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(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan
kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, dipidana sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan
kematian orang, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang penataan ruang.

Pasal 110
(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 100 huruf b, yang memanfaatkan
ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang,
dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan
perubahan fungsi ruang, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan
kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan
kematian orang, pelaku dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 111
Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 100 huruf ¢ dan huruf d, yang tidak
mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang dan
tidak memberikan akses terhadap kawasan yang dinyatakan sebagai milik umum,
dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 112
(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109, Pasal 110
dan Pasal 111, dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda
terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa
pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.
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(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat

dijatuhi pidana tambahan berupa:
a. pencabutan izin usaha; dan/atau
b. pencabutan status badan hukum.

Pasal 113
(1) Setiap pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 86 ayat (1) yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata

ruang, dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenai
pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari

jabatannya.

Pasal 114
(1) Setiap orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 109, Pasal 110 dan Pasal 111, dapat menuntut ganti

kerugian secara perdata kepada pelaku tindak pidana.

(2) Tuntutan ganti kerugian secara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan sesuai dengan hukum acara pidana.

BAB XllI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 115
(1) Jangka waktu RTRW Kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun yaitu tahun 2011 —
2031 dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;

(2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana
alam skala besar dan/atau perubahan batas teretorial provinsi yang di tetapkan
dengan peraturan perundang-undangan, RTRW Kabupaten dapat ditinjau

kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
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(3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila

(1)

(@)

terjadi

perubahan kebijaan nasional dan strategi yang mempengaruhi

pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal kabupaten.

BAB XIllI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 116

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan

yang berkaitan dengan penataan ruang yang telah ada tetap berlaku sepanjang

tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah

ini.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

a.

izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan

ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa

berlakunya;

izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan

ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:

1.

untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut
disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang
dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan
penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah
ini; dan

untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak
memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan
berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat
dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat
pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.

pemanfaatan ruang di Kabupaten yang diselenggarakan tanpa izin dan

bertentangan dengan ketentuan Peraturan daerah ini, akan ditertibkan dan

disesuaikan dengan Peraturan daerah ini; dan

pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peratutan daerah ini,

agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.
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(3) Prioritas penyusunan rencana tata ruang berikutnya meliputi:

a. Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Banyumas meliputi:

1.

W N

5.

perkotaan Purwokerto;
perkotaan Banyumas;
perkotaan Ajibarang;
perkotaan Sokaraja; dan

perkotaan Wangon.

b. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten Banyumas.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 117

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten

Banyumas Nomor 18 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Banyumas Tahun 2005 — 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun
2005 Nomor 10 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 118

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah

ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 10 Oktober 2011

BURPATI BANYUMAS,

MARDJOKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2011 NOMOR 3 SERI E
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PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 10 TAHUN 2011
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2011 - 2031

UMUM

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas yang selanjutnya
disingkat RTRW Kabupaten Banyumas, adalah rencana yang berisi tentang
arahan, strategi dan kebijaksanaan umum pengendalian serta pengaturan tata
ruang secara keseluruhan di wilayah Kabupaten Banyumas. Penyusunan
RTRW bertujuan untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam
rangka pengendalian Program-Program Pembangunan Daerah dalam jangka
panjang. Rencana ini berisi rumusan tentang kebijaksanaan pengembangan
penduduk, rencana pemanfaatan ruang wilayah daerah, rencana lokasi
investasi yang dilaksanakan pemerintah dan masyarakat di daerah, rencana
perincian tata ruang daerah, serta pelaksanaan pembangunan dalam
memanfaatkan ruang bagi kegiatan pembangunan dan merupakan dasar dalam
mengeluarkan perizinan lokasi pembangunan. Rencana Umum Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Banyumas merupakan wadah mengoordinasikan segala
kegiatan pembangunan, oleh sebab itu bilamana sudah ditetapkan secara
hukum wajib ditaati oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat.

Untuk itu sebelum rencana tersebut ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,
terlebih dahulu harus disetujui melalui konsensus umum antara Pemerintah,
Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan masyarakat kabupaten
tentang bentuk, arahan, strategi dan alokasi pemanfaatan ruang serta

pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas.
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Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Yang dimaksud dengan pengembangan pariwisata berwawasan
lingkungan dan berbasis kerakyatan adalah pengembangan
pariwisata yang berdasarkan kaedah-kaedah kelestarian lingkungan
hidup dan memperhatikan potensi lokal/setempat serta didukung
peran serta masyarakat setempat dalam pengembangannnya.
Huruf ¢
Cukup jelas
Huruf d
Yang dimaksud dengan pengembangan pusat kegiatan yang
terintegrasi dan terpadu adalah pengembangan pusat kegiatan yang
fungsi dan peranannya selaras, serasi dan terpadu dengan daerah-
daerah di sekitarnya.
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas

Pasal 5
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Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Pada kawasan perkotaan yang alih fungi sawah tidak dapat dihindari
harus dilakukan pengembangan irigasi setengah teknis atau
sederhana menjadi sawah beririgasi teknis sehingga secara
keseluruhan luas sawah beririgasi teknis tidak berkurang.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
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Cukup jelas.
Huruf f

Cukup jelas.
Huruf g

Cukup jelas.
Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud “drainase” adalah serangkaian bangunan air yang

berfungsi untuk mengurangi dan/atau membuang kelebihan air dari

suatu kawasan atau lahan.

Huruf |
Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Cukup jelas.
Huruf c

Cukup jelas.
Huruf d

Cukup jelas.
Huruf e

Cukup jelas.
Huruf f

Cukup jelas.
Huruf g

Cukup jelas.
Huruf h

Cukup jelas.
Huruf i

Cukup jelas.
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Huruf |

Tanaman konservasi khusus pada kawasan rawan bencana longsor.

Yang dimaksud tanaman konservasi adalah tanaman yang memiliki

perakaran yang kuat, tajuk lebar, mampu menahan percikan air hujan,

dan biomasnya relatif ringan.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1)
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Huruf a
Yang dimaksud “jalan nasional” merupakan jalan arteri dan jalan
kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan
antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
Huruf b
Yang dimaksud “jalan provinsi” merupakan jalan kolektor dalam sistem
jaringan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota
kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis
provinsi.
Huruf c
Yang dimaksud “jalan kabupaten” merupakan jalan lokal dalam sistem
jaringan jalan primer yang tidak termasuk dalam jalan nasional dan
jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan
ibukota kecamatan, antaribukota kecamatan, ibukota kabupaten
dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan
umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah
kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud “jalan arteri primer” adalah jalan yang
menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional
atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
Huruf b
Yang dimaksud “jalan kolektor primer” adalah jalan yang
menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional
dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara
pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 15
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Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Angkutan umum Antar Kota Dalam Provinsi

Perkotaan Purwokerto ke kota-kota lain di

(AKDP) melayani

dalam Provinsi Jawa

Tengah meliputi:

1.
2.
3.

Huruf ¢

Purwokerto — Tegal — Brebes;

Purwokerto — Purbalingga — Pemalang;

Purwokerto — Banjarnegara — Wonosobo - Temanggung -
Semarang;
. Purwokerto — Cilacap; dan

. Purwokerto — Kebumen — Purworejo — Magelang.

Angkutan pedesaan meliputi:

1.
2.
3.

Purwokerto — Kembaran dan/atau Sumbang dan/atau Baturraden;
Ajibarang — Pekuncen dan/atau Gumelar dan/atau Cilongok;

Wangon - Jatilawang dan/atau Purwojati dan/atau Rawalo —
Kebasen;

4. Wangon — Lumbir dan/atau Gumelar;

5. Banyumas — Patikraja dan/atau Somagede; dan

6. Sokaraja — Banyumas dan/atau Kembaran — Sumbang.
Pasal 17

Cukup jelas.
Pasal 18

Cukup jelas.
Pasal 19

Cukup jelas.
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Pasal 20

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik melalui jaringan SUTT
dan SUTET termasuk pengembangan jaringan bagi kepentingan
distribusi listrik yang berasal dari pembangkit listrik tenaga panas bumi
yang direncanakan.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Pengembangan Listrik Tenaga Surya dialokasikan pada wilayah yang
terisolir dan sulit terjangkau oleh jaringan listrik misalnya Kecamatan
Tambak, Sumpiuh, Pekuncen dan Cilongok, namun apabila ada
teknologi Listrik Tenaga Surya yang lebih efisien maka dapat
dikembangkan pada seluruh wilayah.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
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Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Air Baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan,
cekungan air tanah dan atau air hujan yang memenuhi baku mutu
tertentu sebagai air baku untuk air minum.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Yang dimaksud daerah irigasi berdasarkan kewenangannya meliputi
kewenangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah
kabupaten.
Daerah irigasi kewenangan pemerintah pusat adalah daerah irigasi
yang pengelolaannya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Daerah
irigasi tersebut berada di daerah irigasi Tajum dan Serayu.
Daerah irigasi kewenangan pemerintah provinsi adalah daerah irigasi
yang pengelolaannya menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
Daerah irigasi tersebut berada di daerah irigasi Adongbang
Junjungan, Kedunglimus Arca, Banjaran, Kalisapi, dan Kebasen.
Daerah irigasi kewenangan pemerintah kabupaten adalah daerah
irigasi yang pengelolaannya menjadi kewenangan pemerintah
kabupaten dan menjadi daerah irigasi yang terluas dalam
kewenangannya. Dalam operasionalnya untuk daerah irigasi yang

135



menjadi kewenangan pemerintah kabupaten sebanyak 653 daerah
irigasi.
Daerah Irigasi yang terdapat di Kabupaten Banyumas tercantum
dalam Lampiran 1l yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.
Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Huruf a
Yang dimaksud dengan pengelolaan persampahan rumah tangga
berbasis masyarakat dengan konsep 3R, yaitu metode pengelolaan
sampah yang berwawasan lingkungan dengan metode 3R: reuse
(menggunakan kembali), reduce (mengurangi), recycle (mendaur
ulang), sehingga sampah bisa berkurang dari sumbernya dan
berdampak pada volume sampah yang dibuang ke TPA juga akan
berkurang jumlahnya sehingga memberikan dampak yang signifikan
bagi penanganan masalah dan pengelolaan sampah.

Huruf b
Yang dimaksud “Tempat Pemrosesan Akhir’ (TPA) adalah tempat
untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan
secara aman bagi manusia dan lingkungan.

Huruf c
Yang dimaksud “Tempat Penampungan Sementara” (TPS) adalah
tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang,
pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
Yang dimaksud “Tempat Pengolahan Sampah Terpadu” (TPST)
adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan,
penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan
akhir sampah.

Huruf d
Cukup jelas.
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Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “On Site System” adalah sistem dimana
penghasil limbah mengolah air limbahnya secara individu, misalnya
dengan menggunakan tanki septik, sedangkan “Off Site System”
adalah sistem dimana air limbah disalurkan melalui sewer (saluran
pengumpul limbah) kemudian masuk ke instalasi pengolahan terpusat.
Huruf b
. Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Yang dimaksud sistem pelayanan fasilitas umum dan sosial yang
dikembangkan di setiap kecamatan sesuai dengan hirarki pusat
kegiatan dan skala pelayanannya adalah pengembangan fasilitas
pelayanan masyarakat, meliputi :

- pengembangan fasilitas pendidikan, kesehatan dan perdagangan,
yang direncanakan dalam perwujudan rencana struktur ruang pada
pengembangan pusat kegiatan, dan

- pengembangan fasilitas rekreasi dan/atau olahraga yang
direncanakan pada rencana pola ruang kawasan peruntukan
pariwisata.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
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Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan sungai besar adalah sungai yang mempunyai
Daerah Aliran Sungai (DAS) lebih besar sama dengan 500 km?.

Huruf d
Yang dimaksud sungai kecil adalah sungai yang mempunyai Daerah
Aliran Sungai (DAS) kurang dari 500 km?.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 29
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Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud kawasan lindung yang dikelola masyarakat adalah
kawasan lindung yang dikelola masyarakat untuk memanfaatkan
hutan secara lestari.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud “hutan produksi terbatas” adalah kawasan hutan
dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan

setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang
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mempunyai jumlah nilai antara 125-174, di luar kawasan hutan

lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.

Huruf b

Yang dimaksud “hutan produksi tetap” adalah kawasan hutan dengan

faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah

masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai

jumlah nilai di bawah 125, di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka

alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

140



Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi adalah wilayah yang
ditetapkan dalam Izin Usaha Pertambangan oleh Kementerian Energi
Sumber Daya Mineral berdasarkan pengkajian dan pengolahan data

hasil survei pendahuluan potensi panas bumi.

Pasal 45
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud kawasan wisata alam adalah suatu luasan bentang
alam yang dipergunakan untuk aktivitas kepariwisataan dengan
memanfaatkan situasi dan kondisi alamiah asli sebagai perwujudan

ciptaan Tuhan, sebagai potensi daya tarik wisata.

Huruf b
Yang dimaksud kawasan wisata buatan adalah suatu luasan bentang
alam yang dipergunakan untuk aktivitas kepariwisataan dengan
memanfaatkan potensi daya tarik yang berasal dari buatan/ciptaan

manusia.
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Huruf c

Yang dimaksud kawasan wisata budaya adalah suatu luasan bentang

alam yang dipergunakan untuk aktivitas kepariwisataan dengan

memanfaatkan hasil budidaya manusia sebagai potensi daya tarik

wisata, yang berwujud: perlengkapan dan kelengkapan hidup

manusia, mata pencaharian hidup dan sistem ekonomi, sistem

kemasyarakatan, bahasa, kesenian, ilmu pengetahuan, dan sistem

religi.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud Wisata Sungai
pengembangan

memanfaatkan aliran Sungai Serayu.

Huruf b

Cukup jelas.
Huruf ¢

Cukup jelas.
Huruf d

Cukup jelas.
Huruf e

Cukup jelas.
Huruf f

Cukup jelas.
Huruf g

Cukup jelas.
Huruf h

Cukup jelas.

Serayu River

pariwisata dengan konsep wisata air

Voyage adalah
yang
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Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Pembagian kawasan ODTW berdasarkan kesamaan karakteristik

potensi wisata dalam satuan wilayah pengembangan pariwisata.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud “Bahan Berbahaya dan Beracun” (B3) adalah bahan
yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik
secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan
atau merusak lingkungan hidup, dan atau dapat membahayakan
lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta
makhluk hidup lainnya.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
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Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Ayat (1)

Huruf a.
Cukup jelas.

Huruf b.
Cukup jelas.

Huruf c.
Cukup jelas.

Huruf d.
Yang dimasud kawasan perbatasan adalah kawasan yang
berbatasan langsung dengan kabupaten lain dan memiliki
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karakteristik kawasan cepat tumbuh dan/atau kawasan yang
perlu didorong pertumbuhannya.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Yang termasuk kawasan perbatasan cepat tumbuh, meliputi
Kecamatan Wangon, Kecamatan Sokaraja, Kecamatan Sumbang,
Kecamatan Somagede dan Kecamatan Kemranjen.
Yang termasuk kawasan perbatasan yang perlu didorong
perkembangannya, meliputi : Kecamatan Lumbir, Kecamatan Gumelar,

Kecamatan Pekuncen, dan Kecamatan Tambak

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan tahun perencanaan adalah 20 (dua puluh)

tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

145



Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Rumah Sakit Kelas B Pendidikan adalah rumah sakit umum kelas B
yang terkait dengan kegiatan penelitian dan pendidikan di fakultas
kedokteran pada suatu universitas/lembaga pendidikan tinggi yang
mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 4
(empat) Pelayanan Medik Spesialis Dasar, 4 (empat) Pelayanan
Spesialis Penunjang Medik, 8 (delapan) Pelayanan Medik Spesialis
Lainnya dan 2 (dua) Pelayanan Medik Subspesialis Dasar.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)
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Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Sanitary Landfill adalah lokasi pembuangan sampah yang didesain,
dibangun, dioperasikan dan dipelihara dengan cara yang
menggunakan pengendalian teknis terhadap potensi dampak
lingkungan yang timbul dari pengembangan dan operasional fasilitas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.
Huruf f

Cukup jelas.
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Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d
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Yang dimaksud dengan “Nilai Tukar Petani” (NTP) adalah rasio antara
indeks harga yang diterima petani (IT) dengan indeks harga yang
dibayar petani (IB) yang dinyatakan dalam persentase. Secara
konsepsional NTP adalah pengukur kemampuan tukar barang-barang
(produk) pertanian yang dihasilkan petani dengan barang atau jasa
yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam
memproduksi produk pertanian.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c
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Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud “IPAL Komunal’ adalah tempat pengolah air limbah

domestik secara terpadu dari

air

limbah domestik kelompok

masyarakat tertentu yang diolah secara aerob dan anaerob.

Ayat (10)
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.
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Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.
Ayat (6)

Cukup jelas.
Ayat (7)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b
Butir 1
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Ditetapkan pada Kawasan Rawan Bencana | yaitu daerah yang
berpotensi terlanda hujan abu, dan kemungkinan dapat terkena
lontaran batu, terletak pada radius 4 — 8 km dari puncak.

Butir 2
Ditetapkan pada Kawasan Rawan Bencana |l yaitu daerah yang
berpotensi terlanda aliran lava, awan panas dan lahar hujan, terletak
pada radius 2 — 4 km dari puncak.

Butir 3
Ditetapkan pada Kawasan Rawan Bencana lll yaitu daerah yang
selalu terancam aliran lava, gas racun dan awan panas, terletak pada
radius 0 — 2 km dari puncak.

Butir 4
Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
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Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud izin usaha pengembangan sektoral adalah izin selain
izin prinsip, izin lokasi/penetapan lokasi, izin penggunaan
pemanfaatan tanah (IPPT), dan izin mendirikan bangunan gedung, di

berbagai sektor usaha yang terkait dengan penataan ruang.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud “katalisator perwujudan pemanfaatan ruang” adalah
faktor pendukung/ pendorong yang dapat mempengaruhi/
mempercepat terwujudnya pemanfaatan ruang yang sesuai dengan
rencana tata ruang.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.
Ayat (6)

Cukup jelas.
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Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.
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Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal 115
Cukup jelas.

Pasal 116
Ayat (1)
Huruf a

Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Banyumas adalah rencana tata

ruang di wilayah Kabupaten Banyumas, yang menggambarkan
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zonasi/blok pemanfaatan ruang, struktur dan pola ruang, sistem sarana

dan prasarana, dan persyaratan teknik pengembangan tata ruang.

Huruf b
Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten Banyumas adalah
rencana tata ruang yang penataan ruang kawasannya diprioritaskan
karena mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam lingkup
Kabupaten Banyumas terhadap kepentingan pertahanan dan

keamanan, ekonomi, sosial budaya dan/atau lingkungan.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118
Cukup jelas.
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LAMPIRAN 1: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR
TANGGAL :
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Kewenangan Pemerintah

Pusat

1 D.l Tajum 3,200.00
2 D.I Serayu 3,378.00

Kewenangan Provinsi
1 D.l Adongbang Junjungan
1,439.00

2 D.I Kedunglimus Arca
1,288.00

3 D.l Banjaran 1,200.00

4 D.I Kalisapi 206.00

5 D.I Kebasen 486.00

Kewenangan Kabupaten
1 D.l Alasmalang 54.00

2 D.I Antapsari 56

3 D.l Anyar | 63

4 D.l Arus 147.52

5 D.I Badak | 76

6 D.l Bakmati 58.00

7 D.l Bandayuda 90.13

8 D.l Bangkong 60

9 D.I Banjaran Kawung 220
10 D.I Banyu Mudal 75

11 D.1 Bardiman 1 96.72

12 D.l1 Bardiman Il 67.97
13 D.l Batang Maung 134
14 D.l Batasari 143

15 D.I Benda Sara 51

16 D.1 Berem 252

17 D.1 Besuki 59

18 D.l Bojong Sari 187

19 D.1 Bulu Mas 53

20 D.I Buniayu 132

21 D.I Buton Il 82

22 D.I Canduk 88.40

23 D.l Cang Seng Koneng 103
24 D.l Cangkok 166

25 D.I Cemuris 81

26 D.I Cingpingit 68.00
27 D.I Cirebah 50.78

28 D.I Ciwera 69.50

29 D.I Curug 221

30 D.I Dai 63.00

31 D.l Dalem 1 79

32 D.1 Dambayawu 58.00
33 D.1 Danayuda 214
34 D.l Dawa 55

35 D.1 Demong 348

36 D.l Dewana 59

37 D.l Dewana Il 55

38 D.l Dukuh 60

39 D.I Duren Siton 128
40 D.I Dusinan 56.00

41 D.l Dwicupak Sari 110
42 D.l1 Ente 83.14

43 D.l Galas 80

44 D.| Gandasuli 76

45 D.l Gedang Kulon 64.15
46 D.l Gede 75

47 D.l Genda 52

48 D.I Glapar 81

49 D.l Gobakmati 71

50 D.I Gomblang 71

51 D.I Gombyang 56.00
52 D.l Jaganala 238

53 D.I Jengok 79.52

54 D.l Kaji Luwing 179
55 D.I Kali Sapi 236

56 D.l Kalibakal 160

57 D.l Kalijering 102

58 D.I Kalinangka 53.50
59 D.I Kaliomas 257

60 D.I Kalipari 60

61 D.I Kaliputih 60

62 D.l Kaliterus 142

LAMPIRAN 11 :

NOMOR :
TANGGAL :

63 D.1 Kandangan 83

64 D.l Karang Nangka 546
65 D.l Karang Nangka 61

66 D.l Karanggedang 172.50
67 D.l1 Karangjongkeng 70.00
68 D.l Karangkedawung 101.00
69 D.l Karangnangka 465.05
70 D.I Karet 75.00

71 D.l Kd Kadu 53.60

72 D.1 Kecepak 2 70.00

73 D.1 Kecepak Il 65

74 D.l Kediri 519

75 D.l Kedondong | 54

76 D.1 Kedung Belis 257.26
77 D.1 Kedung Wadas 365
78 D.1 Kedungbayi 64.00

79 D.l Kedungbayi 79

80 D.I Kedungbelis 203

81 D.I Kedungkancil 118.90
82 D.1 Kedungkancil 146

83 D.I Kedungtekek 53.00
84 D.l Kejawar 97

85 D.l Kele 52

86 D.l Kertadirjan 137

87 D.I Kr. Kedawung 75

88 D.l Krebek 244

89 D.l Lebeng | 59

90 D.l Leweng 80

91 D.l Logawa 99.65

92 D.I Lokasana 73

93 D.I Lowuni 84

94 D.l Ma Sengker 54.80

95 D.I Madkarijan 70.50

96 D.l Majingklak 76

97 D.I Metenggang 76

98 D.l Metenggang 72.44
99 D.I Mundu 96

100 D.I Nayapatok 57.00

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

101 D.l Nung Tebak 70.00
102 D.I Pancong Gales 58
103 D.l Pandak Raden 422.97
104 D.l Pasung | & Il 143.58
105 D.I Pedagung 75.30
106 D.l Pelita Sari 73

107 D.I Pesantren 51.00
108 D.I Petarangan Il 180
109 D.| Piasa 164

110 D.I Pingit 76

111 D.I Prapatan 53.12
112 D.l Rangon I+ii 57
113 D.1 Raongan 77.58
114 D.| Rawadawa 89.02
115 D.l Rembe | 51

116 D.l Rina 64.18

117 D.l Salam 61.67

118 D.I Sawangan 128
119 D.I Seling 60

120 D.l Sengon 98

121 D.l Serang 53

122 D.| Sigupit 138

123 D.I Sikepel 58.00
124 D.| Sikuda 51

125 D.I Sitieng 52

126 D.l Sogati 86

127 D.l Soka 51.40

128 D.l Sokawera 148
129 D.1 Sompok 71.58
130 D.I Sumarus 72

131 D.I Supit Urang 72
132 D.l Susukan 51.00
133 D.l Tajum Kiri 72
134 D.I Taliwangsan 83
135 D.I Tanjung 82

136 D.l Tawa 55.00

137 D.1 Tembong 52

138 D.l Tengah 195



139 D.I Tepi Barak 60.00
140 D.I Tlaga 70.00

141 D.l Tlogodadap 88
142 D.l Wareng 76.00
143 D.l Watu Pala 151
144 D.l Wlahar 72

145 D.l Wringin 52.50

177 D.l1 Bawang 7.18
178 D.1 Bawang la 10.26
179 D.1 Bawang Ib 7.71
180 D.I Bayur 45

181 D.I Bayur/buyur 25
182 D.I Bd Cipatan 8.00
183 D.l Bd K Sema 25.00

215 D.I Cangkang 20

216 D.I Cangkok 45.28
217 D.I Cangkrama 41
218 D.I Caning 37

219 D.I Cawitali 15.00
220 D.1 Cibangkong 39.00
221 D.l Cibuek 12.00

222 D.I Cibutun 40

253 D.I Dangir 19

254 D.I Dangiurang 21.21
255 D.I Datar 50

256 D.l Denok 15

257 D.I Depok 15.00

258 D.I Derik 45.00

259 D.l Dermasri 12.00
260 D.l Desa 13

146 D.| Wungu 55
147 D.I Anda 27.00
148 D.l Angkruk 0.66

184 D.I Bd Kaliputih 1 20.00
185 D.I Bd Kaliputih 11 30.00
186 D.l Bd Rancajene 15.00

261 D.l Desel 30.00
262 D.l Dewana | 14

223 D.I Cidadap 13.32
224 D.1 Cideng | 13.44

149 D.1 Angkruk A 0.43
150 D.I Antapsari 41

151 D.I Arca 12

152 D.I Aren 8.00

153 D.I Ares 12

154 D.I Arus 31.70

155 D.I Arus 1 10.98

156 D.I Arus 1l 41.56

157 D.I Arus Kecil 9.20
158 D.I Arus Kecil B 7.73
159 D.I Asahan 50

160 D.I Badak Il 35.00
161 D.l Balong 11

162 D.1 Balung 11.38
163 D.l Bana Keling 19.79
164 D.l Bandayuda 19
165 D.l Bangen 41

166 D.l Bangsa | 14.00
167 D.l Bangsa Il 39

168 D.l Banjaran 13.38
169 D.I Bardiman | 22
170 D.I Bardiman Il 16
171 D.l Baron | 41

172 D.I Baron Il 41

173 D.| Batur 42

174 D.| Batur Buntu 39.63
175 D.I Baturmacan 20
176 D.l Bawang 12.00

187 D.l Beber 50

188 D.l Benda 49.00
189 D.l Bendasari | 24
190 D.I Bendasari Il 32
191 D.1 Bengang 11.00
192 D.lI Berem | & Il 46
193 D.I Berem Il 50
194 D.| Biana 17.00
195 D.1 Blembeng 10
196 D.l Bodag 25.00
197 D.1 Bogem 20.00
198 D.I Bogor 50.00
199 D.l Bonokeling 19
200 D.I Bragayuda 24
201 D.I Brajageni 37
202 D.I Brayan 40

203 D.l Brobot 33.00
204 D.1 Brug 15

205 D.1 Bulu 18.76
206 D.l Bulu 15.00
207 D.1 Bunton 11 23.10
208 D.l Buntu 20

209 D.l Buton | 23

210 D.1 Caban 10.00
211 D.I Candra 10.00
212 D.l Candrangalih 10.81
213 D.1 Canduk | 20
214 D.1 Canduk Il 50

225 D.1 Cideng 1l 13
226 D.l Cideng I1l 20.00
227 D.1 Cikadu 45.00
228 D.I Cikokol 15.56
229 D.l Cikopeng 12.50
230 D.I Cilebur 31

231 D.l1 Cimande 10.00
232 D.I Cipandan 28.00
233 D.I Cipecang 40.00
234 D.1 Cipero 10.28
235 D.I Ciporol 19.64
236 D.I Cirebul 50

237 D.1 Ciregeng 30
238 D.I Cireong 40.00
239 D.I Ciruas 45.87
240 D.I Citalang 42

241 D.I Clibur 45.00
242 D.l Cukang Renggong 41.02
243 D.1 Curug 16.00
244 D.1 Curug 13.00
245 D.I Curug 22

246 D.I Curug Gong 32
247 D.| Dai 22

248 D.l Dakom 46.00
249 D.1 Dalem Il 35.02
250 D.1 Dalem 1l 12

251 D.1 Dalem Il 41
252 D.1 Dalem IV 29

263 D.l Dewana Il 36.00
264 D.l Dewana Il 11.00
265 D.l Duda 24

266 D.l Dukuh Ari 11.34
267 D.l Dukuh Manis 16
268 D.l Dukuh Sari 11
269 D.l Duren 11.75

270 D.I Galas 43.69

271 D.I Gampit 31.00
272 D.l Gandarusa 20.30
273 D.l Gandasuli 23.00
274 D.l Gandasuli 18.00
275 D.1 Gareng 40

276 D.1 Garu 28

277 D.l Gawe 11

278 D.I Gedang Kulon 33

279 D.l Gedang Wetan 24.00

280 D.l Gede 1.21

281 D.l1 Gembruk 38
282 D.1 Gending 13.00
283 D.I Gendung | 26
284 D.I Gendung Il 15
285 D.1 Genjik 50

286 D.I Genteng 4.20
287 D.1 Genting 12.00
288 D.l1 Genting 5.00
289 D.I Genting 2.00
290 D.1 Genting 20



291 D.1 Genting 17

292 D.I Genting 15

293 D.1 Gewot 23.37

294 D.l Gewot 46

295 D.I Gintung 17.00
296 D.l Gintung 43

297 D.l Gintung 26

298 D.I Gintung | 45.82
299 D.l Gintung | 22

300 D.I Gintung 11 23.10
301 D.1 Gintung 11l 46.30
302 D.I Glagah 20.00

303 D.I Glatik 7.20

304 D.I Gledeg 22.58
305 D.I Glonggong 33.22
306 D.I Gombong 9.51
307 D.l Gondang 50

308 D.I Gondang | 13

309 D.I Gondang Il 34.50
310 D.l Gondangbolong 25
311 D.1 Gowok 44.00

312 D.I Grawes 27

313 D.I Grewes 50.41
314 D.I Gualingsang 46
315 D.l Gumarang (gn Barang)
6.06

316 D.l Gumawang Il 8.77
317 D.1 Gumolor 26.43
318 D.I Gunung 43.67
319 D.l1 Gunung Gujil 20
320 D.I Gunungsari 20.00
321 D.1 Jambe 18.22

322 D.1 Jambon 17

323 D.1 Jati 16.00

324 D.1 Jati 32
325D.1Jatil 15

326 D.l1 Jembatan 2.79
327 D.1 Jengkol 20

328 D.I Jengkolan 32.50
329 D.I Jengok 30

330 D.1 Jeruk 12

331 D.I Jethak 42.00

332 D.I Julang 34

333 D.l Julen 25

334 D.1 Jungkel 20

335 D.I Kajar 19.00

336 D.l Kajeksan 10.20

337 D.I Kali Pong 11.94

338 D.I Kalideng 38

339 D.I Kaligawe 11.00

340 D.I Kaliputih I 50

341 D.I Kaliputih 11 40

342 D.I Kalisemo 25

343 D.1 Kamal 11

344 D.1 Kampel 28.00

345 D.l Kangen 7.79

346 D.I Kanthil 8.00

347 D.l Karang Wetan 12.00
348 D.I Karanganyar 37.00
349 D.l Karangkemiri 36
350 D.I Karangkemiri 20

351 D.I Karanglewas 15.00
352 D.I Karangmalang 10.00
353 D.I Karangnangka 13
354 D.1 Karwahan 15

355 D.I Karyamenggala 44.00
356 D.I Karyawitana 11.81
357 D.l Katam 17

358 D.I Kawung 39.65

359 D.1 Kd Bancet 40.00
360 D.I Kd Bekong 39.00
361 D.I Kd Songgom 19.00
362 D.l Kebo Gumulung 21.48
363 D.l Kecepak 1 44.40
364 D.l Kedondong Il 12

365 D.l Kedung Jengkol 18.50

366 D.l Kedung Nila 23.00
367 D.I Kedung Pari 20
368 D.I Kedungbancet 42
369 D.l Kedunglo 34

370 D.I Kedungmaung 42.56
371 D.I Kedungmulung 25
372 D.1 Kedungmundu 23
373 D.1 Kekel 15.00

374 D.1 Kemadu 7.89

375 D.I Kemancing 39.50
376 D.I Kemangkon 15
377 D.l Kemangsi 33.00
378 D.1 Kemantren 17
379 D.1 Kembangkoneng 15.00
380 D.l Kembaran 43.30
381 D.l Kemingsi 47

382 D.1 Kemiri 41

383 D.1 Kemiri 27.23

384 D.I1 Kemiri 11 15.00
385 D.1 Kemisik 32.00
386 D.I Kemisik I+ii 38
387 D.l Kemit 12

388 D.l Kemplang 37

389 D.I Kertadipa 46.00
390 D.I Kertasari 26.00
391 D.I Klapa 16

392 D.1 Kleja 6.00

393 D.I Kluwih 9.00

394 D.I Kluwih 20

395 D.I Kluwih 12

396 D.I Kluwing 13.70
397 D.1 Kokosan 23.00
398 D.I Koneng 32

399 D.1 Kracak 1 9.00

400 D.I Kracak Il 15.00
401 D.l Kracakan 31.00
402 D.l Kracakan 50

403 D.l Krajan 13

404 D.l Krajan A,b 16.31
405 D.l Kranji 11.55
406 D.I Krapyak 40.00
407 D.I Krecek 17.00
408 D.I Krinjing 17.00
409 D.I Krinjing 8.42
410 D.1 Kuburan 10.00
411 D.l Kuburan 35
412 D.1 Kuneng 27.87
413 D.l Kurak 46.35
414 D.| Kurak 20

415 D.l Langseb 19
416 D.l Larangan 15.00
417 D.l Lebak | 45

418 D.l Lebeng | 14
419 D.1 Lebeng 11 12.00
420 D.l Lebeng Il 16
421 D.I Leler | 27

422 D.l Leler 11 26.00
423 D.l Lesung 19

424 D.| Leweng 22

425 D.l Lingga 25

426 D.l Lingseng 29.00
427 D.l Lingsi 47

428 D.l Lobangkara 16
429 D.l Lokasana 46.00
430 D.l Loning 12.00
431 D.I Lopasir 33

432 D.l Losari 31.10
433 D.l Lumbir 15

434 D.| Lurah 25

435 D.I Luwuk 14.00
436 D.| Makam Dawa 22
437 D.l Malik 28

438 D.l Manggala 17.00
439 D.l Manggis 44.00
440 D.I Manggis 9.60
441 D.l Mangli 25



442 D.l Maprok 15.00
443 D.1 Mejingklak 29.00
444 D.l Menganti 40.00
445 D.I Menyawak 26.30
446 D.l Menyawak 11.60
447 D.| Mertawinata 45
448 D.l Mijen 2.75

449 D.I Mintel 35.00

450 D.l Mremeng | 15.23
451 D.l Mremeng 11 20.00
452 D.l1 Mremong | 15
453 D.l Mremong Il 27
454 D.l Muntu 20.00

455 D.l Murma 27.16

456 D.l Muthu 25

457 D.l Nagog 5.00

458 D.l Nayapatok 49
459 D.l Ngasiman 12

460 D.I Nistur 15

461 D.l Pacar 26

462 D.l Pacekelan 38
463 D.l Pada 15.00

464 D.l Paduraksa 41.00
465 D.l Padureksa 20
466 D.l Pagu 17

467 D.l Pakembaran 27
468 D.I Paleng Tungit 49
469 D.I Palengan 10.00
470 D.1 Palengan 10.00
471 D.l Panconggalas 11.08
472 D.l Panconggalas 8.00
473 D.l Pandu 33

474 D.l Panemon 30

475 D.l Panemon 20

476 D.l Pangan 44.50
477 D.l Pangimplengan 29
478 D.l Parakan 32.82
479 D.l Parakan Dangu 21

480 D.I Parung 21.70
481 D.l Pasang 15

482 D.l Pasung 34

483 D.| Paterusan 10.00
484 D.| Pedali 19

485 D.l Pejogol 11

486 D.| Pekunden 13
487 D.l Pelem 32

488 D.l Pelem | 17

489 D.I Pelita Sari 29.00
490 D.I Pelitasari 5.00
491 D.I Penariban 29.00
492 D.l Penaruban 48.19
493 D.| Pendil 34.78
494 D.| Pengarengan 45
495 D.l Pengasinan 38.00
496 D.| Penyawaran 22.01
497 D.l Perna 11.00

498 D.I Pertapen 11.00
499 D.| Pesandor 50

500 D.I Pesantren 49

501 D.l Pesawahan 49
502 D.I Pete 11

503 D.I Petung 30.79
504 D.I Petung 27.00
505 D.I Pinang 15

506 D.I Pinang I, 11 24.00
507 D.l Pinangupit 35
508 D.I Pingit 22.00

509 D.I Pliken | 50.44
510 D.I Pliken 11 8.00
511 D.I Pliken 111 5.00
512 D.I Plumbukan 25.00
513 D.I Porong 12

514 D.l Pucung 32

515 D.l Pudak 16.00

516 D.I Pulai 15.00

517 D.l Pule 11.06

518 D.I Putri 13

519 D.I Radem 15.00
520 D.I Rahburan 13.00
521 D.I Randu 24.83
522 D.I Randu 21.00
523 D.l Rangon 40

524 D.| Rawatapen 26
525 D.I Rembe 15.00
526 D.I Rembe Il 49
527 D.I Sadipa 11

528 D.I Salam 39

529 D.I Salam 20

530 D.l Sampak 30

531 D.I Sapi 15.98

532 D.I Sarangan 29
533 D.I Sarangan 11
534 D.I Sarangan 22.00
535 D.I Sarangan | 13
536 D.I Sarangan Il 15
537 D.I Sawangan 26.00
538 D.I Sawunggati Il 25
539 D.I Sawungjati | 32
540 D.I Seling 29.00
541 D.I Selo 5.25

542 D.l Semar 27

543 D.l Sengang 22

544 D.I Sengon 8.60
545 D.I Serek 20

546 D.I Sero 14.38

547 D.I Sidarata 41

548 D.I Sidodadi 12

549 D.I Sidomas 38.00
550 D.I Siduda 25.00
551 D.I Siduda 10.50
552 D.I Sigodog 10.00
553 D.I Sijambu 26

554 D.I Sijopak 20.74
555 D.I Sikandang 10.00

556 D.I Sikepel 48

557 D.I Siketeng 20

558 D.I Sikuda 40.66

559 D.I Silangan 40

560 D.I Simawut 26

561 D.I Sipiti 7.00

562 D.I Sirongge 44

563 D.I Sitieng 1 35.00
564 D.I Sitieng Il 15.00
565 D.I Situwangi 13

566 D.I Siwulung 17

567 D.I Slamet 7.00

568 D.I Slatri 7.06

569 D.I Slekat | 13.40
570 D.I Slekat 1l 24.00
571 D.I Sogra 11.00

572 D.l Sogra Yuda 30
573 D.I Srengseng 20.00
574 D.I Sumba | 18

575 D.I Sumba Il 17

576 D.I Sumber 25

577 D.I Sumurup 20

578 D.l Sungkalan 38
579 D.I Supit Urang 30
580 D.I Supiurang 47

581 D.I Surakrama 15.00
582 D.I Surati 11

583 D.I Susukan 49

584 D.I Susukan | 19

585 D.I Suwuk 25.92

586 D.I Taliwangsan 1.50
587 D.I Talun 20

588 D.l Taman 34.00

589 D.I Tambak 32.07
590 D.l Tambak Baya 20.00
591 D.I Tambaknegara 35
592 D.l Tangsen | 12

593 D.I Tangsen Il & Il 27



594 D.I Tansen 4, 5, 6 32.20
595 D.l Tapen 29

596 D.I Taruk 12

597 D.l Tawa 15

598 D.I Teki 20

599 D.l Tengah 17

600 D.l Tengah I 11

601 D.I Tengah 1l 28

602 D.l Tengah Prok 44

603 D.I Tenggarong 12

604 D.I Tipar 36

605 D.I Tirta Jiwa 10.50
606 D.I Tlaga 37

607 D.l Tlaganangka 20.00
608 D.l Tlaganangka 18

609 D.I Tongtong Orong 10.00
610 D.I Tuban 13.43

611 D.I Tuban I+ii 40

612 D.1 Tuk 19

613 D.1 Tuk 17.53

614 D.l Tumiang 22.00
615 D.I Tumiyang 21.00
616 D.l Tumpangsari 29.00
617 D.1 Umbul 2.46

618 D.I Upas Bul 22

619 D.l Upasbul 14.25
620 D.I Urang 11

621 D.1 Wadas 37

622 D.l Wadas 27

623 D.1 Wadas Kelir 18.57
624 D.1 Wali 11.00

625 D.l Wanakrapa 10
626 D.l Wanalaba 44

627 D.l Wanaloba 49.48

628 D.l Wangan Cede 41.31
629 D.l Wangan Gede 14
630 D.I Wanganduren 28.25
631 D.l Warak 12

632 D.I Warakropo 7.00
633 D.l Wareksa 25

634 D.l Wareng 25

635 D.1 Warin 10.00

636 D.l Waru 32.00

637 D.l Wates 14

638 D.l Watu Bancet 11.97
639 D.l Watugoyang 14.00
640 D.I Watukambang 46
641 D.| Watuwera 36

642 D.1 Winong 1.50

643 D.1 Wlahar Il 25

644 D.l Wringin 20.00

645 D.l Wringin 15.00

646 D.I Wringin 10.00

647 D.l Wulan 10.00

648 D.l Wuluh 20.00

649 D.l Wungkal Plered 24
650 D.l Wungu 24.34

651 D.l Wungu 12.00

652 D.I Wungu 10.00

653 D.l Yuda 10.00
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Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banyumas
Tahun 2011 - 2031

Tahun Perencanaan Indikasi
No Program Utama Lokasi PIM 1 PIM | PJM PJM Anggaran Sumber Dana Instansi
112131als 5 3 4 (Rp. Pelaksana
000.000)
Perwujudan Rencana Struktur Ruang
1. Pengembangan Pusat Kegiatan
a. Pusat Kegiatan Wilayah
- pengembangan fasilitas | Perkotaan 500 | APBD  Kab, | Bappeda,
pendidikan tinggi Purwokerto APBD  Prov, | DCKKTR
APBN
- pengoptimalan fasilitas kesehatan | Perkotaan 2.000 | APBD Kab, | Bappeda,
Tipe B pendidikan Purwokerto APBD  Prov, | DCKKTR
APBN
- pengoptimalan fungsi perbankan Perkotaan 500 | APBD Kab, | Bappeda,
Purwokerto dan APBD | DCKKTR
Prov.
- pengembangan kawasan wisata | Perkotaan 5.000 | APBD Kab, | Bappeda,
buatan dan wisata budaya Purwokerto dan APBD | DCKKTR,
Prov. Dinporabudpar
- pengembangan fasilitas | Perkotaan 500 | APBD Kab, | Bappeda,
perdagangan berskala regional Purwokerto dan APBD | DCKKTR
Prov.
- peningkatan pelayanan jasa | Perkotaan 300 | APBD  Kab, | Bappeda,
pemerintahan Purwokerto dan APBD | DCKKTR
Prov.
b. Pusat Kegiatan Lokal
- pengembangan fasilitas | Banyumas, Ajibarang, 5.000 | APBD Kab. Bappeda
pendidikan; Sokaraja dan
Wangon
- peningkatan pelayanan jasa | Banyumas, Ajibarang, 1.000 | APBD Kab. Bappeda
pemerintahan; Sokaraja dan
Wangon
- pengembangan pusat | Banyumas, Ajibarang, 2.000 | APBD Kab. Dinperindagkop
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perbelanjaan skala kabupaten; Sokaraja dan
Wangon
- Pengoptimalan rumah sakit Tipe | Banyumas 700 | APBD Kab. Dinas Kesehatan
B pendidikan
- peningkatan puskesmas rawat | Ajibarang, Sokaraja 700 | APBD Kab. Dinas Kesehatan
inap menjadi rumah sakit tipe C; dan Wangon
- peningkatan rumah sakit tipe C | Ajibarang, Sokaraja 700 | APBD Kab. Dinas Kesehatan
menjadi tipe B dan Wangon
c. Pusat Pelayanan Kawasan
- pengembangan fasilitas | Wilayah PPK 1.000 | APBD Kab. Bappeda
pendidikan;
- peningkatan pelayanan jasa | Wilayah PPK 700 | APBD Kab. Bappeda
pemerintahan skala kecamatan;
- pengembangan pusat | Wilayah PPK 1.000 | APBD Kab. DInperindagkop
perbelanjaan skala kecamatan;
dan
- pengembangan puskesmas rawat | Sumpiuh, Lumbir, 1.000 | APBD Kab. Dinas Kesehatan
inap Gumelar, Sumbang,
Kalibagor, dan
Karanglewas.
d. Pusat Pelayanan Lingkungan
- pengembangan fasilitas | Wilayah PPL 1.000 | APBD Kab. Dinas
pendidikan; Pendidikan
- peningkatan pelayanan jasa | Wilayah PPL 700 | APBD Kab. Bappeda
pemerintahan desa;
- pengembangan pasar desa; dan Wilayah PPL 1.000 | APBD Kab. Dinperindagkop
- pengembangan puskesmas | Wilayah PPL 700 | APBD Kab. Dinas Kesehatan
pembantu.
2. Pengembangan Sistem Jaringan
Prasarana Utama
a. Sistem Jaringan Tranportasi Darat
- Peningkatan jalan arteri primer yang berstatus jalan nasional
1) jalan penghubung Wangon 100.000 | APBN Bina Marga

Karangpucung — Wangon;
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2) jalan penghubung Rawalo — Rawalo 100.000 | APBN Bina Marga
Sampang;

3) jalan penghubung Sampang — | Buntu 100.000 | APBN Bina Marga
Buntu;

4) jalan penghubung Wangon — Wangon, Banyumas 100.000 | APBN Bina Marga
Batas Banyumas Tengah;

5) jalan penghubung Purwokerto | Purwokerto, Patikraja 100.000 | APBN Bina Marga
— Patikraja;

6) jalan penghubung Patikraja — Patikraja, Rawalo 100.000 | APBN Bina Marga
Rawalo;

Peningkatan jalan kolektor primer yang berstatus jalan nasional

1) jalan penghubung Wangon — Wangon 75.000 | APBN Bina Marga
Menganti;

2) jalan penghubung Menganti — | Rawalo 75.000 | APBN Bina Marga
Rawalo;

3) jalan penghubung Buntu — Buntu, Banyumas 75.000 | APBN Bina Marga
Banyumas;

4) jalan penghubung Banyumas Banyumas 75.000 | APBN Bina Marga
— Batas Banyumas utara;

5) jalan penghubung Batas Banyumas 75.000 | APBN Bina Marga
Banyumas Tengah —
Klampok;

6) jalan penghubung Batas Kab. | Ajibarang 75.000 | APBN Bina Marga
Tegal — Ajibarang;

7) jalan penghubung Ajibarang — | Ajibarang, Wangon 75.000 | APBN Bina Marga
Wangon;

8) jalan penghubung Ajibarang — | Ajibarang, 75.000 | APBN Bina Marga
Batas Kota Purwokerto; Purwokerto

9) jalan penghubung Batas Kota | Purwokerto, Sokaraja 75.000 | APBN Bina Marga
Purwokerto — Sokaraja;

10)jalan penghubung Sokaraja — | Sokaraja 75.000 | APBN Bina Marga
Kaliori;

11)jalan penghubung Kaliori — Banyumas 75.000 | APBN Bina Marga
Banyumas;

12)Jalan Pattimura; Jalan Pattimura 75.000 | APBN Bina Marga
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13)Jalan Yos Sudarso; Jalan Yos Sudarso 75.000 | APBN Bina Marga

14)Jalan Sudirman; Jalan Sudirman 75.000 | APBN Bina Marga

15)Jalan Gerilya; dan Jalan Gerilya 75.000 | APBN Bina Marga

16)Jalan Veteran. Jalan Veteran 75.000 | APBN Bina Marga

Pengembangan jalan kolektor primer dan/atau jalan strategis provinsi yang berstatus jalan provinsi

1) jalan penghubung Purwokerto | Purwokerto, 75.000 | APBD Prov Bina Marga
— Baturaden; Baturadem

2) jalan penghubung Sokaraja — | Sokaraja 75.000 | APBD Prov Bina Marga
Purbalingga;

3) jalan penghubung Kaliori — Patikraja 75.000 | APBD Prov Bina Marga
Patikraja;

4) jalan penghubung Menganti — | Manganti 75.000 | APBD Prov Bina Marga
Kesugihan;

5) Jalan Dr. Gumbreg; Purwokerto 75.000 | APBD Prov Bina Marga

6) Jalan Raden Patah; Purwokerto 75.000 | APBD Prov Bina Marga

7) Jalan Sunan Bonang; dan Purwokerto 75.000 | APBD Prov Bina Marga

8) Jalan Sunan Ampel. Purwokerto 75.000 | APBD Prov Bina Marga

9) jalan penghubung Purwokerto | Purwokerto, 75.000 | APBD Prov Bina Marga
— Baturaden; Baturaden

10)jalan penghubung Sokaraja — 75.000 | APBD Prov Bina Marga
Purbalingga;

Peningkatan dan pengembangan jalan berstatus jalan kabupaten

1) Pengembangan jalan lingkar Sokaraja 75.000 | APBD Kab Bina Marga
utara dan jalan lingkar selatan
Sokaraja;

2) Peningkatan jalur jalan lingkar | Tambak, Sumpiuh 75.000 | APBD Kab Bina Marga
Tambak — Sumpiuh;

3) Pengembaan jalan Purwokerto 75.000 | APBD Kab Bina Marga
Pegalongan — Gunung Tugel
— Purwokerto Selatan;

4) pengembangan ruas jalan Sokaraja 75.000 | APBD Kab Bina Marga

Sokaraja — Kalibagor —
Bandara Wirasaba Kabupaten
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Purbalingga dan jembatan
penghubung di Desa Petir
Kecamatan Kalibagor;

5) Peningkatan jalan Purwokerto 75.000 | APBD Kab Bina Marga
penghubung jalan Jenderal
Sudirman — jalan Gerilya;
6) Peningkatan akses jalan Baturaden 75.000 | APBD Kab Bina Marga
menuju kawasan
pengembangan
pertambangan Panas Bumi
Baturaden; dan
7) Pengembangan jalan Purwokerto 75.000 | APBD Kab Bina Marga
Dukuhwaluh — Kembaran —
Sumbang — Purbalingga.
Penyediaan angkutan umum Seluruh  wilayah di 75.000 | APBD Kab Dinhubkominfo
Kab. Banyumas
Pengembangan terminal | Perkotaan 125.000 | APBD Kab Dinhubkominfo
penumpang Tipe A di Perkotaan | Purwokerto,
Purwokerto
Pengembangan terminal | Ajibarangm an 125.000 | APBD Kab Dinhubkominfo
penumpang Tipe B di Kecamatan | Wangon
Ajibarang dan Kecamatan
Wangon
Pengembangan terminal | Sokaraja, Patikraja, 125.000 | APBD Kab Dinhubkominfo
penumpang Tipe C Karanglewas, dan
Purwojati
Pembangunan terminal | Banyumas. 125.000 | APBD Kab Dinhubkominfo
penumpang Tipe B di Kecamatan
Banyumas
Penyediaan terminal barang Patikraja, Ajibarang, 125.000 | APBD Kab Dinhubkominfo
Wangon, dan
Kemranjen
Penyediaan terminal  barang | Patikraja 125.000 | APBD Kab Dinhubkominfo

terintegrasi dengan stasiun Notog

Sistem Jaringan Tranportasi Perkeretaapian
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Pembukaan jalur kereta api

= jalur kereta api komuter | Purwokerto 400.000 | APBD Prov | Dinhubkominfo
Purwokerto — Slawi dan APBN
= jalur kereta api komuter | Purwokerto 400.000 | APBD Prov | Dinhubkominfo
Purwokerto — Kutoarjo dan APBN
- Pengembangan jalur ganda 600.000 | APBD  Kab, | Dinhubkominfo
kereta api Cirebon — Kroya APBD  Prov,
APBN
- Pengembangan jalur ganda 600.000 | APBD Kab, | Dinhubkominfo
kereta api Kroya — Kutoarjo APBD  Prov,
APBN
- Peningkatan stasiun kereta api | Seluruh  wilayah di 125.000 | APBD  Kab, | Dinhubkominfo
eksisting Kab. Banyumas APBD  Prov,
APBN
3. Sistem Jaringan Prasarana Lainnya
a. Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Energi
- Pemeliharaan  jaringan  pipa | Kebasen, Kemranjen, 6.000 | APBD Kab, | DESDM
minyak dan gas bumi Maos- | Sumpiuh, Tambak. APBD  Prov,
Jogyakarta APBN
- Pengembangan jaringan | Seluruh  wilayah di 60.000 | APBD Kab DESDM
transmisi dan distribusi Kab. Banyumas
- Pengembangan Pembangkit | Kecamatan 30.000 | APBD Prov DESDM
Listrik Tenaga Panas Bumi Baturaden,
Cilongkok, Pekuncen,
Karanglewas,
- Pengembangan Pembangkit | Kecamatan Kebasen, 6.600.000 | APBD Prov, | DESDM
Listrik Tenaga Surya di wilayah | Cilongok, Pekuncen, Swasta.
yang tidak terjangkau oleh | dan Sumpiuh.
sambungan jaringan listrik
- Pengembangan Pembangkit | Kecamatan Cilongok, 600.000 | APBD Prov DESDM

Listrik Tenaga Mikro Hidro

Karanglewas,
Kebasen,
Kedungbanteng,
Baturaden,
Pekuncen.
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- Pemeliharaan gardu induk Kecamatan Rawalo, 300 | APBD Kab DESDM
Purwokerto Selatan
Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi
- Penyediaan fasilitas pelayanan | Seluruh wilayah di 300.000 | APBD  Kab. | Dinhubkominfo
dan perluasan jangkauan | Kab. Banyumas Swasta
telekomunikasi
- Penyediaan dan pengendalian | Seluruh  wilayah di 300 | APBD Kab. Dinhubkominfo
menara telekomunikasi bersama Kab. Banyumas
- Penyediaan fasilitas internet Seluruh  wilayah di 2.000 | APBD Kab. Dinhubkominfo,
Kab. Banyumas DCKKTR
Pengembangan Sistem Jaringan Sumberdaya Air
- Pembangunan tebing pengaman | Kecamatan Rawalo, 200.000 | APBD Kab, | DSDABM
di wilayah sungai Serayu - | Kebasen, Patikraja, APBD  Prov,
Bogowonto Kalibagor,dan APBN
Banyumas
- Normalisasi sungai di wilayah | Kecamatan Rawalo, 200.000 | APBD Kab, | DSDABM
sungai Serayu — Bogowonto Kebasen, Patikraja, APBD  Prov,
Kalibagor, dan APBN
Banyumas
- pembuatan embung Kecamatan 200.000 | APBD  Kab, | DSDABM
Kemranjen, APBD  Prov,
Kalibagor, dan APBN
Wangon,
- Konversi lahan tidak produktif Seluruh  wilayah di 140.000 | APBD Kab, | DSDABM
Kab. Banyumas APBD  Prov,
APBN
- konservasi situ Kecamatan Cilongok, 1.000.000 | APBD Kab, | DSDABM
Jatilawang, Wangon, APBD  Prov,
dan Kemranjen APBN
- Penyediaan instalasi pengolahan | Seluruh  wilayah di 200.000 | APBD  Kab, | DSDABM
air permukaan Kab. Banyumas APBD  Prov,
APBN
- Pemanfaatan sumur air dalam | Sumur dalam I, I 200.000 | APBD  Kab, | DSDABM
sesuai kapasitas terpasang Kalibagor, APBD  Prov,
Sumur dalam I APBN
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Kutasari,
Sumur  dalam

Kedungmalang,

Sumur dalam

Sokajati, Pasir

Muncang,

Sumur dalam

Purwokerto Lor,

Sumur dalam

Rempoah.
Pelaksanaan reboisasi pada | Seluruh  wilayah di 200.000 | APBD  Kab, | DSDABM
kawasan di sekitar sumber air | Kab. Banyumas APBD  Prov,
baku APBN
Pemeliharaan kawasan di sekitar | Seluruh  wilayah di 200.000 | APBD Kab, | DSDABM
sumber air baku dari pencemaran | Kab. Banyumas APBD  Prov,
air APBN
Pembangunan jaringan pipa | Seluruh  wilayah di 200.000 | APBD  Kab, | DSDABM
distribusi dan transmisi air minum | Kab. Banyumas APBD  Prov,
dalam  perluasan  jangkauan APBN
pelayanan
Pemeliharaan sarana dan | Seluruh  wilayah di 200.000 | APBD Kab, | DSDABM
prasarana distribusi air minum Kab. Banyumas APBD  Prov,

APBN
Pemeriksaan kualitas sumber air | Seluruh  wilayah di 400.000 | APBD Kab, | DSDABM,
baku tradisional secara berkala Kab. Banyumas APBD  Prov, | Dinpertanbunhut
APBN

Penyediaan hidrant umum dan | Seluruh  wilayah di 200.000 | APBD  Kab, | DSDABM
kran umum pada wilayah yang | Kab. Banyumas APBD  Prov,
belum terlayani air minum APBN
Rehabilitasi sistem jaringan irigasi | Seluruh  wilayah di 200.000 | APBD  Kab, | DSDABM
yang dalam kondisi rusak berat, | Kab. Banyumas APBD  Prov,
rusak sedang, dan rusak ringan APBN
Peningkatan  fungsi jaringan | Seluruh  wilayah di 200.000 | APBD  Kab, | DSDABM
irigasi dari irigasi setengah teknis | Kab. Banyumas APBD  Prov,
menjadi irigasi teknis dan dari APBN
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irigasi non-teknis menjadi irigasi
setengah teknis

- Pelaksanaan pelatihan | Seluruh  wilayah di 200.000 | APBD  Kab, | DSDABM
keterampilan bagi perkumpulan | Kab. Banyumas APBD  Prov,
petani pemakai air dalam APBN
pengelolaan irigasi, pertanian,
dan kelembagaan

Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

- Penyediaan sistem pengolahan | Seluruh  wilayah di 5.000 | APBD Kab. DCKKTR, BLH
limbah mandiri dan komunal Kab. Banyumas

- Pengelolaan sampah berbasis | Seluruh  wilayah di 15.000 | APBD Kab. DCKKTR, BLH
masyarakat dengan konsep 3R, | Kab. Banyumas
yaitu Reduce (mengurangi),
Reuse (menggunakan kembali),
dan Recyle (mendaur ulang).

- Pembangunan Tempat | Kalibagor, dan 50.000 | APBD Kab, | DCKKTR, BLH
Pemrosesan Akhir dengan sistem | Ajibarang APBD Prov.
Sanitary Landfill

- Pembangunan Tempat | Setiap kecamatan 10.000 | APBD  Kab, | DCKKTR, BLH
Penampungan Sementara (TPS) APBD Prov.
dan/atau Tempat Pengolahan
Sampah Terpadu (TPST) di lokasi
strategis

- Penambahan fasilitas | Seluruh  wilayah di 2.000 | APBD Kab, | DCKKTR, BLH
persampahan di setiap wilayah | Kab. Banyumas APBD Prov.
meliputi tempat sampah di
perkotaan, gerobak sampah,
kontainer, dan truk sampah

- Pembuatan dan pengembangan | Pada lokasi industri 10.000 | APBD  Kab, | DCKKTR, BLH
IPAL APBD Prov.

- Penyusunan masterplan drainase | Perkotaan 500 | APBD  Kab, | Bappeda,
perkotaan Purwokerto APBD Prov, | DCKKTR

APBN

- Pembuatan saluran drainase | Perkotaan 20.000 | APBD  Kab, | DCKKTR

perkotaan Purwokerto APBD  Prov,
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APBN

- Pembuatan sumur resapan air | Perkotaan 10.000 | APBD Kab, DCKKTR
hujan dan biopori Purwokerto

- Pembuatan saluran drainase | Perkotaan
perkotaan Purwokerto

- Pemeliharaan jalur dan ruang | Seluruh wilayah di 10.000 | APBD  Kab, | Bappeda,
evakuasi bencana alam. Kab. Banyumas APBD Prov, | DCKKTR

APBN
Il Perwujudan Rencana Pola Ruang
1. Kawasan Lindung
a. Hutan Lindung

- Penetapan dan pengukuran batas | Kawasan Hutan 200 | APBD Kab. Dinpertanbunhut
kawasan hutan lindung Lindung

- Rehabilitasi dan revitalisasi | Kawasan Hutan 20.000 | APBD Kab, | Dinpertanbunhut
kawasan hutan lindung Lindung APBD Prov.

b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya

- Pengendalian pemanfaatan | Seluruh  wilayah di 4.000 | APBD Kab. Dinpertanbunhut,

kawasan resapan air Kab. Banyumas BLH
c. Kawasan Perlindungan Setempat

- Pemeliharaan, rehabilitasi dan | Seluruh  wilayah di 20.000 | APBD Kab, | Dinpertanbunhut,
revitalisasi kawasan sekitar mata | Kab. Banyumas APBD Prov. BLH
air

- Penataan Kawasan sekitar | Seluruh sungai, 4.000 | APBD Kab. Bappeda,
sempadan sungai khususnya kawasan DCKKTR

Perkotaan

- Penertiban bangunan di | Seluruh sungai, 2.000 | APBD Kab. DCKKTR,

sempadan sungai khususnya kawasan SATPOL PP
Perkotaan

- Pengembangan RTH pada | Seluruh wilayah di 2.000 | APBD Kab. Bappeda,
pekarangan rumah dan bangunan | Kab. Banyumas DCKKTR
umum;

- Pembangunan jalur hijau pada | Seluruh wilayah di 2.000 | APBD Kab. Bappeda,
sempadan sungai, tepi jalan | Kab. Banyumas DCKKTR
dan/atau median jalan;

- Pengembangan hutan  kota, | Seluruh wilayah di 2.000 | APBD Kab. Bappeda,
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taman kota, dan taman | Kab. Banyumas DCKKTR
lingkungan pada kawasan
perkotaan; dan
- Mempertahankan luasan ruang | Seluruh  wilayah di 2.000 | APBD Kab. Bappeda,
terbuka hijau pada kawasan | Kab. Banyumas DCKKTR
perkotaan
d. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya
- Pelestarian  fungsi  kawasan | Kawasan Gunung 20.000 | APBD  Kab, | Dinpertanbunhut
Kebun Raya Baturaden Slamet APBD Prov.
- Rencana Tata Bangunan dan | Seluruh  wilayah di 1.800 | APBD Kab. DCKKTR
Lingkungan Kawasan yang | Kab. Banyumas
berfungsi wisata
e. Kawasan Rawan Bencana Alam
- Penanaman tanaman konservasi | Seluruh  wilayah di 4.000 | APBD Kab. Dinpertanbunhut,
pada kawasan rawan bencana | Kab. Banyumas BLH
tanah longsor
- Revitalisasi rumah panggung | Seluruh  wilayah di 4.000 | APBD Kab. Dinpertanbunhut,
pada kawasan rawan bencana | Kab. Banyumas BLH
banjir
f. Kawasan Lindung Geologi
- Pelestarian Cekungan Air Tanah 2.000 | APBD Kab. Dinpertanbunhut,
Purwokerto-Purbalingga; BLH
- Pelestarian Cekungan Air Tanah 2.000 | APBD Kab. Dinpertanbunhut,
Kroya; dan BLH
- Pelestarian Cekungan Air Tanah 2.000 | APBD Kab. Dinpertanbunhut,
Cilacap. BLH
g. Kawasan Lindung Lainnya
- Pelestarian keanekaragaman | Seluruh  wilayah di 2.000 | APBD Kab. Dinpertanbunhut,
hayati pada kawasan lindung | Kab. Banyumas BLH
plasma Nutfah
- Penetapan batas kawasan | Seluruh  wilayah di 2.000 | APBD Kab. Dinpertanbunhut,

lindung yang dikelola masyarakat

Kab. Banyumas

BLH

2. Kawasan Budidaya

a. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi
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- Rehabilitasi sumberdaya alam | Seluruh  wilayah di 30.000 | APBD Kab., | BLH

dengan tanaman konservasi Kab. Banyumas APBD Prov., | Dinpertanbunhut
APBN

Kawasan Hutan Rakyat

- Pengembangan komoditas hutan | Seluruh  wilayah di
rakyat Kab. Banyumas

Kawasan Peruntukan Pertanian

- Studi Penetapan Sawah | Seluruh  wilayah di 900 | APBD Kab. Bappeda,
Pertanian Pangan Berkelanjutan Kab. Banyumas Dinpertanbunhut

- Pemeliharaan saluran irigasi pada | Seluruh  wilayah di 100.000 | APBD Kab., | DSDABM
kawasan pertanian lahan basah Kab. Banyumas APBD Prov.,

APBN

- Perluasan areal tanam dan | Seluruh  wilayah di 50.000 | APBD Kab. Dinpertanbunhut
pengolahan lahan dengan | Kab. Banyumas
menggunakan teknologi yang
sesuai

- Peningkatan produktivitas | Seluruh  wilayah di 20.000 | APBD Kab. Dinpertanbunhut
pertanian dan perbaikan Nilai | Kab. Banyumas
Tukar Petani (NTP).

- Mencegah konversi lahan | Seluruh  wilayah di 5.000 | APBD Kab., | Dinpertanbunhut
pertanian lahan basah untuk | Kab. Banyumas APBD Prov.,
penggunaan diluar pertanian

- Penambahan sarana dan | Seluruh  wilayah di 1.000 | APBD Kab., | Dinpertanbunhut
prasarana  pendukung  serta | Kab. Banyumas APBD Prov.,
pengolahan hasil-hasil pertanian APBN

- Peningkatan mutu intensifikasi - | Seluruh  wilayah di 5.000 | APBD Kab., | Dinpertanbunhut
perbaikan varietas dan | Kab. Banyumas APBD Prov.,
diversifikasi APBN

- Pengembangan teknologi dan | Seluruh  wilayah di 10.000 | APBD Kab. Dinpertanbunhut
informasi pertanian Kab. Banyumas

- Peningkatan mutu produksi dan | Seluruh  wilayah di 5.000 | APBD Kab. Dinpertanbunhut
perbaikan pemasaran Kab. Banyumas

Kawasan Peruntukan Perikanan

- Pengembangan dan peningkatan | Seluruh  wilayah di 100.000 | APBD Kab., | Disnakkan
mutu perikanan Kab. Banyumas APBD Prov.,
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APBN

- peningkatan mutu produksi dan | Seluruh  wilayah di 10.000 | APBD Kab. Disnakkan
perbaikan pemasaran Kab. Banyumas
Kawasan Peruntukan Pertambangan
- Inventarisasi potensi bahan | Seluruh  wilayah di 500 | APBD Kab. DESDM
tambang mineral; Kab. Banyumas
- pengembangan komoditas hasil | Seluruh  wilayah di 2.000 | APBD Kab. DESDM
tambang yang bernilai ekonomi Kab. Banyumas
- penetapan kawasan | Seluruh  wilayah di 1.000 | APBN, APBD | DESDM
pertambangan mineral dalam WP | Kab. Banyumas Kab.
yang berupa WUP dan WPR
- pengembangan kawasan | Seluruh  wilayah di 2.000 | APBD Kab., | DESDM
pertambangan  yang ramah | Kab. Banyumas APBD  Prov.,,
lingkungan APBN,
Swasta
- pengembangan panas bumi | Seluruh  wilayah di 6.600.000 | APBD Kab., | DESDM
Baturaden Kab. Banyumas APBD Prov.,
APBN,
Swasta
- penyusunan petunjuk teknis | Seluruh  wilayah di 250 | APBD Kab. DESDM
pertambangan  bahan galian | Kab. Banyumas
mineral batuan
Kawasan Peruntukan Pariwisata
- Pengembangan kawasan wisata | Seluruh  wilayah di 5.000 | APBD Kab. Dinporabudpar
air Serayu River Voyage Kab. Banyumas
- Penyediaan sarana dan | Seluruh  wilayah di 3.000 | APBD Kab., | Dinporabudpar
prasarana berstandar sesuai | Kab. Banyumas APBD Prov.
tingkat layanan obyek wisata
- Penyusunan Rancangan induk | Seluruh  wilayah di 200 | APBD Kab. Dinporabudpar
Pengembangan Kawasan | Kab. Banyumas
Pariwisata
- Pembentukan pola jalur wisata | Seluruh  wilayah di 100 | APBD Kab. Dinporabudpar
intra dan inter Kabupaten | Kab. Banyumas
Banyumas
- Pengembangan pusat pelayanan | Seluruh  wilayah di 100 | APBD Kab. Dinporabudpar
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wisata dan informasi wisata
secara terpadu

Kab. Banyumas

g. Kawasan Peruntukan Industri

- Penyusunan rencana tata ruang | Seluruh  wilayah di 2.000 | APBD. Kab. Bappeda,
rinci kawasan peruntukan industri | Kab. Banyumas DCKKTR,
Dinperindagkop
- Pembinaan dan pembentukan | Seluruh  wilayah di 4.000 | APBD Kab., | Dinperindagkop
kelompok industri menengah dan | Kab. Banyumas APBD Prov.
industri kecil.
h. Kawasan Peruntukan Permukiman
- Studi perencanaan permukiman | Seluruh  wilayah di 300 | APBD Kab. DCKKTR
berlantai banyak | Kab. Banyumas
(apartemen/rumah susun)
- Pengembangan sarana | Seluruh  wilayah di 6.000 | APBD Kab., | Bappeda,
lingkungan perkotaan Kab. Banyumas APBD Prov., | DCKKTR
APBN
- Pengembangan rumah sehat huni | Seluruh  wilayah di 10.000 | APBD Kab. DCKKTR
Kab. Banyumas
- Pengembangan IPAL Komunal Seluruh  wilayah di 5.000 | APBD Kab. BLH, DCKKTR
Kab. Banyumas
i. Kawasan peruntukan lainnya
- Penataan dan pengelolaan | Seluruh  wilayah di 300 | APBN Kementerian
kawasan pertahanan dan | Kab. Banyumas Pertahanan
keaman; dan
- Pemenuhan syarat-syarat standar | Seluruh  wilayah di 300 | APBN Kementerian
kebutuhan militer dan keamanan | Kab. Banyumas Pertahanan
bagi permukiman penduduk di
sekitarnya
1l Perwujudan Kawasan Strategis
a. Kawasan Strategis Bidang Pertumbuhan Ekonomi
- Penataan kawasan perdagangan | Perkotaan 5.000 | APBD Kab., | BPMPP
dan jasa Purwokerto dan APBD Prov.,
sekitarnya
- Pengembangan infrastruktur | Seluruh  daerah di 100.000 | APBD Kab., | DCKKTR,
pendukung kawasan | Kab. Banyumas APBD Prov., | DSDABM
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pertumbuhan ekonomi; APBN
- Penyusunan masterplan kawasan | Cilongok, Ajibarang, 50.000 | APBD Kab., | DCKKTR
agropolitan Jatilawang, Wangon APBD Prov.,
APBN
- Penyusunan masterplan kawasan | Kedungbanteng, 20.000 | APBD Kab., | DESDM
minapolitan sumpiuh, Ajibarang, APBD Prov.,
Sokaraja, APBN
Karanglewas,
Baturaden,
Kembaran, Sumbang,
Kemranjen, Cilongok.
Kawasan Strategis Sosial Budaya
- Inventarisasi bangunan | Banyumas 2.000 | APBD Kab. Dinporabudpar
bersejarah Kota Lama Banyumas
- Pelestarian Masjid Saka Tunggal | Wangon 2.000 | APBD Kab. Dinporabudpar
di Desa Cikakak,
- Revitalisasi Desa Tradisional di | Somagede, 2.000 | APBD Kab. Dinporabudpar
Desa Plana dan Desa Pekuncen Jatilawang
Kawasan strategis bidang pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi
- Pemanfaatan energi panas bumi | Kawasan Gunung 20.000 | APBD Kab., | DESDM
Baturaden Slamet APBD Prov.,
APBN,
Swasta
Kawasan Strategis Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup
- Pembangunan Kebun Raya | Baturaden 50.000 | APBD Prov., | Dinpertanbunhut
Baturaden APBN,
Swasta
- Perlindungan dan konservasi | Seluruh wilayah di 20.000 | APBD Kab., | BLH
sumberdaya alam Kab. Banyumas APBD Prov.,
APBN
- Perlindungan keseimbangan tata | Seluruh wilayah di 2.000 | APBD Kab., | BLH, DSDABM
guna air Kab. Banyumas APBD Prov.,
APBN
- perlindungan ekosistem, flora | Seluruh wilayah di 1.000 | APBD Kab., | BLH, DSDABM
dan/atau fauna Kab. Banyumas APBD Prov.,
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APBN

- rehabilitasi daerah rawan | Seluruh wilayah di 5.000 | APBD Kab., | BLH, DSDABM
bencana longsor Kab. Banyumas APBD Prov.,
APBN
- penanganan dampak lingkungan | Seluruh wilayah di 2.000 | APBD Kab., | BLH, DSDABM
Kab. Banyumas APBD Prov.,
APBN
\% DOKUMEN TATA RUANG
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang | Perkotaan 20.000 | APBD Kab., Bappeda
(RDTR) Perkotaan Purwokerto,
Banyumas, Ajibarang,
Sokaraja, Wangon
Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Seluruh  daerah di 4.000 | APBD Kab., Bappeda

Kab. Banyumas

BUPATI

MARDJCKO
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